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Skripsi ini adalah hasil penetitian kepustakaan rrntuk menjawab pertanyaan:

bagaimana pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang zakat dan pajak, bagaimana latar

belakang munculnya pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang zakat dan pajali, dan

bagaimana analisis kritis terlradap penikiran Masdar F. Mas'udi tentang zakat dan

pajak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kritis. Adapun

yang dimaksud dengan metode analisis kritis yakni sebuah metode yang berupaya

untuk mendeslripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer. Metode ini
didasarkan kepada asumsi bahwa: "semua gagasan manusia tidak sempuma" dan

"dalam ketidaksempumium itu terkandung kelebihan dan kekurangan". Pendekatan

historis pun akan digunakan oleh pen,rlis pada penelitian ini karena dapat dipaliami

bahwa pemikiran Masdar merupakan rentetan peristiwa dalam periode tertentu,

dengan pengertian suatu interaksi antar arus pemikiran pada masa lampau, yang

terakumulasi sehingga meia.hirkan sebuah pemikiran.
I{asil penelitian menyimpulkan bahwa pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang

zakat dan pajak lahir sehagai salah satu reaksi terhadap perkembangan yang terjadi di

dalam masyarakat, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai akibat

dari pola hubungan yang tidak s"imbang antara masyarakat dengan struktur

kekuasaan negara berik-ut instit,-rsi-institrsinya, termasuk adanya berbagai bentuk

kebijakan-kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak atau tidak menguntwrgkan

masyarakat. Pemikiran yang dimunculkan oleh Masdar F. Mas'udi lebih mengarah

kepada komitmen moral untuk meningliatkan kualitas hidup manusia dan pilihan

intelektual ketika melihat realitas kebangkrutan umat Islam yang melanda di

berbagai belahan dunia Islam pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya

dengan bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah

kemanusiaan, dan Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus-

menerus dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala besar baik yang bersifat

praksis maupun teoritis. Selain itu, pemikiran Masdar s'ngat .dipengaruhi oleh latar

belakang pendidikan pesantren, IAIN dan aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan

serta dikenal memiliki pemikiran substantif dan komitmen yang kuat untuk

melakukan pembaruan hukum Islam yang hidup di lndonesia.

Terkait dengan pajak dan zakat, Masdar F. Mas'udi berpendapat bahwa seperti

halnya ruh dan badan, pajak dan zakat memang berbeda tetapi bukan untuk

dipisahkan, karena zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badamya. Dan membayar

pajak perlu diniatkan zakat. Katena dengan niat itu pajak yang dibayarkan secara

ukhrawi tidak sia-si4 dan dengan demikian orang tidak perlu membayar pajak dan

zakat, karena pajaknya itu yaitu zakat yang sudah diniatkan untuk pajak dan zakat

sekaligus. Dengan konsep paj ak sebagai zakat menurut Masdar F. Mas'udi maka

pemerintah ditempatkan pada posisi sebagai andil yang wajib dikontrol setiap

iindukannya. Dengan konsep ini menurut Masdar F. Mas'udi zakat alau pajak yang

ANALISIS KRITIS T[,ItIiADAP KONSEPSI ;ZAKAT D.A'N PAJAK
MENT]ITTIT MASDAR F. MAS'UDI

ABSTRAK



telah dipungut oleh pemerintah dari masyarakat harus dimanfaatkan untuk
kepentingan segenap rakyat dengan prioritas pada lapisan masyarakat paling bawah,
yaitu fuqara dan masakin.

Adapun ketika melakukan analisis kritis terhadap pemikiran Masdar F.

Mas'udi, penulis secara pribadi masih sulit menerima gagasan Masdar F. Mas'udi
tentang zakat dan pajak, disebabkan karena ada beberapa kelemahan dan kritik 1'a-trg

dapat ditujukan pada gagasan Masdar tersebut. Pertama, kritik pada aspek normatif;
kedua, kitik pada aspek teologis; ketiga, Yitik pada aspek historis; keempat, kritik
pada aspek politik; kelima; kritik pada aspek sosiologis.
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Sebagai orang beriman yang mengakui adanya Zal yang gaib, ajaran yang

harus diamalkan adalah ucapan puji syulor sedalam-dalamnya ke hadirat Allah

SWT., yang telah memberi kesempatan dan kekuatan kepada penulis unhrk

mcnyelesaikan penelitian ini. Juga sebagai sebuah keyakinan, orang yang pantas

mendapat penghormatan yang pertarna dan utama adalah Muhammad saw., seorang

Nabi yarlg arif dan bijaksana, yang telah meninggalkan contoh cemerlang tentang

bagaimana semestinya mencintai ilmu pengetahuan, serta mengajarkan bagaimala

seorang manusia mestinya belajar sepanjang hidupnya.

Skipsi ini menjadi m'mgkin uhrk diseresaikan berkat bantuan dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima

kasih dan penghargaan sebesar-besamya kepada Bapak Drs. H. Abubakar HM, M.Ag

selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku pembimbing II (lama)

dan Bapak Syarifuddirl M.Ag (bam) yang telah mengarahkan dan membimbing

penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak

Drs. H. Ahmad Syar'i, M. Pd selaku Ketua STAIN Palangka Raya dan Bapak

Munib, M. Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Palangka Raya. Begitu juga

kepada Bapak Abdul Khair, SH, MH selaku Penasehat Akademik yang telah

memberikan arahan dan masukan selama penulis menempuh studi.

v1t



Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada teman-teman

seperjuangan di Jurusan Syariah: Syaf i, Fathurrahman, Abdul Halim, Fahruzzaini,

serta kawan-kawan lainnya: Abdul Rahim, S. Si., Saderi, S. Pd, yang telah

merrberikan semangat, dorongan dan kdtik intelektual serta rela meluangkan

waktunya untuk berdiskusi dengan penulis, walaupun terkadang akhirnya kita

berbeda pendapat.

Akhirnya, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga

tercinta, Ayahanda (Fahmi Azkia), Ibunda (Saudah) serta Kakakku (Fazri Maulana)

dan Adikku @erry Azhari dan Fiqri Akmal Fadillah), atas segala restu dan doa

mereka sebagai dorongan moral selama penulis melakukan studi. Penulis tidak dapat

membalas budi baik dan jasa mereka kecuali hanya dengan harapan doa semoga

peran mereka dibalas Allah SWT. Amin.

Penr.rlis harus mengakui bahwa penelitian ini adalah karya pribadi penulis.

Namun, dengan banyak dan dominannya gagasan orang lain yang ada pada skripsi

ini telah membuat otentisitas karya ini nyaris hilang dan tiada. Dalam ha! ini penulis

teringat sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa "membuat karya ilmiah

sebenamya hanyalah mengumpulkan apa kata si fulan dan apa kata si fulan, lalu

dirangkai dengan kata sambung dan selanjutnya kita buat seperti apa kata kita

sendiri."

Penggambaran di atas merupakan sesuatu yang tepat untuk memotret dan

memahami hadirnya skripsi ini. Seandainya skripsi ini telah cukup menggambarkan

ungkapan di atas, maka penulis harus merasa lega dan puas. Dengan demikian, saya

telah lulus dalam menjalani kewajiban untuk mendengar, melihat dan menelaah atas
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apa yang dikatakan orang lain, serta menyadari betapa terbatasnya daya imaji, nalar,

kreasi dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karenany4 kritik dan saran dari

semua pihak sangatlah penulis harapkan demi kelangsungan peradaban yang lebih

dialogis.

Palangka Ray4 Juli 2C08

Penulis,

FAHRIAN AI}RIANNOOR
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Anelisis Kritis

Terhadrp Konsepsi 7,a,krrt de,t Pejak Menurut Mesdar F, Mas'udi, adalah benar

karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara

yang tidak sesuai dalam etika keilmuan.

Jika dikernudian hari dircmukan adanya pelanggaran maka saya siap

menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Ray4 16 Juli 2008
Y Mernbuat Pernyataarl

NIM.0202r 10177
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PERSEMBAHAN

Untuk kedua orangtua yang telah mendedikasikan sepanjang
hidupnya bagi pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya

Untuk Sang Kakek, walaupun tak pernah bertemu, namun
telah menjadi guru imajiner, dan selahr menjadi inspirator

serta motivator

Untuk guru-guru ngaji
yang telah mengajarkan pentingnya al-Fatihah

Untuk mereka yang baginYa
semua senti waktu adalah

ruang untuk mencari
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MOTTO

Berdustalah mereka yang hanYa
menikmati bersembahYang,

namun melupakan nasib orang-orang
tersingkir dan menderita secara sosial

(Moeslim Abdurrahman)
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A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf, dalam uansliterasi ini sebagial dilambangkaa dengan huruf dan

sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin'

Huruf Latin Nama

Tidak di lambangkan Tidak dilambangkan

bBe

Huruf Arab Narna

I alif

DAFTAR TIIANSLITERASI

(3

a

j

_)

)
o"
u"

Ob
J"

t
qi

6
el

d
t
o
t

Lp

ba

Ta
sa
jinr
ha
kha
dal
zal
ra
zai
sin
syin
sad
dad
la
ZA

'ain
gain
fa
qaf
kaf
lam
mim
nun
wau
ha
hamzah
ya

t
s
j
h
kh
d
z
r
z
s

sy

$

d

I
z

f
q
k
I
m
n

h

Te
es (dengan titik di atas)

Je
ha (dengan titik di bawah)
ka&ha
De
Zet (dengan titik di atas)

Er
ZEt
Es
Es dan ye
Es (dengan titik di bawah)
De (dengan titik di bawah)
Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di
bawah)
Koma terbalik
Ge
Ef
Qiu
Ka
EI
Em
En
We
Ha
Apostrof
yev

B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesi4 terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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Nama

Lintuk

Aa

II

u

Falhah

Kasrah

Dammal:

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat'

transliterasinva sebagai berikut:

Tanda Huruf Latin

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangrrya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf Gabungan huruf Nama

tt Fathah dan ya at

Fathah dan wau Au

Nama

aCani

) a dan untuk

Contoh :

'J{ Kataba

Fa'ala

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama

G
Fathah dan atif

al&tya
e a dan garis di atas

,. Kasrah dan ya I i dan garis di atas

J
Dammah dan

wau
I u dan garis di atas

rF

xlv
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Contoh :

JLi qala

LJu-. qlla

J .-t) yaqIlu

3,

4. Ta marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,

transliterasinya adalah t (1e).

b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yaeg mati atau rnendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

h (ha).
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta tarbutah

itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

JvL\i z2'))

0)t) ldJ:jl o al-Madlnahal-Munawwarah
o al-Madinatul Munawwarah

5. Syaddah(tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.
Contoh :

11._1 rabbna

o raudah al-affEl
o raudatul affEl

J1 ntzzala

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

Jl , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

XV



a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsilyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyiny4 yaitu huruf I diganti dengan huruf yang sama dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikttti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :
t,t t ri
,[rjl ar-rajulu

t 1'-1i

flrJl al-qalamu

7. Hatnzah
Dinyatakan di depan bahwa ha.rrzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yzurg terletak di tengah dan di akhir kata. Bila
hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab bempa

alif.
Contoh :

Io), umirtu

,Jl lnna

8. Penulisan Kata
Pada dasamya setiap kata, baik fril, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi

ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya'

Contoh :

J(#\)'S!it f;"tv Fa autu al-kaila wa al mizdn

-o-.tt ,., ,t11,4-
C:t")t ;, A "lt ttly wa in"alldha lahua khair anaziqin

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan

iruruf a*al nama diri dan permulaan kalimat. Bilama nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh :

,S't-t'ltlL-l C', Wa md Muhammadun illl rasll

'AA, "; t n't-ai Alhamdu lilldhi rabbi al-'alam-rn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain, sehingga ada hurul atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.
Contoh :

W';\i,ir t-ittairi al-amru jami'an

.i,r U -rat Naqrun minalldhi wa fathun qan-b

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalarn bacaarL pedoman

transliterasl ini merupakan bagian yang tak terpisat*an dengan ilmu Tajwid. Karena

itu peresmian pedoman tansliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid'

c--t ! *79 q
. -, l* J

Sumber:
SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPT]BLIKINDONESIA
Nomor: 158 Th. 1987 danNomor: 0543bfu/1987
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DAFTAR NOMOII. SURAT DALAM ALQURAN

l.
2.

i.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

ll.
12.
I3.
14.
15.

t6.
17.
18.
19.

2t.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3r.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
4t.
42.
43.
44.
45.
46.
4'1.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
50

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
6E.

69.
70.
7t.
72.

74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
E4.

85.
86.
8',7.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

96.
97.
98.
99.
100.
l0l.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
I10.
111.
ll2.
I13.
114.

Al-Fatihah
AI-Baqarah
Ali-lmran
An-Nisi
A1-h{iidah
Al-An'6m
Al-A'rif
Al-Anfil
Al-Tawbah
Y0nus
H0d
Ytsuf
Ar-Ra'd
Ibrihim
Al-Hijr
An-Nahl
Al-ls16'
Al-Kahf
Maryam
Thaha
Al-Anbiy6
Al-Hajj
Al-Mu'minin
An-N0r
Al-Furqin
As-Syu'ar6
An-Naml
Al-Qapt
Al-Ankab0t
Ar-Riim
Luqman
AsSajdah
Al-Ahzeb
Saba'
Fatir
YAsin
As-Safiat
Saa

Az-Zumar
Al-Mu'min
Fusqilat
As-Syt'ard
Az-Zukhruf
Ad-Dukhen
Al-JAtsiyah
Al-Ahqnf
Mulammad
Al-Fath
Al-Hujurdt
Qaf
Az-Ztuiyar
AtJ0r
An-Najm
Al-Qomar
Ar-Rahm6n
Al-Waqi'ah
Al-Hadid
Al-Mujndilah
Al-Hasyr
Al-Mumtahanah
As-Shiff
Al-Jumu'ah
Al-Munifiq0n
At-Taghibun
AGfaliq
At-Tahrim
Al-Mulk
Al-Qolam
Al-HAqqah
Al-Ma'drij
N0h
Al-Jin
Al-Muzammil
Al-Mudda6ir
Al-Qiy,6mah
AlJnsin

Al-Mursal6t
An-Naba'
Al-N6zi'at
'Abasa
At-Takwir
Al-InfiFr
Al-Mutaffifin
Al-Insyiriq
Al-Burnj
At-Theriq
Al-A'la
Al-Gh6syiS'ah
Al-Fajr
Al-Balad
As-Syams
Al-Layl
Ad-Duhi
Al-Insyirih
At-fin
Al-'Alaq
Al-Qadr
Al-Bayyinah
Az-Zalzalah
Al-'Adiyat
Al-Qari'ah
At-Tak65ur
Al-Aqr
Al-Humazah
Al-Fil
Qurairy
Al-M6'un
Al-Kaw5ar
Al-Kefir0n
An-Nagr
Al-Lahab
Al-Ikhles
Al-Falaq
An-N6s
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BAB I

PENDAHTILUAN

A. Latar Belakang

Allah menurunkan agama Islam ke dunia yang di dalamnya terdapat tutunan

bagi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan

Allah maupun hutungan manusia dengan manusia'l Tuntunan yang diberikan oleh

Allah tersebut tidak lain agar manusia mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan di

dunia dan di akhirat kelak. sehingga tampaklah bahwa Islam merupakan rahmat bagi

alam semesta sebagaimana firman Allah :

3*Lrt. "^;i r)' ui;"ri c't

" Dan tiadalah Kami mengulus fuimu, melainkan untuk (menjadi) rahmal

bagi ,semesta alam" .2

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah mempunyai dua buah landasan

utama, yaitu rukun Iman dan rukun Islam. Rukun tman adalah pengakuan individual

akan keterikatan seseorang dengan keyakinan agamanya, sedang rukun Islam adalah

bentuk keterlibatan seorang dengan fungsi sosial agamanya' Dalam rukun Iman'

seorang muslim menyatukan keimanannya kepada Allah, para rasul-Nya' para

malaikat, kitab-kitab suci, adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, dan keimanan

bahwa hidup manusia berada pada ketentuan-Nya' Sementara rukun Islam

mengharuskan seseorang muslim untuk menyatukan kesaksian atas ketuhanan Allah

rM. 
Quraish Shihab, Membunikan AI-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan

Mosyarakat, Bandung: Mizan, 2004, h. 40

zAl-Anbiya [21] : 107
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dan kerasulan Muhammad, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan

Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang -ampu.3

Kewajiban menunaikan zakat dalam lslam sebagai salah satu rukun Islam

mempunyai makna yang sangat penting. Selain berkaitan dengan aspek-aspek

ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di antara bukti dari aspek-aspek ketuhanan

adalah banyaknya ayat-ayat Alquran yang menyebutkan kewajiban zakat dan

kewajiban shalat secara bersamaan.a Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah

zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam

mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Zakat diharapkan dapat

meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang-orang kaya dan orang-orang

miskin. selain itu, zakat juga diharapkan dapat meningliatkan atau menumbuhkan

perekonomian yang terjadi pada level iudividu yang pada akhimya juga pada level

sosial masyarakat.5

Secara historis, pada zaman Rasulullah Sav,'., kita dapat melihat bahwa zakat

dipr:,rgut sebagai sumber utama penerimaan negara. Selain it, jWa' ajaran tentang

zakat muncul sebagai kritik terhadap sistem pajak atau lebih jauh lagi sistem

pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara lain.6 Kemudian, seiring dengan

perkembangan zaman dan perkembangan wilayah kekuasaan Islam ke luar wilayah

3Abdurrahman wahid, ,.Kasus penafsiran yang Tuntas" kata pengantar dalam Masdar F.

Mas'rrdi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Paiak) dalan Islan, JakNta: Pustaka Firdaus. l99l' h. ix

ayusuf 
al_Qardhaw i, Hukum zakar: sludi Konparqtif Mengenai status don Fikafat zakat

Berdasarkan Qur,an dan lladr's, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasandi,

Bandung: PT Pusaka Litera AntarNus4 2006, h" 39

5Amer al-Raoubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian

Kuantitatif ", Terjemahan Elisabeth Diana Dewi dalam lslania'Yol II, No 3, 2005' h' 9l

uMadar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang dan Kekuasaan Negara Untuk Rakyat"' dalam '4l-
Huda. Vol III, No 9. 2003, h. 53
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Arab, mulailah diperkenalkan sistem pajak. Pada mulanya pajak <iipungut dari

kalangan non-muslim atas jaminan keamanan yang mereka dapatkan dari negara.

Tetapi pada perkembangan selanjutnya, pajak juga diterapkan kepada kaum muslim

terhadap harta kekayaan yang mereka miliki.T

Seperti tergambar dalam sejarah Islam, zakat dan pajak pemah <iiterapkan

secara bersamaan. Ironisny4 pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami

penguatan, sebaliknya zakat mengalami kemunduran dan pada akhirnya menjadi

tanggung jawab pribadi masing-masing individu muslim. Hal ini diperparah lagi

dengan hancumya kekhalifahan Islam dan munculnya sistern nation'state ilau

nasionalisme akibat dari kolonialisme. Kolonialisme tersebut bukan hanya menjajah

wilayah-wilayah dan masyarakat Islam, tctapi juga menghanc',rkan sistem ekonomi

yang telah dibangun dan mereka pun memperkenalkan sistem perekonomian baru

yakni sistem ekonomi kapitalisme.E

Semenjak pertama kaii diperkenalkan, pajak telah mengalami perkembangan

dan peruhahan yang sangat pesa! baik menyangkut objek, tarif (persentase yang

Tlsmail R. al-Faruqi dan Lois Lam..,a al-Faruqi, Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah
Peradaban Gemilang, Te{emahan Ilyas Hasan, Bandung: Mizn, 2003, h. t8l.

sPaham kapitalisme berasal dari Inggris abad 18, kemudian menyebar ke daerah Eropa Barat

dal Amerika Utara. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, maka tumbuhlah aliran
pemikiran liberalisme di negara-negara Eropa Barat. Alimn ini kemudian merambah ke segala bidang

termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam
Smith dalam bukunya ,4n lnquiry into the Nature and Causes of the llealth of Nations yang ditulis
pada tahun l?76. lsi buku tersebut sarat dengan pemikiran'pemikiran tingkah laku ekonomi
masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi, dan pada akhimya
kemudian mengakar menjadi sebuah ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup. Smith

berpendapat bahwa motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah atas dasar dorongan

kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia

mengerjakan apa saja asal masyarakat sedia membayar. Motif kepentingan individu yang didorong
oleh filsafat liberalisme kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas, pada akhimya melahirkan

ekonomi kapitalis. Kapitalisme sendiri merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan
oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan

kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi'kondisi yang

sangat liompetitil Lihat Achyar Eldine, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam", dalam http://wwr,v uika-

boeor.ac.id/iurO7.htm
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dibebankan terhadap objek pajak) dan sasaran pajak serta pelaksan&rnnya, sementara

di lain sisi, zakat tidak mengalami perkembangan dan perubahan yang berarti.

Namun akhir-akhir ini, berbagai upaya untuk mengkaji lebih mendalam persoalan

zakat dan pajak pun terus dilakukan oleh berbagai kalangan' Hal ini disebabkan

karena adanya dua kewajiban yang hanr.s dijalankan umat isia-rr, yaitu kewajiban

membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara, dan kewajiban zakat yang

merupakan suatu kewajiban terhadap agama.

Adanya dualitas kewajiban ini menyebabkan umat Islam memikul kewajiban

yang lebih berat daripada warga negara non-muslim lainnya. Unttrk menyikapi hal

ini, Ada tiga pendapat yang muncul terhadap permasalahan kewaj iban zak-at dan

paJak. Pertama, zakat dan pajak sama-sama ditunaikan oleh setiap wajib zakat dan

pajak. Kedua, seorang muslim dapat memilih salah satu di antara kedua kewajiban

tersebut. Kelrga, rnemilih salah satu dan menganggap apa yang dipiliirnya tersebut

sudah mewakili keduanya. Jadi, apabila seseorang telah membayar pajak, maka ia

boleh menganggap pajak tersebut sebagai zakat dari hrrtanya.e

Permasalahan dualitas kewajiban yang dialami oleh umat Islam ternyata

mendapat perhatian dari pemerintah. Cara yang coba ditempuh oleh pemerintah

dalam menyelesaikan permasalahan dualitas kewajiban yang dialami oleh umat Islam

adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat (selaqjutnya disebut lJtJ Zakar). Diharapkan, dualitas kewaj iban umat Islam

dapat terselesaikan dengan adanya Undang-Undang Zakat Pasal 14 ayat 3 yang

menyebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau

el',luruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fr'sial, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2006, h.2l
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Lembaga Amit Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak yang

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor [7 l'ahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

(selanjutnya disebut tIU Pajak), dikemukakan bahwa untuk menentukan besamya

penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk rrsaha, tetap tidak

boleh dikurangkan:

"Harta yang dihibahkarL bantuan atau sumbangan, dan 
^warisan 

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf bro, kecuali zakat Ltas

penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk

agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yarrg dimiliki oleh
pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh
pemerintah."l I

Pengurangan zakat dari laba/penghasilan kena pajali ini dimaksudkan agar

wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak.

Selain itu jug4 diharapkan kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran

membayar pajak.12

Ketika kita melihat sekilas peratuar yang dibuat oleh pemerintah di atas,

tampaknya persoalan tentang dualitas kewajiban yang dialami oleh umat Islam dapat

terselesaikan. Tapi perlu diketahui bahwa pemahaman dan pengaturan zakat yang

telah ditampung dalam peraturan perundang-undangan negara" tidak disadari telah

meniru dan mengulang kegagalan negara Islam lainnya seperti Malaysi4 Bangladesh

loBunyi dari Pasal 4 ayat 3 huruf a adalah: "Bantuan sumbangan, termasut zakat yang

diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat

yang berhak." Selanjutnya pada huruf b : "[uran yang diterima atau diperoleh daaa pensiun yang

pendiria*yu telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai."

'lUU Pajak Nomor l7 Tahun 2000 Pasal 9 ayat I hurufg

f2penjelasan UU Z,,k,.t Pasal 14 ayat 3: ..Pengurangan z kat dari laba/pendapatan sisa kena

pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan

pajak kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak."
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dan Pakistan karena ketidakjelasan wewenang dan kontrol lembaga zakal yang

dibentuk, yang tidak didasari rekonstruksi ulang yang tuntas terhadap pengertian atau

pemalnman zakat.t3

Akhimya, polemik beban ganda yang dialami oleh umat Islam tersebut tak

kunjung terselesaikan dan terus menjaCi arena diskusi yalg cukup hangat di mana-

mana sebagai sebrrah upaya reposisi antara kervajiban zakat dan pajak dengan

harapan dan konklusi mereka masing-masing.

Salah satu pemikiran yang muncul kepermukaan sebagai upaya penyelesaian

dualitas kewajiban antara zakal dan pajak yang terjadi pada urnat Islam tersebut

adalah pemikiran Masdar F. Mas'udi (selanjutnya disebut Masdar) tentang

pengintegrasian zakat dan pajak yang tertuang dalam bul-unya yang be4:udul Agama

Keadilan: Risalah Zakat (Pojak) dalam Islam.

Berbeda dengan keyakinan umurn bahwa zakat tidak sama dengan paja-k,

Masdar mengatakan bahwa anlrau:a zakat dan pajak adalah ibarat ruh dan jasad yang

tidak boteh dipisahkaq keduanya merupakan satu kewajiban. Jika z*at merupakan

aspek spiritul dari perintah Allah untuk menafkahkan harta secara baik dan benar'

maka pajak merupakan upaya institusionalisasi perintah tersebut. Pajak yang

dikeluarkan kepada negara pada saat ini sebenamya telah nrenggantikan zakat,

sehingga seorang muslim tidak perlu lagi mengeluark an z*at apabila pajak sudah

ditunaikan dengan baik. I a

l'Abduoahman wahid, "Kasus Penafsiran yang Tuntas", h. xi

raMasdar F. Mas'rldi, Agana Keadilqn: Risalah Zakat (Paiak) dalam lslan,lakxla: Pustaka

Firdaus, 1991, h. I 17
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Pendapat Masdar yang berbeda dari mayoritas umat Islarn khususnya di

Indonesia menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dalam rangka memperjelas

pemikiran Masdar tentang zakat dan pajak tersebut ketika pcmikiran tersebut disalah

pahami dan tidak ditempatkan secara tidak semestinya. Bahkan seringkali pemikirar-

pemikiran jenis ini tidak ditanggapi dcngan sikap kritis tetapi justru mempertaryakan

keislamannya. Sikap untuk menghakimi Catang lebih ccpat tanpa melihat pemikiran

yang jauh lebih luas.

Selain itu jug4 memperbincangkan zakat dan pajak di Indonesia merupakan

sebuah hal penting, sebab keduanya merupakan hal yang signifikan di dalam upaya

penyejahteraan rakyat, karena kenyataan mayoritas penduduk Indonesia beragama

Islam dan kenyataan lain bahwa pajak adalah primadona penerimaan negara.

B. Rumusan Masalah

Bera-ngkat dari deskripsi singkat latar belakang di atas, maka masalah yang

dapat diteliti ialah 'Konsepsi Zakat dan Pajak Menurut Masdar' dengan

rumusan masalah sebagai berikut :

l. Bagaimana konsepsi zakat dan pajak menurut Masdar yang mencakup:

a. Bagaimana pengintegrasian zakat dan pajak menurut Masdar ?

b. Bagaimana latar belakang muculnya pemikiran Masdar tentang

pengintegrasian zakat dan pajak ?

2. Bagaimana analisis kritis terhadap konsepsi zakat dan pajak menurut Masdar ?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan nrmusan masalah tersebut, maka penelitian ini pada dasarnya

mempunyai tujuan sebagai berikut:

l. Untuk mengetahui bagaimana konsepsi zakat dan pajak menurut MaMar ?

2. Untuk melakr.rkan a,ralisis kitis terhadap konsepsi zakat dan pajak menurut

Masdar ?

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan :

1. Dapat memberi sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu fiqih, khususnya di

bidang zakat.

2. Dapat menjadi masukan dan informasi dalam meningkatkan serta

mengembangkan khazanah keilmuan di STAIN Palangka Raya.

3. Dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang

memperdalam iubtansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut

pandang yang berbeda.

D. Tinjauan Pustaka

Diskusi mengenai hubungan antara zakat dan pajak nampaknya telah dimulai

sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Saat itu, pasukan muslimin baru saja

berhasil menaklukkan Irak. I(halifah Umar memutuskan untuk tidak membagikan

harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang

direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin.

Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik

penduduk setempat. Konsekwensinya, penduduk di wilayah lrak tersebut diwajibkan
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membayar pajak tanah (kharai), walaupun pemilik tanah tcrsebut telah memeluk

ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum

musiimin di luar zakat.15

Pada masa modern sekarang. wacana tersebut terus bergulir ada banyak

tulisan yang muncul berkaitan dengan hubungan zakat dan palak. Sebut saja Yusuf

al-Qardhawi, seorang cendikiawan muslim asal Mesir yang menguraikan seoara

panjang lebar mengenai perbandingan z*at dan pajak. Dalam karya monumentalnya

yang banyak menjadi rujukan di Indonesia, Fiqhuz Zakat yang diterjemahkan

menjadi Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zafut

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Dalam bukunya tersebut, al-Qardhawi

membandingkan zakat dan pajak yang termuat dalam 8 bab, yaitu perbandingan dari

segi hakikat pajak dan zakat, asas teori wajib pajak dan zakat, objek, prinsip keadilan

antara pajak dan zakat, tarif tetap dan bertingkat pada pajak dan zakat, jaminan pajak

dan zakat, dan kewajiban zakat di samping pajak.

Buku yang juga membahas persoalan z*at dan pajak adalah buku yang

ditr:tis oleh Gazi Inayah dangan judul al-Iqtisad al'Islami az'Zakah wa ad-Daribah

yang diterjemahkan ke dalam bahasa lndonesia menjadi Teori Komprehensif Tentang

Zakat dan Pajak. Dalan buku tersebut, Inayah ingin menekankan bahwa zakat sama

sekali berbeda dengan pajak karena itu tidak dapat disatukan. Gazi Inayah

melakukan perbandingan antara zakat dan paj ak dalam beberapa hal, yaitu: posisi

pajak dan zakat dalam ekonomi; teori kekuasaan negara dalam penarikan zakat dan

pajak; kaidah-kaidah beban pajak dan zakat; sistem pajak dan zakat; persamaan zakat

''Siti Arifah, "Konstitusi Negara Berbicara ? Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak",

dalam httD://www. kou.or.id/artikel.nho?i 0&no=15
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dan pajak; pajak dan zakat ganda, dan menghindari pajak dan zakat.

Pembahasan mengenai pajak dan zakat juga dilakukan oleh Sjechul Hadi

Permono dalam karyany a Pendayagunaan Zakat dalam Rangla Pembangunon

Nasional: Per,samaan dan Perbedaannya dengan Pajak. Secaru umum, dalam

bukunya tersebut Permono mcnjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk

pembagunan nasional, karena ada banyak persamaan pokok antara pendayagunaan

z*al dan penCayaguraan pajak, meski ada terdapat segi-segi khusus yang

membedakannya.

Beberapa penulis lain yang membahas persoalan z*at dan pajak adalah

wahbah Zuhaily, Didin Hafidhuddin, M. Ali Hasan dan masih banyak lagi tokoh-

tokoh yang melakukan kajian tentang zakat dan pajak. NamurL sebagian besar dari

para penulis tersebut tidak berupaya untuk mengintegrasikan antara zakat dan pajak

meskipun mereka mengakui beberapa persamaan yang terdapat dalam zakat dan

pajak.

Selain ih:, sepanjang penelusuran refetensi yang telah dilakukan oleh penulis

selama ini, penulis belum ada menemukan skripsi yang memfokuskan kajiannya

secara khusus terhadap pemikiran Masdar tentang pengintegrasian zakat dan pajak.

Namun, penulis telah menemukan beberapa karya yang memasukkan pemikiran

Masdar secara umum sebagai objek penelitiannya dengan menggunakan pendekatan

sosiologis-historis.

Mujamil Qomar, Disertasi S 3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1999,

dengan judul; Dinamika Pemikiran Islam Nahdatul Ulama: Menelusuri Gagasan-

Gagasan Sosial Keagamaan. Disertasi ini memfokuskan kajiannya pada persoalan-

persoalan dari dinamika pemikiran Islam yang di kalangan cendekiawan NU pada
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rentang waktu antara i985 hingga i999. Kemudian, penelitian ini juga membahas

tentang kadar liberalisasi pemikiran Islam ditinjau dari tradisi pemikiran NU. tipologi

pemikiran Islam dari kalangan cendikiawan NU, serta implikasi dari dinamika

pemikiran Islam yang dilontarkan cendekiawan NU.

Mahsun Fuad, Tesis S 2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003, dengan

judul; Hukum Islam Indonesia: Dari Nalai Parsipatoris Hingga Emansipatoris. Tesis

ini memfokuskan penelitiannya pada fenomena munculnya tema-tema pemikiran

hukum Islam lndonesia pada rentang tahun 1970 hingga 2000.

Secara khusus penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian di atas,

karena peneiitian ini akan membahas bagaimana pemikiran Masdar tentang

pengintegrasian zzkat dan pajak serta latar belakang pemikiran ciari Masdar tersebut

dengan menggunakan metode analisis kritis yang disertai dengan pendekatan

historis. Selanjutny4 penelitian terhadap pemikiran Masdar ini cukup penting turtuk

dilakukan, agar diketahui dan dipahami dengan harapan dapat diperoleh perspektif

baru bagi hukum Islam dalarn rangka melaksanakan tugas dan kewajiban, yakni

menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang.

E. Deskripsi Teoritik

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi) kata az-zakot < i5.'1i ) berasal dari

kata zaka < ,-j; ; I yang berarti berkembang, tumbuh, bersih, baik.r6 Sedangkan dari

I6Ahmad Warson Munawwir, Al-Munmwir, artikel "zaka", Yogyakarta: Pustaka Progressif,

tth, h. 615

I. Pengertian Zakat dan Pajak
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segi istilah (terminologi) fiqih, al-Qardhawi mengatakan bahwa zakat ialah sejumlah

harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak

menerimany4 di samping berarti mengeluarkan j umlah tertentu itu sendiri . 
I 7

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari

harta khusus yang telah mencapai nishab @atzs k-runtitas minimal yang mervajibkan

zakat) kepada orang yang berhak menerimanya. " S"dangkan dari mazhab Hanafi

memberikan pengertian zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari

harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oieh syariat

karena Allah.le

Menurut mazhab Syaf i, zakat adalah sebuah ungkapan keluamya harta atau

tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah

hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus unnrk kelompok yang khusus

pul4 yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Alquran.2o

Di dalam UU Zakat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah

"harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim a'au badan yang dimiliki oleh

orang muslim sesuai dengan ketenhran agama unhrk diberikan kepada yang berhak

;itmenenmanya.

rTYusuf al-Qardhaw i, Hakum Zakat,h.34

'twahbah al-Zuhaily, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Teqemahan Agus Eflendi dan

Bahruddin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h 83

telbid.,h. 84

'olbid.

2rlru zakat Pasal I ayat 2
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Fadlulah menega^skan bahwa dari pengertian-peng ertian zakat yang ad4

paling tidak ada tujuh macarn unsur yang harus terkandung dalam pengertian zakat,

yaitu:22

a. Bahwa zakat itu merupakan salah satl rukun Islam, yaitu rukun Islam

yang ketiga;
b. Bahwa zakat itu merupakan sebahagian atau sejumlah harta tcrtcntu yang

terselip dalam harta kekaYaan;

c. Kekayaan tersebut dimiliki secara riil (nyata);

d. Yang memiiiki adalah pribadi setiap muslim (boleh pria wanita yang

dewasa maupun anak-anak);
e. Sejumlah harta tertentu tersebut diwajibkan oleh Allah unhrk

disedekahkan kepada orang-orang Islam yang berhak;

f. Harta kekayaan tersebut telah mencapai nishab dan haul (nishab ialah

telah mencapai jumlah tertentu diwajibkan untuk disedekahkan sedangkan

haul ialah telah genaP satu tahun);
g. Dengan tujuan untuk membersihkan harta/kekayaan dan menyucikan jiwa

Pemiliknya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan

zakat ialah rukun Islam keempat yang berupa sejumlah harta tertentu yang terdapat

di dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap orang muslim yang

diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak

menerimanya setelah mencapai nishab dan haul guna membersihkan harta kekayaan

dan menyucikan jiwa pemiliknya.

Adapun pajak dari segi bahasa (etimologi) dikenal dengan sebutan adi-

dharibah ( "t 
rUi ) berasal dari kata dharaba ( q rb ), yang berarti utang,

pajak tanah atau upeti dan sebagainya yang mesti dibayar; sesuatu yang menjadi

beban.23 Sedangkan dari segi istilah (terminologi) pakar ekonomi kontemporer

trcholid Fadlulah, Mengenal Hukum zIS (Zakat don Infak/sedekah) dan Pengamalannya di

DKI Jakarta,lakart^: BAZIS, 1993, h.4 - 5

IAhmad warson M |lIlawwn, Al-Munaww,rr, artikel ,.dharaba", h. 874. Lihat juga Abdul Azis

Dahlan, dkk, Er.sitiap edi Hukum Islam, artikel "Pajak', Jakafla: PT' lchtiar Baru van Hoeve' 1996' h'

t364
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mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh

pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan

lertentu. 24

Para ahli keuangan mendefinisikan adalah sebagai berikut:

"Kewajiban yang harus ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus

disetorkan kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kernbali

dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di
satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dart

rujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.""

P. J. A. Adriani sebagaimana yang dikutip oleh Bohari, memberikan definisi

sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh

yang wajib membayamya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas

Pemerint^h."26

Pengertian paja.k menurut Direktorat Jenderal Pajak "dalah "Iuran kepada

negara yang terutang oleh yang wajib membayamya (wajib pajak), berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara

langsung.''7

Inayah membatasi ursur-unsur yang terkadung dalam pengertian pajak adalah

sebagai berikut:28

2acazi lnayah, Teori KomPrehensiP Tentang Zakat dan Paiak, Terjemahan Zainudin Adnan

dan Nailul Falah, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003' h. I

rM. Ati Hasan, Mas qil Fiqihiyqh, lakarla: PT RajaGrafindo Persada 2000' h' 29

'\oturi, Penganta, Hukun Paiak, lakarta: PT RajaGrafindo Persad4 2004, h 23

"E. Nugroho, dkk EnsiHopedi Nasional Indonesia, artikel 'Pajak"' Jakarta: PT Delta

Pamungkas, 1997, h. 3l

'?EGazi lnayah, Teori Komprehensip,h. ? - 3
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a. Pajak adalah membayar funai, artinya seseorang membayamya dengan

uang tunai tidak berupa barang.
b. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahrva pajak adalah

kewaj iban yang dipungut dari setiap individu sebagai suatu keharusan.

c. Pajak adalah kewajiban pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah atau

lembaga yang berwenang seperti majelis, majelis daerah, majelis kota dan

desa mevrajibkan pajak kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan

umum.
d. Pajak adalah kewajiban yang bersifat final, artinya seseorang tidak berhak

menolak atau menuntut sekalipun tidak tercipta suatu kemanfaatan.

e. Pajak tidak ada imbalanny4 artinya tidak ada syarat bagi waj ib pajak

untuk memperoleh imbalan atau fasilitas kesejahteraan.

f. Pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara.

Jadi dapat penulis disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah

i':ran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari warga negara atau rakyat

berdasarkan aturan-aturan tertentu.

2. Landasan Kewajiban Zaket dan Pajak

Dilihat dari perspektif historis, zakat adalah rukun Islam keempat yang

diwajibkan secara tegas di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah setelah

diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Akan tetapi, persoalan mengenai

zakat telah dimulai sejak periode Makkah, sekalipun kewajibannya belum dinyatakan

secara tegas. zakat pada periode Makkah belum ditentukan nishab dan besar zakat

yang harus dikeluarkan sehingga jumlah harta yang akan dizakatkan pada periode

Makkah sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran umat Islam pada waktu itu'2e

Ketentuan diwajibkannya z kal ata:u landasan kewajiban z*al dapat

ditemukan dalam beberapa ayat Alquran, yang salah satu di antaranya adalah:

"Ambilah zakat dari sebagian harta mefeka, dengan ilu kamu membersihkan

dan menyucikan mereka, din mendo'alah untuk mereka' Sesungguhnya do'a

2'Abdul Azis Dahlan. dkk, artikel "zakat", Ensiklopedi Hukun'h. 1986
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" j Vt ir, i2 -afg 
Fi t Aii i,r, i; g'li o L

t,
t_".

"Pungutlah zakat - hai rasul, dari harta kekayaan orang Mukmin itu baik yang

tertentu iebagai kewaj iban, maupun yang tidak tertentu sebagai tathawwu' -

sukarela, guna membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat

rendah dan kejam terhadaprfakir miskin dan orang-orang yang tidak berpunya

dan sifat-sifat hina lainnya."-

Shihab juga menjelaskan bahwa beberapa ulama memahami ayat ini sebagai

perintah wajib atas pengrtas4 unffi memungut zakat' Selain itu, ada pula ulama yang

memahaminya sebagai perintah sunah.32 Meskipun para ulama berbeda pendapat

tentang prosedu dalam pemungutan zakat, namun kita dapat memahami bahwa ayat

ini telah memerintahkan kaum muslim untuk mengeluarkan zakat baik secara

terpaksa maupun sukarela.

Landasan hukum diwajibkannya zakat dalam Islam juga terdapat dalam hadis

Nabi, di antaranya sebagai berikut:

t'"7-
a!lJ

fnL 61.'*, ;o'At ,k 4t'ot ,;*'i'g., *G q.t f
$fr'i,t"yf ijf y rf ;:,W Jrl#\i:'Jua 4t Jt)z'l't ur:
'p W '"?t 

* 'ir,r 
Lf p.r;6 'e,lfi rl$( ,^ ;tt; .lxt S"-;

'oArtaubah 191 : lo3

3rSayyid Sabbiq, Fiqih Sunah, Terjemahan Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Alma'arif' 1978'

Jilid 3, h. 8

3fu. quraish Shrhzb, Tafsir At-Misbah: Pesa4 Kesan dan Keserasian Al-Qur'an' lakartz:

Lentera Hati, 2004, Vol 5, h. 707

kamu itu (neniadi) kelentramanjiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar

lagi Maha Mingetahui. "30

Sayyid Sabiq menjelaskan maksud dari ayat adalah sebagai berikut:

,,);
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,-.e _p\ *' kt o(;iqti :lt)'s riui 7'"y N: j*

*:'* & "';'t'eql'a, L'i 
C.t "4)e)'l A'J-,Ol.l

Dari lbnu Abbas ra. bahwo Nabi Sow. mengutus Mu'udz ra. ke Yaman-

Pesan beliau kepada Mu'adz: " serulah mereka untuk hersaki bahwa tidak ada

Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika merekt mematuhi hal itu
malra beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada merela

shalat limo waklu setiap sehari semalum. Jika merel,a memuluhi hal itu mala
beritahukan kepada mereka bahwa Altah mewaiibkan zakat kepada mereka yang

dipungut dori mereka yang koya untuk dibagikan kepada mereka yang misdn"'
(FIR. Bukhari)'"

Berkaitan dengan kewajiban pajak, Allah berfirman :

++^i'oi i:Gii' #i)i J)r1a\i-;l"'t; ;'i ,b Aibi'
ldi

"Dan belanjalcanlah (harta bentiamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu

jatuhtah dirimu sendiri ke dalam kebinasaaa dcn berbual baiHah, karena
'sungguh 

Allah menyulai orang-orang vang berbuat bci .'. "35

Ketika mengutip ayat di atas, Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa apabila

dana z*at yang terkumpul belum memenuhi keperluan mustahiq secara optimal,

terutama dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka, ataupun kekurangan

dana untuk kepentingan pembangUnan masyarakat secara luas, maka ajaran Islam

mendorong umatnya untuk tidak hanya mengeluarkan zakat, tetapi juga

mengeluarkan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus

srHadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Ashim ad-Dhahak bin Mukhalid dari

Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abd Allah bin shaifdari Abi Ma'bud dari lbnu Abbas ra. Lihat Abi
.Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, sohih Bukhari, Beirut, Dar al-Kitab al-Islami, tth.,

Iilid I, h. 242

3almam az-Zabidi, Ringkasan Hqdis Sahih Bukhari, Te4emahan Achmad Zaidun' Jakarta:

Pustaka Amani, 2002, h. 327

35Al-Baqarah 
[2] : 195
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pemanfaatan dan pendayagunaan yang luas dan fleksibel, mencakup semua bidang

dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.36 Pada penjelasan ini,

Hafidhuddin ingin mengungkapkan bahwa pajak yang kita keluarkan dapat

digolongkan ke dalam infak atau sedekah.

Selain firman Allah di atas, terdapat pula firman Allah lainnya yang

berhubungan dengan kewajiban membayar pajak, yakni sebagai berikut :

i3

:t.. . .'lt.
at,t 6ft)&ctt'?
?P,4'\ Av ;.'ii

b-^LPi')u

,#t
Jtli

il:;i oili a
-rK t', h\t )"Atia-:-.:L^)

6;ai J1'&
ie

.t
i.bit . i ,ll

Y.: ;jti '6$,!tit 5;X .-).Pl',ti"l I

)4

;c UJi A 64,;,Lti 5 1, 
* 

t'') e # 3, i' t:ii ti ;L"Ji 6t ;'ti ;tai
'o rtiri j q)ii\ ;'*'u.ifr ai)1",:6i *'r,tfuii

" Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan borat itu suatu

l<ebajikan, akan tetapi sesungguhnya keboiikan itu ialah berimen kepada Allah'
hari kemudian, malaikot-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberilan harte
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak'anak yatim, orang-orang miskin,

musaJir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;

dan (memerelekalan) hamba sahaya, mendirilan shalat, dan menunailan zakat;

dan menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam

kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah oran$-orang
yang benar (imamya); dan mereko itulah orang'orang yang bertakwa. "''

Berhubungan dengan ayat di atas, terdapat sebuah hadis Rasulullah Saw'

sebagai berikut :

'uDidin Hafidrddin, Zakat Dqlam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema lnsani Press, 2002,

h. 60

37Al-Baqarah [2] : 177



l9

Ju\ e orr: p:;e")lt ,!" .itt J'y::".;v ,+ * +v'*
.l {t

ahaharus Surur, "Zakat dan Peranannya dalam Krisis", dalam

;k 1t ,s; t;,
Dari Fatimah binti Qayis is berkota: Telah bersabda Rasulullah Saw.:

" sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakal "
(HR. Daruquthni)3e

Naharus Surur (Direkhrr Pos Keadilan Peduli Umat), mengatakan bahwa

pembayaran pajak dapat dibenarkan dalam syariat Islam kerena memiliki beberapa

alasan, di antaranya adalah:ao

a. Solidaritas sosial dan tolong menolong sesama muslim dan sesama umat

manusia merupakan kewaj iban.
b. Sasaran zakat terbatas sedangkan kebutuhan negara tidak terbatas.

c. Ada banyak sekali kaida-h yang dapat dipakai untuk melegalisasi
pembayaran pajak, diantaranya faktor kemaslahatan

d. Kebutuhan untuk biaya jihad dengan segala kaitannya.

e. Kerugian dibayar dengan keuntungan.

3. Pcrsamaan antara Zakat dan Pajak

Ada beberapa persamaan yang terdapat pada zakat dan pajak, antara lain

sebagai berikut:ar

a. Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat,

jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para

'*Hadis ini diriwayatkan oleh Daruquthni dari Abd Allah bin Muhammad bin Abd Aziz dari

Busra bin Walid dari Syuraik dari Abu Hamzah dari Umar dari Fatimah binti Qayis. Lihat Ali bin

Umar ad-Daaruquthni, Sunan Daruquthni,Beirut; Dar al-Fik, 1994' Jilid l, h. 95

'oDidin Hafidrddin, Zaktt Dqlqn,h. 62

'rYusuf al-Qardhawi, Hukun Zakat,h.999 - 1000

u_cont
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petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS at-Taubah

[9]: 103

Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, pemah teqadi selangan oleh kaum

muslimin atas perintah Abu Bakar terhadap orang-orang yang mampu membayar

zakat namun tidak mau untuk melaksanakan kewajibannya unnrk membayar zakat.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya unsur yang bersifat memaksa dalam proses

pemungutan zakat.a2

Demikian pula halnya bagi seseorang yang telah termasuk dalam kategori

wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, baik secara langsung

maupun tidak langsung, selama rvajib pajak tersebut melalaikan kewajibannya.

Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingka! mulai Cari peringatan, teguan,

surat paksa, sampai kepada penyitaan.ar

b. Unsur Pengelola

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkau pada firman Allah dalam QS'

At-Taubah [9] : 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya

pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual , dai muzakki

lalu langsung diserahkan kepada mustahlq, akan tetapi dilaksanakan atau dihimpun

oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat,aa yang memenuhi pe$yaratan

tertentu yang disebut dengan amil zakat.a5 Amil zakat inilah yang bertugas untuk

a2Mahammad Abdul Malik ar-Rahman, Pustaka Cerdqs Zakat: 1001 Masalah dan Solusinya,

Terjemahan Sudarmadji, Jakana: Lintas Pustaka,2003, h. 15

arRochmat Soemitro , Pajak Ditiniau dari Segi Hukum,Bandung: Eresco, l99l'h' 42 - 3

4Lihat'Zakat Harus Dihimpun", dalam www.okpu.com

aiYusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa amil zakat itu harus memenuhi syarat'syarat

tertentu, yakni: muslim, mukallat terpercaya dan amanah, mengetahui hukum-hukum yang berkaitan
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melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan tugas penagihan, pengambilan,

dan mendistribusikan zakat secara tepat dan benar.

Dengan keberadaan ami[, paling tidak ada beberapa keuntungan yang dapat

diperoleh, antara lain sebagai berikut:46 pertama, menjamin kepastian dan disiplin

pembayar zakat; kcdua, menjaga p€rasaan rendah diri para mustahiq zakat; ketiga,

untuk mencapai efesiensi dan efektivitas, sera sasaran yang tepat dalam penggunaan

harla zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; l@empar,

memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang

Islami.

Sementara itq dalam UU Zakat dikemukakan bahwa pengelolan zakat

melalui amil zakat bernrjuan:a'

I . Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam men'.r,aikan zakat sesuai
dengan tuntutan agama;

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pr&1ata agama dalam upaya
mewujudkan kesejahteman masyarakat dan keadilan sosial;

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adriani sebagaimana dikutip oleh Bohari menjelaskan bahwa pengelolaan

pajak, jelas harus diatur oleh negara. hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu

sendiri, yaitu iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang

wajib membayamya menurut peratuan-peraturan dengan tidak dapat prestasi

dengan zakat, dan dapat melaksanakan tugas-tugas keamilan. Lihat Yusuf alQNdhawi, Hukum Zakat,
h. 551 - 555.

*Abdul Ghofif Anshori, Hukum dan Pemberdryaan Zakat: I]ptya Sinergis Waiib Zakat dan
Pajak di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25

4?UU zakat Bab II Pasal 5
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kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.a8

c. Dari Sisi Tujuan

Zakat memiliki tujuan yang sangat muli4 seperti digambarkan oleh

Muhammad Said Wahbah scbagai berikut:4e

l. Membangun jiwa dan semangat untuk saling menunjang dan solidaritas
sosial di kalangan masyarakat Islam.

2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi
dalam masyarakat.

3. Menanggulangi pcmbiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai macam

bencan4 seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik,

persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.

5. Menyediakan suatu darra taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya

hidup para gelandangan, para pengangguran, para hrna-sosial lainnya,

termasuk dana untuk orang-orang yang hendak menikah, tetapi tidak
raemiliki dana untuk itu.

Demikian pula deugan pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan

tujuan zakat di atas, terutama sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu

masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan

material dan spirittral.so

4. Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Menurut al-Qardhawi, terdapat perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yang

menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sam4 meskipun

asBohari, 
P engant ar H ukum, h. 23

4eDalam Didin Hafi duddin, Zqkqt Dalan, h. 55

soSjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasionql

Persqmaan dan Perbedaannya dengan Pajak,lakaftz: Pustaka Firdaus, 1995'h.71 '8



dalam beberapa hal terdapat pers:rmaan di antara keduanya. Beberapa perbedaan

tersebut adalah sebagai berikut:5 I

a. Dari Segi Namanya

Dari segi bahasa" zakat mempunyai arti suci, tumbuh, bersih. Syariat lslam

memilih kata zzkat untuk mengungkapkan arti dari bagian harta wajib yaag

dikeluarkan untuk fakir miskin. Kata tersebut memiliki gambaftm yang indah dalam

jiwa. Berbeda dengan gambaran zakal, kata pajak berasal dari kata dharaba yang

berarti utang, pajak tanah, atau upeti, dan sebagainya, yaitu sesuatu yang mesti

dibayar atau sesuatu yang menjadi beban. Oleh karena itu, orang biasanya

memandang pajak sebagai paksaan dan beban yang amat berat

b. Mengenai Hakil€t dan Tujuannya

Perbedaan antara zakat dan pajak adalah bahwa zakat itu adalatr ibadah yang

diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah dan untuk

mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan pajak adalah kewajiban dari negara

semata-mata yang tidak ada hubunsannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri

kepada Allah. Oleh karena itu, zakat dalam fiqih Islam dimasukkan kedalam bab

ibadah.

Mengingat zakat itu ibadah, syiar agam4 dan rukun Islam, maka tidak

diwajibkan kecuali kepada orang Islam. Syariat Islam yang bersifat toleran tidak

mewajibkan suatu kewaj iban yang bercorak ibadah dan syiar agama itu kepada

mereka yang bukan Islam. Berbeda dengan pajak yang diwajibkan kepada semua

orang, sesuai dengan ketentuan wajib pajak.

5lYusufal-Qardhawi, Hukun Zakat,h. 1000 - 7
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c. Mengenai Batas Nrsfrab dan Ketentuaffiya

Zakat adalah hak .Allah yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat.

Allah yang menentukan batas nishab bagi setiap macam benda dan membebaskan

keu,ajiban itu terhadap harta yang kurang dari se-nishab. Aliah juga yang

memherikan ketentuan atas kewajiban zakat itu dari seperlimq sepersepuluh,

separuh, sampai seperempat puluh. Tidak ada yarg boleh rnengubah dan mengganti

apa yang telah ditentukan oleh syariat.s2

Berbeda dengan pajak yang tergantung kepada kebijaksanaan dan kekuatan

penguasq baik mengenai objek, persentase harga dan ketentuannya. Bahkan

ditetapkan atau dihapuskannya pajak bergantung kepada keputusan penguas4 sesuai

dengan keperluannya.

d. Mengenai Kelestarian dan Kelangsungannya

Zakat adalah kewaj iban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan terus

bet'alan selagi Islam dan kaum muslim ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut

tidak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Seperti halnya shalat, ia merupakan

tiang agama dan pokok ajaran Islam. Sedangkan pajak, tidak memiliki sifat yang

tetap dan terus-menerus, baik mengenai jenis, persentase maupun kadarnya Tiap

pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan dan

rasionalitas ekonomi. Bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal, ia akan tetap ada

selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak lagi dibutuhkan.s3

52Yusuf al-Qardhawi tidak setuju dengan usulan agar ketentuan taif z*at menyesuaikan

derrgan perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada zaman sekarang. Lihat Yusuf al-Qardhawi'

Hukum Zakat,h. 1003

ttlbid.
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e. Mengenai Pengeluarannya

Zakat haruslah dikeluarkan melalui pos-pos yang telah ditentukan Alquran

sebagai suatu kewaj iban dari Allah dengan sasaran kemanusiaan dan Islam.

Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran uinum negara,

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan penguasa. Oleh karena ihr, anggaran zakat

terpisah dari anggaran belanja negara secara umum.s4

f. Hubungan dengan Penguasa

Zakat merupakan sebuah kegiatan yang mengatur hubungan antara wajib

zakat dengan Tuhannya. Allah-lah yang memberikan harta dan mewaj ibkan

membayar zirkat, semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharapkan ridha-

Nya. Allah menerangkan berapa kadar zakat dan kepada siapa harus diberikan.ss

Sedangkan dalam kasus pajak, ada hubungan antara wajib pajak dengan negara atau

pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah

pula yang membuat ketentuan wajib pajak.

g. Maksud dan Tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

Tujuan luhur ini tersirat pada kata zakat itu sendiri yang berrnakna suci, tumbuh,

bersih. Hal ini tercermin pula dalam fimran Allah QS at-Taubah [9]: 103. Dalam ayat

tersebut dikatakan bahwa sedekah (zakaq itu membersihkan dan mensucikan harta

serta jiwa para mustahiq. Selain itu, para petugas pemungut zakat atau amil zakat

diperintahkan berdoa untuk mereka.

tntbid,h. too3 - 4

"lbid, h. toos
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Sedangkan pajak, tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli

keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain

untuk mengisi kas negara. Setelah teqadi perubahan sosial politik dan ekonomi,

maka muncullah bebagai pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan

sosial tertentu. Walaupun telah terjadi perubahan dalam hal tujuan pajak, pada

dasamya tujuan pajak itu tidak berubah yakni untuk memenuhi keuangan negara.56

h. Dari Sisi Objek, Persentase dan Pemanfaatannya

Zakat memiliki nishab (kadar minimal) dan persentase yang bersifat baku

berCasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadis nabi. Nishab zakat emas

perak adalah senilai 85 gram dan persentase zakatrtya sebesar 2,5 %. Demikian pula

dengan zakat harta perdagangarl pertanian, peternakan, pertambangan, dan

komoditas-komoditas lainnya- Sarna dengan objek dan persentase, dari sisi

pemanfaatannya pun, zakat tidak boleh keluar dari ashnaf yang delapan,

sebagaimana tersurat dalam firman Allah QS acTaubah [9]: 60, meskipun terjadi

perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kriteria dari masing-masing

mustahiq.sl

Sedangkan aturan besar dan pungutan pajak sangat bergantung pada

peraturan yang ada serta objek pajaknya. Dalam bebagai literatur dikemukakan

bahwa besamya pajak sangat tergantung pada jenis, sifa! dan ciri'cirinya- Subiyakto

tul6id, h. loo5 - 6

"Didin Hafidrddir,, Zakat Dalam,h. 58
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1. Pajak pribadi. Dalam hal ini. pengenaan pajak tergantung keadaan pribadi

seseorang. seperti istri, jumlah anak, dan kewajiban finansial lainnya.

2. Pajak kebendaan. Pada pajali ini yang diperhatikan adalah objeknya
pribadi wajib pajak dikesampingkan.

3. Pajat atas kekayaan. Yang menjadi objek pajak adalah kekayaan

seseorang atau badan hukum.

4. Pajak atas bertambahnya kekayaan. Pengenaannya didasarkan atas

seseorang yang mengalami kenaikan/pertumbuhan kekayaan yang

biasanya dikenakan hanya satu kali.

5. Pajak atas pemakaian ftonsumsi).
6. Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena

jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh produsen.

'Esubiyakto lndra Kusumah dalam Nuruddin Mhd. Ali' zakal Sebagai'h.39

5eSjechul Hadi Perm ono, P enday agu n a a n Z q kat, h. 84

Indra Kusumah sebagaimana yang dikutip oleh Nuruddin Mhd. Ali mengungkapkan

bahwa dilihat dari silatny4 terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai berikut:s8

tika zakat harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentin gart mustahiq,

maka pajak dapat dipergunakan dalam seluruh bida.'rg kehidupan, sekalipun dianggap

sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama. Permono menyatakan bahwa letak

p€rsama.rn antara pendayagunaan pajak dan pendayagunaan zakat adalah semua

bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana zakat, kecuali: (l) untuk

agama non-Islam, (2) untuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (3)

yang tidak mengandung kebajikan atau kebaikan menurut ajaran Islam, (4) yang

berbau maksiat atau syirik menumt pandangan ajaran Islam.5e

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dana zakat dipungut khusus dari umat

Islam, dan didayagunakan khusus pada delapan kategori yang telah ditentukan oleh

Allah. Tidak seorang pun berhak menerima bagian Takal di luar delapan golongan

tersebut. Meski pendayagunaan zakat mempunyai titik persamaan dengan



pendayagunaan pajak dalam nrang lingkup yang cukup luas, namun masing-masrng

tidak dapat disatukan.60

Muhammad Baqir al-Habsyi mengemukakan bahwa perbedaan mendasar

antara zakat dan pajak antara lain adalah sebagai berikut:61

1. Ketenttun kadar z*at yang dirvajibkan oleh syariat atas masing-masing
jenis han4 seperti 2,5 %, 5 %, 10 %o, d:n 20 %o yang tidak sama dengan

kadar atau persentase pajak yang ditentukan oleh setiap peinerintahan atas

setiap jenis penghasilan.

2. Niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah dan
pendekatan diri kepada Allah yang tidak dapat dipersamakan dengan niat
ketika membayar pajak kepada pemerintah.

3. Ketentuan khusus tentang ora-'rg-orang atau lembaga-lembaga tertentu
yang diperbolehkan maupun yang tidak untuk menerima z*al,
sebagaimana yang telah dirinci oleh Alquran dan hadis Nabi Sarv.

F. Metode Penelitian

Secara teoritis, sebuah upaya yang dilakukan untuk memecahkan persoalan

harus mempertimbangkan dua hal penting, yaitu bentuk dan sumber informasi yang

akan digunakan untuk menjawab sekaligus cara mendapatkannya serta bagaimana

memahami dan menganalisis ataupun mengolah informasi itu yang kemudian

dirangkai menjadi satu penjelasan yang bulat guna menjawab persoalan yang

diteliti.62

Dalam mengumpulkan data, segala cara untuk memperoleh data kepustakaan,

baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan penelitian ini telah diupayakan

semaksimal dan selengkap mungkin. Karya ilmiah yang ditulis oleh Masdar

*Ibid.

o'Dalam Didin Hafiduddin, Zakat Dalqn,h- 59 - 60

u'M. Atho M',tdzhar, Pendekatan Sludi Islam Dala Teori dan Praklek, Yogyakarta; Pustaka

Pelajar, 2004, h. 62

28
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ditempatkan sebagai sumber primer. Karya yang dimaksuci adalah: Masdar, Agama

Keadilan: Risalah Zaknt (Pajak) dalam tslam.63 Sedangkan sumber sekunder adalah

karya-karya pendukung dari pemikir lain yang mempunyai sifat relasional,. baik

langsung maupun tidak dengan pembahasan yang dimaksud.e

Dengan demikian, penelitian ir,i termasuk jenis penelitian kepustakaan.

Artinyq data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber

kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jumal, majalah, surat kabar, maupun

yang lainnya.65

Metode yang digunakan dalarn penelitian ini adalah analisis kritis. Adapun

yang dimaksud denga.'r metode analisis kitis yakni sebuah metode yang berupaya

untuk mendesirripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer. Metode ini

didasa.-kan kepada asumsi bahwa: "semua gagasan manusia tidak sempurna" dan

"dalam ketidaksempumaan itu terkandung kelebihan dan kekurangan".66

Pendekatan historis pun akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini

karena dapat dipahami bahwa pemikiran Masdar merupakan rentetan peristiwa dalam

63Karya Masdar yang diterbitkan pada tahun l99l yang be4rsdu't Agana Keadilan: Risalah
Zakat (Pajok) dqlam lslqm tersebut telah diterbitkan kembali pada tahun 2005 oleh penerbit Mizan
dengan judul Menggagas Ulang Zakt Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara UntuL Rakyat.
Setelah penulis membandingkan antara kedua buku tersebut, penulis melihat telah terjadi perubahan
pada buku terbitan terakhir. Walaupun terdapat perubahan, akan tetapi hal tersebut tampaknya tidak
mempengaruhi substansi pemikiran dari buku tersebut. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk
menggunakan kedua buku tersebut sebagai sumber primer yang saling melengkapi.

6aSoerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada" 2003, h. 29. Lihat Mastika Zed, Melode Penelitian Kepustakaan,
Jakarta: Yayasan Obor lndonesia, 2004, h. 5

65Azyumardi, Azra, dkk, Pedoman Penulisqn Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Jakarta: Logos,
2002,h.6

tuJujun S. Suriasumantri, Penelitian llniah, Kelilsafatan, Dan Keagamaan: Mencari
Parodigma Kebersonaun, dalam M. Deden Ridwan (ed), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam:
Tinjauan Antardisiplin llmu, Bmdung: Nuansa Cendekia,200l, h. 68 - 9.
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periode tertentu, dengan pengertian suatu interaksi antar arus pemikiran pada masa

lampau, yang terakumulasi sehingga melahirkan sebuah pemikiran.6T

saran.

u,Cik Husan Bisri, Model Penelitian Fiqih: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelilian'

Jakarta: Kencana, 2003, Jilid l, h. 220

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan sknpsi ini, maka pembahasan akan dibagi

dalam beberapa bab, dengan perincian sehagai berikut :

Bab pertama pada berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasar

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka deskripsi teoritik, metode

penelitian, dan terakhir penjelasan singkat tentang sistematika bab-bab yang ada

dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang biografi Masdar terutama tentang riwayat

pendidikan dan latar belakang pemikiran, serta pengalaman organisasinya. Selain ihr,

pada bab ini akan diuraikan pula tentang Masdar dan pemikiran Islam, serta karya-

karya yang telah dihasilkan oleh Masdar.

Bab ketiga, merupakan bagian yang berisikan pembahasan terhadap

pemikiran Masdar tentang konsepsi zzkat dan pajak yang ia kemukakan. Khususnya

uraian mengenai bagaimana pengintegrasian zakat dan pajak menurut Masdar'

Bab keempat, merupakan bagian yang berisi analisis kritis terhadap

pemikiran Masdar tentang konsepsi zakat dan pajak.

Bab kelima, yang merupakan bagian penutup, memuat kesimpulan dan saran-
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BAB II

BIOGRAI.'I ]\IASDAR F. MAS'UDI

6EKomaruddin Hiday at, Menafsirkan Kehendqk Tuhan, lakarta: Teraju' 2004' h' I

Untuk memahami pemikiran seseorang, rnaka hal pertama yang harus

dilalrukan adalah mengetahui latar belakang pemikiran tokoh tersebut. Artiny4 bila

pemahaman terhadap pemikiran seseorang tanpa disertai dengan latar belakang

munculnya pemikiran tokoh tersebut, maka pemahaman itu kemungkinan besar akan

menjadi sebuah pemahaman yang bersifat tidak komprehensif.

Komaruddin HidaYat mengatakan :

..Disadari atau titlak ketika seseorang membaca sebuah buku sedikitnya di

sana terdapat tiga subyek yang terlibat cialam membangun makna yang masing-

masing mempunl,ai dunianya serrdiri. Jika pikiran kita hanya tertuju dan terpusat

pada 6uku, maka sesungguhnya kita sudah berasumsi bahwa buku mempunyai

iksistensi yang otonom, yang bisa berbicara sendiri dan untuk memahami isinya

kita tidak i*is -"nguitku, d"ng* subyek pengarangrrya. Bukankah kita 
.ada

kalanya tenggelam dham sebuah buku tanpa pemah bertanya secar^a-.tritis,

siaput.at p"t gS.angnya?. Kepada siapa buku ini sesunggunhya ditujukan?'"""

Jadi, perlu kita perhatikan bahwa pemikiran seorang tokoh tidak lahir dari

ruang hampa dan boleh jadi pemikiran tersebut muncul sebagai proses, kelanjutan

ataupun anti tesis terhadap pemikiran-pemikiran sebelumnya atau pemikiran-

pemikiran yang berkembang di zaman pada saat tokoh tersebut masih hidup. oleh

karena itulah, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai latar belakang

kehidupan dan pemikiran Masdar sebelum menguraikan pemikirannya'
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A, Riwayat Pendidikan dan Latar Belakeng Pemikiran

Masdar dilahirkan dari ibunda Hj. Hasanah, di dusun Jombor' Cipete,

Cilongok, Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1954. Ayahandany4 Masdar bin

Abdurrahman, adalah seorang kiai masyarakat melalui kegiatan ta'lim dari kampung

ke kampung. Sampai dengan kakeknya, Kiai Abdurrahman, 'lombor dikenal dengan

pesantren salafi yang telah dirintis oleh moyangnya, Kiai Abdussomad yang

makamnya sampai sekarang masih dan selalu diziarahi oleh masyarakat Islam di

Banyumas.6e

Setelah menyelesaikan sekolah dasamya selama lima tahun, Masdar langsung

dikirim ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang, di bawah asuhan Kiai

Khudlori. Tiga tahun di Tegalrejo, Masdar telah menamatkan dan menghafalkan

Alfiyah Ibnu 1417. Selanjutnya pindah ke Pesantren Krapyak, Yogyakarta berguru

kepada Kiai Ali Maksoem, Rois Am PBNU tahun 1988 - 1999' Meskipun dari

Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 3 Tsanawiyah, namun

di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas 3 Aliyah.7o

Masdar, seperti yang diungkapkan oleh Said Aqil Siradj, salatr seorang

sahabat karibnya" adalah seorang yang mampu dan fasih berbahasa Arab dan Inggris'

baik secara lisan maupun tulisan, sehingga tidak sulit baginya untuk mempelajari dan

6eAhmad Kosasi Marzukih, .,KH. Masdar F. Mas'udi: Berakar Pada Tradisi Bervisi Modem",

datam htto://www.islamemansipatoris.com.icetak-artikel.ohp?id=94

'otbid.
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menganalisa perkembangar ilnru dan pemikiran yang datang, baik dari l'imur

Tengah maupun dari Barat.Tl

Selanjutnya pada tahun 1970, selesai Aliyah. Masdar dinasehati oleh Kiai Ali

Maksoem untuk tidak langsung ke IAIN, melainkan untuk mengajar dan meniadi

asisten pribadi Kiai Ali Maksoem terutama dalam tugas+ugas beliau sebagai dosen

luar biasa IAIN Sunan Kalijaga. Pa<la saat menjadi asisten pribadi inilah Masdar

memperoleh kesempatan langka untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi Kiai Ali

Maksoem yang berisi kitab-kitab pilihan baik yang sala;[ (klasik) maupun yang

khalaf (modem).lz

Pada tahun 1972, sambil tetap tinggai dan mengajar di Pesantren Krapyak,

Masdar melanjutkan studinya di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijagq Yogyakart4

dengan jurusan Tafsir-Hadis dan menyelesaikan studinya tersebut pada tahun 1979.73

Di masjid Jami IAIN Sunan Kalijaga, Masdar sempat menggelzu. tradisi baru

dalam pengajian kitab kuning dengan membatras atau mengajark an alfiyah wfivk

kalangan mahasiswa. Berbagai seminar ilmiah telah diikutinya sebagai pembicara

mewakili sudut pandang Islam, baik di dalam maupun di luar negeri. Antara lain di

Manila dan Mindanau (Philipina), di Kuala Lumpur (Malaysia), di Singapura di

Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark' Pemah mengadakan

''Said Aqil Siradj, *NU Membutuhkan Pak Masdar", dalam httD://www masdarmasudi com

cara/TS/xh -said-aoil-s i-nu-membu tuhkan-Dak asdar

T2Ahmad Kosasi Marzukih, "KH. Masdar F. Mas'udi"

?3Mujamil 
eomar, /Vtl ,,Liberal": Dqri Tradisionalisme Ahlussunah ke Ilniversalisme Islam,

Bandung: Mizan, 2002, h. 199 - 200
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kunjungan ke pusat-pusat keagamaan di Amerika selama lima pekan, pada tahun

19g6.14

B. Tokoh-Tokoh yang Mempengaruhi Masdar F. Mas'udi

Kalau kita melihat perkembangan pemikiran kaum nluda NU yang di

dalamnya tennasuk Masdar, tidak dapat dilepaskan dari persentuhan mereka dengan

perkembangan pemikiran liberal keagamaan yang berkembang di Barat, Erop4

maupun jazirah Arab. Di Barat telah lama berkembang pemikiran keagamaan yang

mengarah kepada rekontekstualisasi doktrin keagamaan, gagasan tentang perlunya

dialog antaragama, keterbukaan berpikir, kebebasan berekspresi. sementara di Eropa

telah berkembang pemikiran keagamaan yang sangat radikal, yakni permikiran

tentang perlunya melakukan reaktualisasi perilaku keagamaan dalam kehidupan

nyata. Adapun di Jazirah Arab telah berkembang revolusi pemikiran Islam sebagai

perlawanan terhadap pemikiran keagamaan klasik yang teiah membentuk kemapanan

pemikiran.T5

Umar ibn al-Khaththab merupakan tokoh yang menjadi idola Masdar karena

ciri khasnya yang lebih menekankan pemahaman maksud nash daripada bunyi nash,

dan menurut cataran Mujamil Qomar ada beberapa tokoh yang telah mempengaruhi

Masdar melalui bacaan yang disukainya, yakni antara lain Ali Syari'ati, Muhammad

TaAhmad Kosasi Marzukih, "KH. Masdar F Mas'udi".

?5Ahmad Ali Riyrrdi, Dekonsrruki Trodisi: Kaum Muda NU Merobek Tradisi' logSakana

Ar-Ruzz Media, 2007, h. 36 - 8
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Abduh, Muhammad Iqbal, Hasan Hanafi, dan Karl Marx. Selain itu ada pula Kiai Ali

Maksoem sebagai fasilitator bagi kebebasan berpikimya. 
76

1. Ali Syari'ati

Ali Syari'ati dilahirkan pada tahun 1933 di Mazinan, sebuah desa dekat

tvlashhad di timur laut Khurasan, dalam keluarga yang taat beragama dan masih

kental dengan tradisi. Ayahnya bemama Muhammad Taqi Syari'ati, adalah seorang

khatib yang terkenal, ahli tafsir Alquran dan tokoh terkemuka dalam membawa

kembali Iran yang terpelajar kepada Iman dan Islam. Setelah mendirikan "Pusat

Pengembangan Dakwah Islam", ayahnya mencurahkan seluruh pengabdiannya untuk

penycbaran Islam secara logis dan ilmiah, dengan menggunakan pendekatan

progresif. Pengaruh semangat yang dimiliki oleh sang ayah inilah akhimya telah

membentuk basis kesadaran religius Ali Syari'ati muda.77

Berkaitan dengan dunia pemikiran Ali Syari'ati, Az;rumardi Azra

menjelaskan :

"Pandangan-dunia Syari'ati yang paling menonjol, adalah menyangkut

hubungan antara agama dan politik, yang dapat dikatakan menjadi dasar ideologi
pe.gerakant yu. Dalam konteks ini,. Syari'ati dapat disebut pemikir politik-

keagamaan Q)olitico religio thinker)."' "

Lebih lanjut lagi Azramenjelaskan bagaimana salah satu tema sentral dalam

ideologi politik-keagamaan Syari'ati adalah agama dapat dan harus

difungsionalisasikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat yang

'6Mulamil qomar, NU "Liberql",h.200 -206

TTMuhammad Nafis, Dari Cengkeraman Peniaro Ego Memburu Revolusi: Memahqmi

"Kemelut" Tokoh Pemberonla*, dalam M. Deden Ridwan (ed), lvlelawan Hegemoni Barat: Ali
Syari'ali Dalam Sorotan Cendikiowan lndonesia, lakarla'. Lentera, 1999,h 80

?8A4rumardi Azr:a, Akar-akor Seiorah Revolusi lrQn: Filsafat Ali Syari'ati'

dalam M. Deden Ridwan (ed), Melawan Hegemoni Barat,h. 5l
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Iertindas, baik secara kultural maupun politik. Lebih legas lagi, Islam dalam bentuk

muminya merupakan ideologi revolusioner ke arah pembebasan Dunia Ketiga dari

penjajahan politik, ekonomi, dan kutural Barat.Te

Adapun merrurut Riza Sihbudi, tema-tema sentral yang diusung oleh Syari'ati

hampir tidak lepas dari tiga hal, yaifr:; pertama, masalah pertarungan kelas antara

kaum tertindas dan penindas; kedua, perunat kaum intelekfual; ketiga, masalah

keadilan.so

2. Muhammad Abduh

lvluhammad Abduh yang dilahirkan di Mesir pada tanggal 1849 - ! I Juli

1905 adalah seorang pemikir muslim dari Mesir, dan salah satu penggagas gerakan

modernisme Islam. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas al-Azhar,

Kairo, dan juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani, seorang filosof dan pembaharu

yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di

negara-negara Asia dan Afiika. Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun

pada 1882, karena keterlibatarurya dalam Pemberontakan Urabi. Di Libanon, Abduh

sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884' ia

pindah ke Paris, dan bekerjasama dengan al-Afghani dalam menerbitkan jumal Islam

The Firmest Bond. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul

Risalah abTawhid yang diterbitkan pada tahun I 897.81

"lbid.
toM. Riza Sihbudi, Posisi l/i Syari'ati dalam Revolusi lran, dalam M' Deden Ridwan (ed),

Melawan Hegemoni Baral,h. 108

8 I Http://id.wikipedia.ors/wiki,Muhammad Abduh
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Abduh sangat membenci sikap taklid yang mcnghinggapi umat lslam saat itu,

hal ini sebenarnya mulai dia rasakan sejak menginjak al-Azhar, dimana disana dia

mendapati terpolanya dua pemahaman, yaitu kaum mayoritas yang penuh taklid dan

hanya mengajarkan kepada siswa-siswanya pendapat-pendapat ulama terdahulu dan

untuk sekedar dihapal, sernentara kaum minoritas adalah mereka yang suka akan

pembaruan Islam yang mengarah pada penalaran dan pengembangan rasa.'2

Secara umum ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran

Abdlh. Pertama, membebaskan akal pikiran dari belenggu taklid yang menghambat

perkembangan p€ngetahuan agama sebagaimana halnya Salaf al-Umtna& (ulama

sebelum abad ketiga hijrah) yang memahami langsung dari surnber pokoknya, yaitu

Alquran. Kedua, memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam

percakapan resmi di kantor-kantor pemerintahan, maupun dalam tulisan-tulisan di

media massa, penerjemahan atau korespondensi. Dua persoalan pokok yang coba di

angkat oleh Abduh ini tidak lain adalah bertujuan untuk menjelaskan hakikat ajaran

Islam yang mumi dan menghutungkan ajaran-ajaran tersebut (menyesuaikan

penafsirannya) dengan kehidupan masa kini.83

3. Muhammad Iqbal

Muhammad lqbal adalah sosok besar dalam khazanah kebudayaan Islam.

Pemikiran yang dikemasnya dalam bentuk puisi telah membuat dirinya selalu

dikenang dalam lembaran sejarah Islam khususnya sebagai bapak spiritual di

Pakistan. Mutrammad Iqbal, lahir di Sialkot tepatnya di wilayah Punjab Barat-Laut

82Htto://ms.wi kioedia.ors/wiki/M uhammad Abduh

ErM. 
Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994' h' l9
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Pakistan pada tanggal 9 November 1877. Ayahnya bemama Syekh Nur Muhammad

adalah seorang penjahit yarlg taat beragama dan disertai ilmu tasawuf yang

mendalam. Ibunya, Imam Bibi, pun seorang muslimah yang taat. Dan dia sendiri

adalah seorang filosof, pemikir, cendekiawan, ahli perundangan, reformis, politikus,

dan yang terutama sekali dikenal sebagai seorang penyair.tn

Iqbal menyelesaikan sekolah dasamya di Sialkot. Setelah itrl ia melaqjutkan

ke Govemment College, Lahore dan mendapatkan gelar Bachelor ofArts tahun 1897

untuk jurusan Filsafat, Bahasa Arab, dan Sastera Inggeris , dan gelaru Master of Arts

pada 1899. Setelah itu, Iqbal mendalami bahasa Arab di Oriental College, Lahore,

sebelum menjadi staf dosen mata pelajaran Filsafat dan Sastera Inggris di

Govemment College, Lahore.ss

Pada 1905, Iqbai pergi ke Inggeris untuk belajar di Trinity College,

Cambridge University, dan juga belajar ilmu hukum di Lincoln Inn. Dia meraih gelar

Bachelor of Arts dai Cambridge University tahun 1907, dan meraih gelaran Ph.D. di

bidang frlsafat dari Fakultas Filsafat di Ludwig-Maximilians University di Munich di

tahun yang sama. Gelar dokloralnya ini diraihnya dengan disertasi The Development

of Metaphysics in Persian dengan bimbingan Prof. Dr. Friedrich Hommel yang juga

mengantarkannya pada kesimpulan bahwa tasawuf (atau apa yang dikatakan sebagai

mistik Islam) tidak mempunyai dasar yang kukutr dan historis dalam ajaran Islam

yang musni. Ia bahkan menulis kepada kawannya Khwaja Hasan Nizami di Delhi

dan meminta kepadanya beberapa bukti untuk meyakinkan teori yang menyatakan

bahwa tasawuf adalah bentuk esoteris Islam. Jawaban-jawaban yang didapat temyata

84 llen iki/Azhar

4

t'H. A. Mukti Af i,I lam Pikiran Modern di lndia dan Pakistan, Bandung: Mizan, 1995, 173 -
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tidak memuaskan Iqbal. dan akhirnya ia sampai pada kesimpulan hahwa tasawuf

merupakan pertumbuhan yang asing bahkan tidak sehat. Hal itu pula yang

menyebabkan Iqbal lebih tertarik pada Islam sebagai organisasi sosial dan politik.86

Dalam pandangan Iqbal, berabad lamanya sewaktu umat Islam dalam berada

dalam kepulasan intelektual, Eropa telah benar-benar berpikr ke arah masalah-

rnasalah besar yang sejak dahulu telah menarik perhatian filosof-filosof dan sarjana-

sarjana Islam. Eropa tclah berhasil memunculkan pandangan-pandangan baru dan

persoalan-persoalan lama diolah di bawah cahaya pengalaman baru, dan persoalan-

persoalan baru pun bermekaran di mana-mana. Ilmu pengatahuan rnaju dengan

pesatnya dan ini mempengaruhi angkatan muda Islam di Asia dan Afrika yang

menghendaki suatu pengupasan baru tentang kepercayaan mereka. Oleh karena itu,

Iqbal menegaskan perlunya menyelidiki kembali kebangkitan Islam serta

menganalisis ulang apa sesungguhnya yang dipikirkan Eropa dan sampai di mana

kesimpulan-kesirnpulan yang telah dicapainya itu bisa membantu kita dalam

mengadakan revisi, jika perlu melakukan rel:onstruksi atas pikiran agama dalam

Islam.tT

4. Hasan Hanafi

Hassan Hanafi adalah Guru Besar pada fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia

lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, di dekat Benteng Salahuddin, daerah

perkampungan al-Azhar. Kota ini merupakan tempat bertemunya para mahasiswa

muslim dari seluruh dunia yang ingin belajar, terutama di Universitas al'Azhu.

ntbid,l75

t'Ari-di, "Menuliskan "lstam": Refleksi Pemikiran Inklusif lqbal", dalam http://io.ooi-

iepane.ors/article.oho? id: I 83
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Meskipun lingkungan sosialnya dapat dikatakan tidak terlalu menciukung, tradisi

keilmuan berkembang di sana sejak lama. Secara historis dan kultural, kota Mesir

memang telah dipengaruhi peradaban-peradaban besar sejak masa Firaun' Romawi'

Bizantium, Arab, Mamluk dan Turki, bahkan sampai dengan Eropa modern' Hal ini

menunjukkan bahwa Mesir, terutama kota Kairo, mempunyai arti penting bagi

perkembangan awal tradisi keilmuan Hassan Hana{i.88

Hassan Hanafi merupakan salah satu tokoh penyeru "teologi pembebasan"

dan fansformasi yang tertuang dalam proyek besamya yaknt al'Yasar al-Islami

(Islam Kiri), revitalisasi ,urdrs hingga oksidentalisme, yang lahir sebagai refleksi dari

kekacauan suasana sosial-politik dan inteleklual di dunia Arab'Ee

Tentang pertanyaan ientang apakah itu Islam Kiri, Shimogaki menerangkan :

sEE. Kusnadiningrat, "Hassan Hanafi: Islam adalah Protes, Oposisi' dan Revolusi"' dalam

httD:/ ls lamlib .oh le& t0

trM. Ridlrran Hambali, l/assan Hano,fi; Dari Islam -Kiri", Revitqlisasi Turats, hingga

Oksidentalisme, dalam M. Aunul Abied Shah (ed), et Ll', lsldm Garda Depan: Mozaik Pemikiran

Islam Timur Tengah. Bandung: Mizan' 2001' h' 219

mKazuo Shimogaki, Kiri Islam: Anlora Modernisme don Postmodernisme Telaah Kritis

pemikiran Hassan Hanfi,f"rle.utt* M. Imam Aziz dan Jadul Maula, Yogyakarta: LKiS,2003' h'

128

"Islam Kiri bukanlah Islam yang berbaju Marxisme kaiena itu berani

menafikan makna revolusioner dalam Iilam sendiri. Dia juga tidak berarti benluk

eklektik antara Marxisme dengan Islam karena hal demikian hanya menunjukkan

bentuk pemikiran yang tercerabut dari akarnya, tanpa pertautan yang erat dengan

realitas kaum frausfim. Namun, jelas, Islam Kiri akan mengusik kemapanan:

kemapanan politik dan agama. Isiam Kiri lahir dari kesadaran penuh atas posisi

tertindas kaum Muslim, unhrk kemudian melakr'rkan rekonstruI(si terhadap

t"fu.of, mg*an pemikiran Islam tradisional agar dapat berfungsi sebagai

kekuatan pe;bebasan. Upaya rekonstruksi ini adalah suatu keniscayaan karena

bangunan'pemikiran Islarn tradisional yang sesungguhnya satu bentuk tafsir

beriasartan narsisme abad pertengahan, saat ini hanya menjadi pembenaran atas

kskrrasaan yang menindas."m
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Adapun menurut E. Kusnadiningrat bahwa pemikiran Hassan Hanafi

bertumpu pada tiga landasan, yaitu : l) tradisi atau sejarah Islam; 2) metode

fenomenologi, dan; 3) analisis sosial Marxian-er

5. Karl Marx

KarlMarx(1818-18s3)adalahtokohyangsangatdihormalidikalarrgan

komunis sebagai salah seorang pemikir terbesar di dunia. Marx dilahirkan di Jerman'

belajar hukum di universitas di Bonn, belaja^- filsafat dan sejarah di Berliru dan

mendapat gelar Doktor dari Universitas Jena berdasarkan tesisnya tenlang Epicur s

dm Democritus.e2

Marx pemah bekerja sebagai wartawan' Namun ia berhenti setelah surat

kabar di tempat ia bekerja dilarang terbit dan ia sendiri diusir dari Jerman, maka ia

pergi ke Paris, lalu Brusel dan akhimya tiba di London' Di sanalah ia menemukan

kemerdekan untuk menulis dan menyatakan pendapat-pendapatnya' Sewaktu di Paris

ia bertemu dan berteman dengan Friedrich Engels, seorang industrialis Inggris yang

kemudian bersama dengan Marx merotlis Communist Menifesto pada tahun 1848.

Engels membantu Marx pada bagian akhir dari hidupnya baik dengan rxmg maupun

dengan pikiran-pikirannYa.e3

Marx menghabiskan sebagian besar hidupnya (1349 - 1883) sebagai orang

buangan di l,ondon, menulis bukunya Das Kapitalis, karya utamanya" di

perpustakaan British Museum. Dalam karangan yang terdiri dari tiga jilid tersebut'

erE. Kusnadiningrat, "Hassan Hanafi"'

e2Harold H. Titus, et al' Persoalan'Persoalan Filsafat' Terjemahan H' M' Rasjidi' Jakarta

Bulan Bintang, 1984, h. 30t

elbid.
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Marx membicarakan kekuatan dan kelemahan sistem,,free enterprise',, tempatnya

dalam sejarah <ian keruntuhan sistem itu pada saat yang akan datang. Tulisan-tulisan

Marx telah dicetak diberbagai negara di seluruh dunia dan telah mempengaruhi

gerakan-gerakan massa dalam bentuk sosialisme yang demokratis dan kom,nisme

yang revolusioner.ga

Das Kapitalis merupakan karya Marx yang berisi tentang bagaimana analisis

Marx terhadap hubungan produksi dalam masyarakat yang merupakan kritik

terhadap para ekonom sebelumnya. Karya ini juga menjelaskan bahwa

perkembangan bangsa ditentukan oleh dasar-dasar material, yaitu ekonomi.e5 Marx

ingin menegaskan bahwa sistem ekonomilah yang terpenting dalam sebuah

masyarakat dan sistem ekonomilah yang akan menentukan serta mempengaruhi

semua sektor yang ada di dalam sebuah masyarakat.e6

Selain itu, Marx juga menemukan fakta yang lain bahwa sejarah masyarakat

hingga kini adalah sejarah p€rtarungan kelas. Selama seratus lima puluh tahun

terakhir, kapitalisme industri, dengan doktrin self-interest (kepentingan diri sendiri)-

nya telah membagi masyarakat menjadi dua kelompok yang bertentangan yakni

borjuis atau kelompok yang memiliki dan proletar atau kaum buruh.eT

e4tbid.

%A te 1ed1, B"lot Kiri Jalan Terus, Y ogyakarta: Alineq 2005, h. 5 - 6

*Ceorge 
Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, ^te4emaharr Alimandan,

Jakarta: Kencanq 2004, h. 170. Menurut keterangan Daniel L. pals, Marx telah menemukan satu fakta
sederhan4 bahwa yang pertama kali dicari manusia adalah makan, minum, tempat bamaung, dan
pakaian, jauh sebelum mereka mengejar apa itu politik, ilmu pengetahuan, seni,-dan agama.-Lihat
Daniel L. Pals, Dekonstultsi Kebenqran: Kritik Tujuh reori Agama, Terjemahan Inyiak Ridwan
Muzir, Yogyakarta: lRCiSoD, 2006, h. 179

eHarold H. Titus, et al., Persoulan-Persoalan, h. 306. Lihat juga John Raines (ed), Mqrx
Tentang Agama,Terjemahan llham B. Saenong, Jakarta: Teraju, 2003, h. 149
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Akhimya, kalau dicermati lebih lanjut, semua tokoh yang mempengaruhi

Masdar tersebut telah dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan pemikiran

dengan fokus pembelaan massa, rakyat tertindas dan menampilkan Islam sebagai

kekuatan revolusioner-politik, yang pada akhimya tentunya sangat mempengaruhi

pemikiran Masdar yang juga dikenal di kalangan Islam Indonesia khususnya NU

sebagai tokoh yang membawa semangat perubahan dalam memaknai ajaran-ajaran

Islam.

C. Pengalaman Organisasi Masdar F. Mas'udi

Pengalaman organisasi Masdar diawali ketika tahun 1972 dipilih sebagai

ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak'

yogyakar,a, sampai dengan 19'14. Selanjutnya pada tahun 1976 terpilih sebagai

Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dengan 1978'

Sebagai aktivis mahasiswa Masdar pernah ditahan oleh penguasa Orde Baru

bersama 9 tokoh akivis mahasiswa lainnya di Markas Pomdam Jawa Tengah'

Semarang selama 5 bulan lebih. Penahanan tanpa peradilan itu dilakukan karena

dinyatakan bersalah memimpin demo anti korupsi menjelang Sidang Umum MPR

1978. Tahun 1982, setelah hijrah ke Jakarta Masdar dipilih sebagai Ketua I Pengurus

Besar PMII periode 1982 - 1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua

Umum. Selesai kuliah. tahun 1980 bekerja untuk trmbaga Missi Islam NU sambil

menjadi wartawan di beberapa media masa ibu kota' Tahun 1985, sehabis muktamar

situbondo, bersama dengan K. Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua

Umum (Gus Dur) dan Rois lz dibidang pengembangan Pemikiran Keagamaan.et

eEAhmad Kosasi Marzukih, "KH- Masdar F. Mas'udi"'
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Selanjutnya ia menjabat sebagai Kordinator Program P3M ( Perhimpunan

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), dan pada saat menjabat sebagai

koordinator P3M tersebut, Masdar sempat menerbitkan Jurnal PESANTREN' yang

pertama dan satu-satunya jumal ilmiah Islam yang terbit antara tahun 1984 - 1990'

Di lain pihak, didukun g oleh Rabitah Ma'ahid 1slazi (RMI) dibawah duet

kepemimpinan (alm) Kiai Lnmn Harnzah dan (alm) Kiai Wahid Zaini, Masdar

merintis berbagai kegiatan kaj ian khazanah keislaman salaf melalui berbagai

halaqah. Dimulai dari halaqah watucongol tahun 1989 dengan tema "Memahami

Kitab Kuning secara Kontekstual", kegiatan itu terus bergulir di berbagai daerah

dengan keikut sertaan para kiai baik yang sepuh maupun yang muda-muda' Salahsatu

di antara out putnya yang monumental adalah rumusan Metode Pengambilan Hukum

yang menjadi keputusan Munas NU La.mpung 1992-ry

Sejak4tahunterakhirMasdar'yangsempatkuliahProgramFilsafatdiS.2

ini, juga membina pesantren di daerah Sukabumi, persisnya pesantren Al-Bayan' di

kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi' Dengan program pendidikan

formal utamanya sMA, sudah tiga angkatan diluluskan dengan prestasi akademik

yang unggul sesuai dengan nirmanya, yakni rata-rata 95 persen lulusannya diterima

di perguruan Tinggi Negeri terbaik. Mulai tahun 2004 merintis cabang di Depok

Bogor, dengan progr.rm yang sama- Kini selain sebagai Katib Sluriah PBNU'

Masdar masih aktif di P3M sebagai ketua/direktur utama; di Komisi ombudsman

Nasional sebagai Anggota; dan di Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Wacth)

sebagai anggota.loo

s"Profi I Masdar F. Mas'udi" dalam httD://www'masdarmasudi'corn/Dlq[i

rmAhmad Kosasi Marzukih, "KH. Masdar F' Mas'udi"'
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Pada saat sekarang ini, ada beberapa program yang sedang dijalankan oleh Masciar,

yakni: (l) Islam Emansipatoris, (2) Gerakan Anti Korupsi Berbasis Pesantren,

(3) Santri Goverment, (4) Community Development. r0r

D, Masdar F. Mas'udi dan Pemikiran Islam

Wacana tenGng modemisasi Islam mulai populer sekitar abad ke-19 M.

Ketika aj aran-aj aran Islam dituntut untuk menampakkan kedinamisan dan

kekreatifannya dalam menghadapi peradaban dan tradisi baru sebagai dampak dari

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga

membuat pergeseran cara pandang dan pola berfikir di dalam masyarakat.

Dalam konteks tenebut, akan banyak persoalan-persoalan baru yang

bermunculan, dar, peran Islam sebagai rahmat bagi segenap alam akan diuji

aktualisasinya sehingga upaya pengkajian ulang atas konsepsi ajaran Islam menjadi

satu kemutlakan yang harus dilakukan.lo2 Dengan melihat perubahan yang terus

terjadi, maka pengkajian ulang terhadap konsepsi ajaran Islam yang dilakukan

bertujuan agar ajaran Islam tetap eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan

pengkajian ulang terhadap konsepsi ajaran Islam tersebut, akan terus dilakukan

sepanjang situasi dan kondisi dalam kehidupan ini tidak berhenti untuk berubah.

Denganberangkatdaritesistersebut,setiapdiskusitentangpemikiran

modern dalam Islam, hampir dapat dipastikan selalu terkait dengan beberapa tema

yang sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat' seperti

,o,program_program Masdar ini telah dipublikasikan dalam situs resmi yang dimiliki olehnya

yaitu di http:i/www.masdarmasudi.com

'o'Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial Yogyakarta: LKiS, 2004' h' 37 '45' Lihat Amir

Mu'allim dan yusdani, Ko,nfigurasi Pemikiran Hu*ui Islam, Y ogyakarta'. UII Press Indonesia. 2001,

h. t9-20
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mereformasi ajaran-ajaran Islant yang tak sesuai dengan orisinalitas Alquran dan

hadis, menegaskan kembali proporsional ijtihad, merombak tata sikap dan sosial

umat Islam yang terbelakang menuju kemajuarl dan memaharni Islam yang tak

terbatas pada tataran ideal akan tetapi juga menembus batas-batas yang bersifat

kontekstual.lol

Respons terhadap beberapa tema di atas temyata telah melahirkan figur-figur

pemikir di berbagai belahan dunia termasuk di lndonesia, yang di antaranya adalah

Masdar yang menggulirkan pemikiran kontroversial dengan "Agama Keadilan"

sebagai tema scntralnya. Lahimya tema pemikiran "Agama Keadilan" ini secara

ernpiris dilatar belakalgi oleh pergulatan dan pengamatan MasCar dengan kenyataan

sosial umat Islam yang dinilainya timpang. 
rs

Jadi, dalam hal ini, tema pemikiran "Agama Keadilan" bisa dimaknai sebagai

sebuah upaya penegakkan kembali bangruran sosial dan kemanusiaan Islarn yang

menurut Masdar selama berabad-abad telah diabaikan. Islam sebagai ajaran yang

memiliki komitnen tinggr terhadap dimensi sosial telah dirubah menjadi agarna yang

hanya berurusan dengan kehidupan yang berskala personal dan bersifat ritual

sehingga di saat sekarang ini dimensi sosial dari ajaran Islam tersebut hampir-hampir

tak terasa lagi.los

r03uly4 ..Anatomi pemikiran Istam Modem (Telaah terhadap pemikiran Mukti Ali)" dalam

Al-Tahrir,No.l, Vol. IV, Tahun.2004, h- 14-15

'slihat Masdar F. Mas'udi, 'Prakata', dalam Masdar F Mas'udi, Menggagas Lllang Zakat

Sebogai Etiko Pajak don Belanja Negara unluk Rakyat,Bartdung: Mizan, 2005' h' XI - XII'

to5Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Abdullah Ahmed An-Naim tentang kajian

hukum Islam yang 
-kurang 

pioporsional-dan tidak sebanding dalam memberikan perhatian pada

masatah-.asatah lang Ue;#at'sosial. Lihat Abdullah Ahmed an-Naim, Dekonstrul"si Syari'ah:

iiiiro x"o"oori" sipit Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internqsionql dalam lslam, Te4emahan

Ahmad Suaedy dan Amiruddin Anani, Yogyakarta: LKiS, 2001, h 63 '
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Masdar sendiri, lervat pemikiran tersebut, pada prinsipnya adalah

berkeinginan untuk mengcmbalikan elemen dasar dari nilai kemaslahatan

kemanusiaan ke dalam dan sebagai nilai yang mendasar dari bangunan pemikiran

hukunr lslam (fiqih). Dalam amatan Masdar, sejak awal syariat Islam sebenarnya

tidak memiliki tujuan lain kecuali "kemaslahatan manusia". Sehingga sebuah harga

mati bahwa syariat 'diaplikasika n demi kebahagiaan manusia, lahir-batin, duniawi-

ukhrawi yang sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan. 
106

Masdar meyakini bahwa sebagai agama akhir zaman, Islam merupakan

agama yang komprehensif, universal dan sempurna. Kesempumaan tersebut bukan

hanya terdapat dalam ajaran spiritual dan :noralitas individual saj4 melainkan juga

pada sejauh mana ia mampu memberikan inspirasi dan Lerangka dasar untuk suatu

tawaran konsep sosial yang memadai bagi suatu zarnan atau era modem. Namun,

ketika kita menengok pada konstnrksi atau bagr.rnan pemikiran lama, kita tidak

menemukan konsep Islam tentang kehidupan sosial yang dinanti-nanti itu.lo7

Sedangkan ,qyzra, sebagai mekanisme untuk mencapai kesepakan umat, justru

tidak mendapatkan perhatian fiqih hampir sepanjang sejarah. Pada

perkembanganny u iima bahkm dipandang tidak ada lagi, yang berarti bahwa slzra

tidak lagi dibutuhkan. Warisan fiqih sepi dari partisipasi umat manusia dan hanya

diproyeksikan untuk kepentingan diri sendiri ini yang hingga sekarang masih kita

!6Masdar F. Mas'udi, Melelak'kan Kenbali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah, dalNn

Zuhairi Misrawi (ed), Menggltgat Trddisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU, Jakarta: Penerbit

Buku Kompas, 2004, h. 55

roTMujamil 
Qomar, N(l " Liberal",h- 202



48

rvarisi.i0s Oleh karena itu, sudah wakhrnya dilakukan perombakan-perombakan

menuju bangunan fiqih yang dida-sarkan pada hasil musyawarah.

Selama ini, Masdar berusaha untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dari

fiqih yang ada. Masdar mengomentari bahwa dunia pemikiran fiqih Islar,r ditandai

oleh ciri dan watak yang perlu dipertanyakan : (1) watak fiqih yang yang iuz'iyyah,

kasuistik, dan micro orienred; (2) hanya berguna untuk menangani persoalan pasca

kejadian; (3) mengabaikan pen:rnganan masalah-masalah strategis; dan (4)

formalistik.loe

Masdar telah menggambarkan bagaimana fiqih yang ada selama ini telah

mcnjadi pendorong terbentuknya sikap egois dan individual, yakni s'.ratu sikap yang

Lanya mengutamakan kepentingan sendiri. Oleh karena itulah, hendaknya dapat

dipahami bahwa bangunan pemikiran fiqih yang firndamental menuut Masdar

adalat kemaslahatan, kemaslahatan universal, atau keadilan sosial. Tawaran ijtihad

apa pun, baik didukung dengan nash atau tidak, yang dapat menjamin terwujudnya

kemaslahatan kernanusiaan dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat

r.rntuk mengambil dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran ijtihad apa pun' yang

secara meyakinkan tidak mendukmg terjaminnya kemaslahatan, IebihJebih yang

membuka kemungkinan munculnya kemudlaratan, dalam kacamata Islam adalah

fasad, dan umat Islam secara perorangan ataupun bersama-sama terikat untuk

mencegahnya.llo

'mMasdar F. Mas'udi, Meletqk*an Kembali Maslahat, dalam Zuhairi Misrawi (ed)'

Menggugat Tradbi,h,62

tntbid.h. sT -9

ttotbid,h.59
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Masdar juga mengkritik keterikatan umat lslam yang berlebihan terhadap

teks, seperti yang dianut oteh kebanYakan orang. Sebab, menurutnya, sikap seperti

ini akan membuat prinsip kemaslahatan hanya menjadi omong kosong. Berdasarkan

pemikiran ini, Masdar menawarkan suatu kaidah yang berbunyi idza shahhct al-

nruslahatu fa huwa mazhabiy (ika tuntutan kemaslahatan, keadilan telah menjadi sah

melalui kesepakatan dalam musyawarah, maka itulah maztrabku).lll Dari kaidah

yang ditawarkan oleh Masdar, tampaknya ia berusaha untuk mengoreksi pemahaman

terhadap ajaran Islam yang selama ini hanya berorientasi pada formalitas ajaran

sehingga mengabaikan subtansi dari dari ajaran Islam itu sendiri.

Menurut Martin van Bruinessen, hal ini diiakukan oleh Masdar tidak untuk

mencampakkan sama sekali segala bentuk tradisi yang telah ada tetapi cenderung

kepada suatu penafsiran baru yang radikal dan kr.eatif. Masdar lebilr menga,njurkan

agar ajaran-ajaran ulama besar zaman lampau hendaknya dikaji dalam konteks sosial

dan historisnya- Bukan bersikap uklid kepada apa yang tertulis dalam kilab, tetapi

memahami dan menerapkan metode analisis dan penalaran mereka ke dalam konteks

situasi yang barul12

Ijtihad sendiri menurut Masdar, memiliki sasaran pada hal-hal yang bersifat

zhanniy, tetapi Masdar mencoba untuk menawarkan sesuatu yang berbeda dari

pemahaman pada umumnya. Menunrt Masdar, yang dimaksud den gan qal'iy sebagar

sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah-ubah sehingga bersifat fundamental

adalah nilai kemaslahatan dan keadilan yang merupakan jiwa dari hukum itu sendiri.

"'Masdar F. Mas'udi, Agana Keadilan,h. llQ

'r2Martin van Bruinessen, "Masdar, Generasi NU yang Menjanjikan", dalam http://www '

133 ika
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Adapun yang dimaksud dengan zhanniy atau sesuatu yang tidak pasti dan dapat

berubah-ubah adalah seluruh ketentuan batang tubuh atau teks, ketentuan normatif,

sebagai upaya untul menerjemahkan yang qat'iy dalan, kehidupan nyata' Oleh

karenanya, ijtihad tidak dapat dilakukan pada daerah qat'iy dan ijtihad hanya dapat

dilakukan pada hal-hal yang betsifat zanniy.l 
t3

Berdasarkan pemahaman inilah, maka Masdar mengatakan bahwa hukum

potong tangan bagi pelaku pencurian, lempar batu bagi pelaku perzinahan' hak talak

bagi suami, keterlibatan wali dalam nikah, dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya

masuk dalam kategori zhanniy-tra Dengan menggunakan pemahaman ini pula' maka

ketentuan-ketentuan tersebrlt dapat mengalami per'rbahan' Namun, perubahan atas

ketentuan-ketentuan tersebut baik yang ada dalam Alquraru Sunah maupun ijtihad

ulama yang bersifat teknis adalah tlapat dilalotkan meskipun tidak harus'r!5

WalaupunMasdarlebihmenekankarrkepadasubtansidariajaranlslam,alian

tetapi ia juga tidak mengabaikan ketentuan formal-tekstual yang sah' karena

menurutnya,ketentuanyangbersifatformal.tekstualtersebutharuslahmenjadiacuan

tingkah laku manusia dalam kehidupan trersama' Namun, ketentuan yang bersifat

formal-tekstual tadi hanyalah suatu cara bagaimana nilai kemaslahatan, keadilan

tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan nyata dan akhrinya ketentuan yang

f f 3Masdar F. Mas'udi, Melaak*an Kembati Mqstahal Sebagai Aann Syariah. dalanr

Muhammad Zain (ed), Fornal*asi iyiiiat tslan di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah

Tuntas, Jakarla'. Renaisan, 2005, h. 231

rraMasdar F. Mas'udi, Islam dan Ha*-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih

Penberdayaan, Bxrdung: Mizan, 1997, h. 37

"tlbid,h.39
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bersifat formal-tekstual tersebut haruslah terbuka terhadap perubalnn sesuai dengan

tuntutan kemaslahatar dan keadilan. 
I I 6

Dari gambaran di atas, penulis memahami bahwa Masdar bukan hanya

mengedepankan nilai agama secara tekstual ke dalam sebuah bennrk yang bersifat

formalistik, akan tetapi Masdar mencoba untuk memahami bagaimana pesan-pesan

Alquran dan sunah dapat dipahami dan dicarikan relevansinya dengan kondisi saat

ini sehingga teks dan realitas mesti berdialog untuk menghasilkan aturan yang

disepakati.

E. Karya - karya Masdar F. Mas'udi

Masdar adalah seorang cendekiawan yang rajin menulis secara serius dengan

menggunakan analisis yang tajam. Berbagai karya ilmiah berupa makalah' artikel

dan juga buku telah berhasil diterbitkan. Yang utama, berupa buku utuh' bukan

kumpuian karangan adalah: l. Agama Keadilan: Risatah 7'attat / Paiak dalam Islam;

2. Masjid Nahdliyyin, (Jntuk Keiayaan (Jmat dan Bangsa;3' klam dan Hak-Hak

ReproduksiPerempuan.Yalgterut,hirini,padatahun2002,bahkantelahditer.bitkan

dalam versi Inggris berjudul *Islam & I{'omen's Reproductive.Rt'glrts " oleh Penerbit

Sisters in Islam, Kuala Lumpur, Malaysia.

rf 6Masdar F. Mzs'ttdi, Agama Keadilan, h' 132 - 135
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BAB III

PENGINTEGRASIAN ZAKAT DAN PAJAK MENURUT

NIASDAR F. MAS'UDI

A. Pandangan Awal tentang Pengamalan Zakat

Menurut Masdar, untuk menegakkan keadilan sosial dalam semangat dan

kerangka zakat, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan lebih dahulu.

Konsepsi tentang ajaran zakat (dan pada akhirnya tentang bangunan fiqih secara

keseluuhan)yangsudahterlanjurmendogmadikalanganumatselamalebihdari

sepuluh abad, harus dirubah terlebih dahulu. Pekerjaan ini berat dan memakan

waktu. Sebagian orang mungkin rnerasa lebih aman dalam dekapan dogma lama

ketimbang harus berspekulasi dengan pemahaman ajaran yang baru' Tapi tanpa

keberanian moral dan intelektual untuk melakulian perubahan itq maka pengkaitan

ajaran zakat dengan cita pemerataar, apalagi keadilan, tak lebih hanyalah mitos

belaka.r 
l?

Menurut Masdar, ada tiga kelemahan dasar praktik zakat di kalangan umat

Islam yang terjadi saat ini, yaitu: pertama, kelemahan pada unsw filosofis atau

epistemologinya ; kedua, segi struktur dan kelembagaannya; ketiga' kelemahan pada

manajemen operasionalnya. Gabungan dari ketiga kelemahan tersebut menyebabkan

zakat yang pada mulanya merupakan sebuah proses sosial dengan jangkauannya

yangmenyenfuhrealitassosio-kulturaltelahberubahmenjadiaktivitaspersonalyang

-""* .W-at Konsep Harta Yang Bersih,,, dalam http://media.isnet.ore

/islam/ Paramadina/Konteks/ZakarMasdar.html
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sangat b€rgantung kepada kesadaran masing-masing individu dengan dampak yang

juga bersifat individual. I I 8

1. Kelemahan Filosofis dan Epistemologis

Kelemahan pada sisi filosofis ini telah berlangsung lama sehingga

menyebabkan zakat, sebagaimana shalat, menjadi sekadar rinral belaka yang terlepas

dari konteks sosial yang melatarbeiakangi diwajibkannya z*at. zakal dilaksanakan

sekadar untuk memenuhi kewajiban agama dan menggugUrkan kewaj iban saja.lle

Akibatnya ajaran zakat tercerabut dari konteks sosial ekonomi atau dengan

kata lain zakal yang sarat dengan dimensi sosial tenebut beralih menjadi persoalan

individu yang dampak sosialnya tidak tera-sa secara signifikan' Pandangan dogmatis-

teologis ini, menurut Masdar, menyebabkan zakat menjadi a-sosial dan teralienasi

dari fungsi dasar yang dibawanya.r2o Menjadikan ketenhran zakat sebagai sebuah

doktrin teologis menyebabkan zakat tidak dapat tersentuh olehberbagai sikap irritis

yang mencoba merr,pertanyakan filosofi zakat dan harus diterima apa adanya tanpa

banyak pertanYaan.

Hal ini sangat terkait dengan pemahaman teologis yang dianut oleh mayoritas

umat Islam yang menyandarkan segala sesuafunya langsung kepada Tuhan' Dengan

pemahaman seperti ini, setiap ajaran agama dipahami sebagai sesuatu yang seperti

apa adanya dan tidak dapat dipertanyakan rahasianya' karena merupakan kehendak

llgDalamkaidahushulfiqihkitamengenalistilahwajiDsebagaisesuatuyangdiberipahala

apabila mengerjakannya, dan diazab apabila meninggatkannya ,Akibat 
oemahaman sepenr Inl maxa

menjadikan zakat sekedar unrut< memenuhi unsri waji6 sehingga gugurlah azab karena tidak

membayar zakat.

r2oMasdar F. Mas'udi, Agama Keadilan, h' 38 - 9

ItEMasdar F. Mas'udi, Agama Keadilan,i' 37
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Allah dan manusia tinggal menjalankannya saja sesuai dengan yang diperintahkan

dan diberi teladan oleh Rasulullah Saw.

Pandangan teologis seperti ini dipengaruhi oleh penolakan terhadap adanya

hubungan sebab akibat (causatity alaru sabdbiyah), baik pada alam maupun pacia

moralitas. Dengan kata lain, pandangan dogmatis yang selalu menghubungkan segala

sesuatu kepada Tuhan, secara hakikat rnemang benar, namun tidak secara syariat.

Hal ini karena secara implisit pandangan itu telah mengabaikan kenyataan lain' yaitu

kenyataan sebab akibat sebagai logika dari titah Tuhan yang disebut dalam Alquran

dengan sunatullah. Teologi ini secara sistematis mengabaikan sunatullah sebagu

aturan (rale^t) yang berlaku secara pasti dalam kehidupan ini'l2l

Secara teoritis, mmusan teologi ini dikemukakan oleh Abu Hasan al-Asy'ari

yi.ng mengajulian suatu teori yang menyatakan bahwa manusia pada dasamya tidak

dapat mengetahui baik dan buruk. Baik dan buruk adalah kualitas yang hanya dapat

dimengerti manusia melalui perantaraan wahyu atau dengan kata lain' sesuatu

dipandang baik apabila Tuhan melalui wahyr-Nya mengatakannya baik' dan

dipandang buruk apabila dipandang buruk oleh Tuhan yang juga dinyatakan melalui

wahyu-Nya. Oleh karena itrl manusia tinggal mempercayai dan meyakininya tanpa

perlu untuk memahami rnengapa dan dalam konteks apa suatu ketentuan

diturunkan. 
I 22

Dengan pandangan teologis seperti ini, Tuhan diposisikan sebagai Zat yang

bertindakdengankekuasaan.Nyatanpamempunyairasionalitasyangdapatdipahami

t2tlbid,h. 40

f22Harun Nasution ' Teotogi Islam: Alirqn-Aliran, Sejarah Analisa dan Perbandingan'

Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986' h. 100
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oleh manusia. Dalam terminologi politik, Tuhan memerintah hanya dengan

kekuasaan-Nya tanpa ada pertimbangan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Padahal,

dalam berbagai kesempatan Tuhan sangat mengedepankan kasih dan sayang-Nya

kepada manusia dan diutusnya Muhammad Saw' juga untuk membawa misi

rahmatan li at-'alamin (membawa rahmat bagi semesta alam)' Sebagaimana firman

Allah:

1*lrt'^;i1) 'a",
/-
I u't

"Dan tiudalah Kam! mengius kamu, melainlan untuk (menjadi) rahmat bagi

semesla alam" .123

Lebih dari itu, pandangan teologi Asy'ariyah ini telah menyebabkan

penekanan pada kesalehan pribadi karena berhasil menghilangkan rasionalitas

ketetapan'fuhendarikontekssosio-historisnya'Akibatnya'urusanibadahhanya

menjadi urusan yang bersifat privat dan tidak terbuka terhadap kritik sosial yang

pada gilirannya pandangan ini juga melahirkan sikap keberagamaan yang bersifat

escapistis (melarikan diri dari realitas sosial) dan hanya mementingkan keselamatan

diri sendiri.

Padahal, dalam ajaran Islam ada ajaran yang mengajarkan kesalehan dan

tanggung jawab sosiat yaitu zakat. Akibatnya' zakat pun hanya berubah menjadi

urusan pribadi seorang muslim dengan Tuhannya dan tidak dapat dirasionalkan

secara sosiologi s. Zakattidak menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan kesalehan

sosial tetapi hanya menjadi instrumen kesalehan pribadi'

'ltAl-Anbiya [21]: 107
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2. Kelemahan Struktur Kelembagaan

Kelemahan dari segi filosolls berakibat pada kelemahan berikutnya, yaitu

kelenrahan struktur kelemb agaan zakat. Misalnya tentang konsep zakat itu sendiri.

objek atau harta yang harus dizakatkan, tanif zakat, sasaran zakat, dan hal-hal lain

yang selama irri menjadi dominasi pembahasan para a,hli fiqih dengan pendekatan

yang bersifat legal formalistik.r2o Padahal, persoalan zakat bukan hanya perkara

fiqih, karena dilatarbelakangi oleh faktor sosial ekonomi yang mau tidak mau harus

mendapat sentuhan para ahli ekonomi.

Bagi Masdar, ketentuan yang terdapat dalam teks ajaran atau pendapat para

ulama mengenai persoalan-persoalan mengenai konsep zakat itu sendiri, objek atau

harta yang harus dizakatkan , taif zakat, sasaran zaka! dan hal-hal lainnya tidak ada

yang qat'iy. Semuanya adalah dzanniy, dan bisa bahkan tidal< terelakkan untuk

disesuaikan, dirubah, kapan saja tuntutan kemaslahatan-keadilan menghendaki.

Misalnya tenlang amwal zakat. tidaklah adil untuk zaman sekarang hanya pungutan

sedekah wajib atas kurma dan anggur, sementara kelapa Sawit, apel, kopi, tembakau

yang tidak kalah ekonomisnya dibebaskan begitu saja. Juga tidak adil jika sedekah

wajib hanya dibebankan atas pendapatan disektor pertanian, sementara dari sektor

industri dan jasa justru kita lepaskan.r2r

Demikian pul4 tidak sesuai dengan kemaslahatan jika sabilillah sebagai salah

satu penerima zakat hanya diartikan sebagai tentara di medan perang melawan orang

kafir, sementara aparat penegak hukum seperti polisi, jaks4 hakim, dan pembela

'2aMasdar F. Mas'udi, Agama Keqdilan,h- 48

r25Masdar F. Mas'udi, Meletaklan Kembali Maslahat, dalam Muhammad Zain (ed),

Formalisosi Syqriqt lslan, h.232 - 3
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hukum tctap kita letakkan di luar orbit misi ketuhanan untuk tegaknya keadilan. Lalu

akibatnya rakyat cenderung melepaskan mereka dari tuntutan moral' Mereka pun

cenderung merasa bebas dari tuntutan itu. Maka, dengan meletakkan mereka pada

barisan sabililtah, kita telah memberikan justifikasi dan sekaligus kepedulian (kritik)

sosial kita terhadap peran dan aktivitas mercka, dengan nilai acuan kefuhanan dan

keadilan.l26

Berbeda dengan Masdar, selama ini para ahli fiqih lebih membahas masalah

zakat dengaa pendekatan yang tegal formalistik Tak heran kemudian definisi zakat

yang dikemukakan oleh para ahli fiqih sangat formal, seperti definisi yang banyak

dikemukakan bahwa zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan manusia dari

hak Allah kepada para fakir.l2l Definisi yang umum bagi zakat adalah suatu sebutan

untuk kadar tertentu dari harta rertentu yang dibagikan kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan definisi seperti ini, jelas bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai

konsep keagamaan yang titik pangkalnya terletak pada komitmen kerohanian,

melainkan lebih sebagai konsep kelembagaan yang bersifat altematif terhadap

konsep-konsep kelembagaan lain yang sejenis, seperti pajak dan upeti'128

Zakatpadasatusisidipandangsecarakelembagaanyangseharusnyatidak

anti terhadap perubahan. Namun, pada sisi lain zakat merupakan suatu paket aturan

baku yang berasal dari Tuhan dan tidak dapat diotak-atik menurut rasionalitas

manusia. Dengan kata lain, zakat merupakan suatu konsep aturan yang pasti

,ru lbid

trTSayyid Sabbiq, Fiqih Sunah, h. 5. Lihat Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat' h' 34' Lihat

Wahbah al-Zuhaily, Zakat: Kai ian, h. 83

r28Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan,h' 48 -9
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ketentuan objek, taril dan sasaran pendistribusiarmya, tanpa perlu perekaan uiang

sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan pemahamatl seperti ini, maka jenis harta yang wajib dizakatkan

bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan dari jenis harta yang dikenai zakat

pada masa Rasulullah meskipun konteks ruang dan waktunya berbeda dengan

keadaan sekarang. Jadi rvajar dengan pendekatan yang seperti itu, Abdun"ahman al-

Ja"airi sebagaimana y rg dikutip oleh Jalaluddin Rahmat r^renyatakan bahwa tidak

ada zakat di luar yang lima yakni; l) temak; 2) emas dan perak; 3) perdagangan; 4)

barang tambang dan rikaz; 5) perlanian.l2e

Demikian pula tentang tarif atau persentase zlkat tidak mengalami perubahan

sama sekali. Bahkan, Masdar r.rengkritik Yusuf al-Qardhawi yang berani melalcukan

perincian lebih lanjut mengenai objek zakx dan sasaran pendistribusian zakat sesuai

dengan konteks kekinian tidak berani mengotak-atik ketentuan taif zak^t tersebut.

Padahal, kalau terhadap objek dan sasaran distribusi zakat dapat mengalami

reinterpretasi, yang seharusnya tarif zakx juga dapat menyesuaikan dengan

rasionalitas ekonomi kekinian.l30

Masdar melihat, hegemoni paradigrra yang legal formalistik dan a-historis ini

berawal dari dominasi par:a ahli hadis yar.g dimotori oleh Imam Syaf i (w 204

W819 M) terhadap ahli ra'ya dengan mengemukakan tesis yang sangat

paradigmatik, yaitu "Apabila ada hadis yang terbukti sahih, maka itulah mazhabku."

Dengan paradigma seperti ini, Imam Syafi'i berpegang pada satu kebenaran, yaitu

kebenaran yang sesuai dengan hadis sahih taapa perlu melakukan telaah kritis

l2'Jalaluddin Rahmat,lslam Aktual, Bandung: Mizaq 1996,h.145 ' 6

r3oMasdar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang", h. 67 - 8

,
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terhadap matan hadis tersebut dan merefleksikannya sesuai dengan kon<iisi

kontemporer.l3l

Pandangan Syaf i ini tidak dapat terlalu disalahkan karena p€ndapatnya

tersebut keluar untuk meniembatani perdebatan yang sengit anlara ahl al'hadis

Madinah yang dimotori oleh lrnam Malik (w. lig W795 M), dan golongan ahl al-

ra'yu dengart tmam Abu Hanifah (w. 150 W767 M) sebagai tokoh utamanya.

Perdebatan yang terjadi adalah mengenai superioritas hadis terhadap akal di mana

ahl al-hadis berpendapat lebih baik menggunakan hadis dha'if daripada

menggunakan rasio. Sebaliknya uhl al-ra'yu menolak pandangan tersebut. Imam

Syaf i menjembatani perbedaan pendapat tersebut dengan mengemukakan pikiran

yang moderat, yaitu dengan berpegang pada hadis yang sahih. Kebenaran, menurut

Syaf i haruslah dicari dan hanya bisa dicari bukan pada rasionalitas spekulatif

maupun tradisi. Kebenaran harus dicari, hanya dalam teks-teks ajaran yang resmi,

yaitu Alquran dan hadis-hadis Nabi Saw.rl2

Setelah Imam Syaf i berhasil memberikan pemikiran yang moderat antara

ahl al-hadist dan ahl al-ray'u tersebut, dimulailah gerakan penggalian riwayat

kenabian (hadis) secara besar-besaran.l33 Bahkar,, penggalian riwayat tersebut tidak

r3'Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan,h. 57

tt'Ibid, h.52 - 3. Ahmad Baso menggambarkan bagaimana pemikiran Syaf i yang tidak

secara proporsional menempatkan kebenaran hanya pada teks (Alquran dan Hadis) pada akhimya
melahiika; kecenderungan berpikir yang berorientasi dan berangkat dari teks ke makna" bukan dari

makna ke teks, seakan-akan teks tamPak sebagai sebuah tambang makna yang menyimpan jawaban

atas segenap persoalan-persoalan hukum atau penoalan-persoalan duniawi. Lihat Ahmad Baso'

Dekonsirul<si "Tafsir/Olortitas/Kebenaran Tunggal": "syariat lslam" Sebagai Wacana Publik, dalam

Muhammad Zain (ed), Formalisasi Syariat lslam di Indonesia: Sebuah Pergulqlan yang Tak Pernah

furas. Jakarta: Renaisan, 2005, h. 45

'"Dalu- ilmo hadis, dikenal enam periwayat hadis yang dianggap paling tepat dalam

periwayatan hadis dan menyusun kitab-kitab yang dikenal dengan Kutub a/-si!alr. Keenam perawi

iersebut adalah Muhammad bin lsmail [dris al-Bukhari (w. 256 H/870 M), Muslim ibn Hajaj (w' 261

H/875 M), Abu Dawud (w. 2?5/888 M), al-Tirmidzi (w.279 H/892 M), al-Nasa'i (w. 303 tl/916 M)'
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terbatas pada riwayat kenabian, tetapi juga pada ucapan atau tidakan orang-orang

yang dianggap dekat dengan derajat kenabian, yaitu para ulama. Maka kita pun

mengenal adanya istilah khabar atau atsar yaig menunjukkan kepada sesuatu yang

dapat berasal dari Nabi atau selain Nabi misalnya sahabat, tabi'in,dan lainJain.r3a

Bagaimanapun, usaha yang telah mereka lakukan tersebut patut mendapat

penghargaan. Meskipun demikian, pada <iasamya mereka baru berhasil

menyelamatkan hadis Nabi Muhammad Saw belum sunalmya. Meskipun banyak

yang menyamakan, sebenarnya hadis berbeda dengan sunah. Hadis lebih berbentuk

narasi formal dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muh'ammad Saw.

Sementara sunah merupakan jalan hidup Nabi Muhammad Saw., yang berada di

batik redaksi hadis-hadis tersebut. Namtm, untuk sampai kepada pemahaman sunah

Rasulullah Saw. yang baik, seseorang memerlukan hadis sebagai titik tolak.

Jika hal ini dipaliai dalam konteks zakat, maka ketetapan mengenai tarif zakal

harta perdagangan sebesar 2,5 persen, misalnya berdasarkan kepada hadis Nabi

I\{uhamnad Saw. Tetapi, bila dipahami konteks sosio-ekonomi yang mendorong

ketetapan tarif sebesar 2,5 persen tersebut dan kemudian diadakan refleksi pada masa

sekarang dengan menaikkan tarif sebesar 2,5 persen tersebut, maka orang tersebut

memiliki pemahaman yang lebih dari sekadar pemahaman terhadap hadis. Demikian

pula halnya dengan jenis harta yang wajib dizakatkan, apabila seseorang berpatokan

pada hewan ternak seperti untq kambing, dan sapi, maka berarti dia baru

berpegang pada hadis, belum pada sunah.

dan Ibn Majah (w. 273 ltt886 M). Lihat Muhammad Ahmad dan M. Muzakkir, Ulumul Hadis,

Ilandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 34 - 5

ttolbid,h. l5 - 6
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Ketika berbicara mengenai hadis danjuga sunah, Masdar menjelaskan:

"...Berbeda dengan hadis, sunah adalah sesuatu yang kontekstual dan

historis. Untuk menangkap secara utuh tidak cukup hanya dengan ntembaca

bahkan menghafal nash-nash hadis dalam Sahih Buklnri, Muslim mauprrn yang

lain-lain. Betapa pun pentingnya hal itu. Karena dalam nash (teks) kitab-kitab
tersebut yang dipotret dari sunah Nabi sebagian besar memang baru lapisan

luarnya (hadis itu tadi). Sedang sunah Nabi sendiri, kalau mau dipahami,
nrestilah lewat kajian sosio-historis dan tidak mustahil psiko analisis dari Nabi.

Dan yang lebih penting dari semua itu, sebagai landasan dari pencarian sunah,

a<ialah keterbukaan sikap dan kesediaan untuk tidak berpikir dogmatis atau

doktriner seolah-oleh semua yang diperbuat oleh Nabi haruslah begitu untuk
selamanya. Nabi, meskipun selalu berada di bawah pengawasan wah3r, adalah

manusia yang bericara juga untuk manusia. Apa yang diperbuat dan yang

dikatakannya adalah refleksi dari tangkapannya terhadap kenisbian waktu, tempat

dan situasi di mana dia berada. Maka yang harus dipandarrg abadi dan mutlak
dari Nabi pertama-tama bukantah apa yang secara harfiyah dikatakar,ny4 dan

bukan pula yang secara lahiriyah diperbuatnya, melainkaa "makna" atau "ide"
yang ada di balik perkataan dan perbr.,atannya itu. Itulah "sunah" adanya."r3s

Apa yang dikatakan oleh ajaran Islam tentang obyek zakat (unta,

perdagangan, pertanian, emas dan lainJain) berikut sasaran zakat itu adalah produk

Rasul. Jadi Tuhan mempersilahkan kreativitas Rasul untuk berbicara yang tentu saja

tidak bisa dilepaskan dengan konteks budaya Arab saat ihr. Padahal, pada masa itu

kehidupan sa.rgat agraris dan dunia perdagangan yang ada pun sangat nomaden. Jadi,

primadona zakat adalah onta. Karena itu, perlu rekontekstualisasi obyek dan sasaran

zakat. Semua bentuk dan jenis kekayaaan bisa dipajaki yang penting ada keadilan. Di

dalam Alquran dikatakan huz min amwalihim shadaqah yang berarti 'Ambillah hafia

mereka sebagai sedekah" Di sini disebut amwal di mana kekayaan tergantung

perkembangan dalam dunia ekonomi. Pada zaman Rasul mungkin onta. Sekarang

pada masa modem onta bukan lagi primadon4 tapi bisa berupa giro, cek dan lain-

lain, termasuk profesi itu bisa dizakati. Sedang untuk sasaran zakat yang berupa

delapan golongan dalam Alquran itu juga harus direinterpretasi. Dari delapan

"tMasdar F. Mas'udi, Agama Keadilan,h. 56
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golongan tersebut, yang bctul-betul punya hak mencrima z*at' blla diurut dari yang

paling kecil adalah fakir, miskin, gharim, dur ibnu sabil.Ibnu sabil dalarn pengertian

sekarang yaitu pengungsi itu sendiri. Bayangkan di Indonesia ini ada tiga juta rakvat

)ang rrrenjadi pengungsi di tanah aimya sendiri. Mereka tidak bisa mencari mata

kehidupan. Sementara di sisi lain, pejabatnya seenaknya sendiri rnenggunakan uang

rakyat. Digunakan untuk Sida-ng Tahunan, studi banding ke luar negeri dan lain-lain

yang tidal mempunyai rasa sensitivitas sama sekali.l36

Jadi dapat ditegaskan kembali bahwa berbeda dengan hadis, sunah adalah

sesuatu yang bersifat kontekstual dan histois. Sunah tidak cukup dipahami dengan

melihat teks hadis dan menghafalkannya. Untuk memahami sunah diperlukan kajian

sosio-historis bahkan kritik sejarah terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

Selain itu juga diperlukan sikap keterbukaan untuk membongkar pikiran yang

dogmatisdoktriner yang mengatakan bahwa semua yang berasal dari Nabi

Muhammad Saw. harus diamalkan sebagaimana adanya secara tekstual tanpa

melakukan kajian kritis terhadap perilaku Nabi Muhammad Saw yang terekam dalam

hadis tersebut.

Dengan memakai paradigma doktriner-dogmatis seperti ini, maka terjadilah

perubahan teologi dari yang semula ditujukan untuk kemaslahatan manusia, menjadi

mengorbankan kemaslahatan manusia demi menyelamatkan makna tersurat teks.

Antara penyelamatan makna lahir teks dan kemaslahatan manusia masih berjalan

secara paralel, paling tidalq hingga masa-masa awal Islam (abad I I Hijrah). Namun'

setelah masa tersebut, terjadi perbedaan kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang

tidak dapat ditampung lagi oleh makna tektual suatu nash.

''uMasda, F. Mas'udi, "Zakat Bukan Money Laundering", dalam htto://islamlib.com /id
/index.oho?oaee=article&id= I 87
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3. Kclemahan Manajcmcn Operasional

Zakat merupakan sumber pendapatan yarrg paling utama bagi negara pada

masa Rasulullah Saw. Dengan demikian. zakat dipungut oleh negara dan

didistribusikan oleh negara menurut pos-pos yang telah ditentukan. Begitu pula pada

masa Abu Bakar dan Umar bin Khatab, zakat :nasih tetap dipertahankan sebagai

salah satu sumber penerimaan negara. Menurut Bukhari, Rasulullah Saw. pernah

mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mengirimnya ke Yaman sebagai

amil zakat, "...beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada

mereka (penduduk Yaman) yang dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan

kepada mereka yang miskin."l37 Abu Bakar dan Umar juga sangat memperhatikan

zakat, bahkan keduanya membebani zakal kepada kekayaan yang tidak dikenakan

zakat pada masa Rasulullah Saw. seperti Abu Bakar yang membebani zakat alz.s war

(rumput herbal yang digunakan untuk membuat bedak dan parfi:m), sementara Umar

mengenakan khums-zakat atas karet yang ditemukan di semenanjung Yaman antara

Aden dan Mukh4 dan hasil laut. Begitu pula terhadap madu yang diproduksi oleh

penduduk Thaif.r38

Pada masa Usman bin Affan, pengelol aan z*at tidak lagi menjadi urusan

negara, tetapi diserahkan kepada para pemilik harta untuk menaksir zakatnya dan

mendistribusikan kepada para mustahiq. Hal ini bertujuan untuk mengamankan zakat

dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh

beberapa pengumpul z*at yang nakal, sehingga Usman kemudian mendelegasikan

'"Adi'rrarman A Karim, Seiarah Pemi*iran Ekonomi Islom, Jakarta:PT RajaGrafindo

Persada, 2006, h. 69 - 70

lrTlmam az-zabidi, Ringkasan Hadis,h- 321
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pengumpulan zakat kepada para pemilik harta.rle Dengan demikian' dimulaiiah era

baru, di mana zakat terpisah dari negara dan menjadi urusan pribadi.

Agar kas negara tetap terisi, pemerintah memusatkan perhatian kepada

sumber penerimaan negara lainnya yang secara ekonomis memadai dan dari sudut

politis lebih murah, yaitu kharaj daniizl'ah.\00 Diznggap mernadai seorrra ekonomis

karena jumlah penerimaan dari sektor kharaj jarll:. meningkat bila dit anding periode

sebelumnya karena semakin luasnya daerah taklukan.lal Secara politis, pengumpulan

kharaj lebih mudah, karena para wajib kharaj merupakan para petani penggarap di

daerah-daerah taklukan yang secara politis kedudukan mereka sangai lomah. Begitu

pula dengan jizyah yang dipungut dari kalangan non-Muslim yang dipandang

sebagai warga negara kelas dua. Selain itu, dari sisi penggunaan dana kharaj dan

jizyah, pemeintah merasa lebih bebas menggunakannya unhrk membiayai berbagai

keperluan negara.

Berbeda untuk kasus Indonesia, khususnya di daerah Jaw4 pemegang

kekuasaan tersebut adalah para kiai atau ajengan yang dipandang sebagai tokoh-

tokoh spiritual yang paling berpengaruh di daerah pedesaan. Posisi mereka pun

disamakan dengan kedudukan penguasa formal di pemerintahan, hanya saja wilayah

kekuasaarurya berbeda yang pertama mengurusi rohani, sedangkan yang kedua

t'"lbid,h. go

t*Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan,h. 63

'"Pada masa Umar kerajaan Persia berhasil ditaklukkan dan lahan luas yang dimiliki oleh

keluarga kerajaan Persia diambil alih oleh Umar, akan tetapi Umar menetapkannya sebagai tanah

negara yang tidak dibagi-bagi. Sementara itu, Usman membaginya kepada individu-individu untuk

tujuan reklamasi dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Dilaporkan bahwa lahan pada

masa Umar dapat menghasilkan sembilan juta dirham, tetapi pada masa Usman, ketika lahan tersebut

dibagi-bagikan, penerimaan meningkat menjadi lima puluh juta dirham atau naik sebesar empat puluh

satu luta dirham dibandingkan dengan Umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. Lihat

Adiwarman A Karim, Sejarah Pemikiraz, h. 80 - I
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mengurusi hal-hal duniawi. Dengan dernikian, secara tidak sadar dimulailah era

sekularisme yang memisahkan unrsan agama dan dunia.

Seiring dengan pemahaman yang sekuler tersebut, zakat dan pajak dipahami

sebagai dua hal yang berbeda. Zakat menjadi wilayah para pemimpin keagamaan,

sgdangkan pajak merupakan pungutan ya,rg Citarik oleh pemerintah kolonial. Pada

giliranny4 rakyat terbebani dua beban keuangan, yaitu zakat dan pajak. Zakat

mereka serahkan kepada para kiai atau ajengan, sedangkan pajak mereka scrahkan

kepada pemerintah kolonial.

Dari segi penggunaannyq dana zakat lebih diarahkan kepada pembanguaan

sarana fisik peribadatan seperti pembangunan masjid dan perayaan-perayaan

peringatan keagamaan. Padahal, seharusnya zakat tersebut ditujukan kepada sasaran-

sasaran zakat yang telah ditenhrkan menurut skaia prioritas. Ironis melnar:g, di saat

negara sedang terjajah, kemiskinan, dan juga kebodohan melanda sebagian besar

umar Islam, dana zakat yang seharusnya dapat dijadikan sebagai alat untuk merubah

atau bahkan membebaskan masynrakat dari keterbelakangan, dipergunakan kepada

hal-hal yang sebenamya justru akan memperkuat posisi para tokoh agama.

Kalau kita tinjau lebih dalam, kelemahan dari segi manajemen zakat ini,

setidaknya mengakibatkan terjadinya dua hal yaitu; pertama, zakat terpisah dari

negara dan menjadi urusan pribadi setiap muslim yang menjadi waiib zakat: kedua,

zakat tidak berhasil mencapai tujuannya sebagai sarana pembebasan masyarakat

yang terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan.
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B. Evolusi Pemak,laan Pajek sebagai Zakat

Menurut Masdar, harus ditegaskan sejak awal bahwa zakat pada dasamya

adalah ajaran kerohanian (spiritual dan moral) untuk pajak yang pada gilirannya

berafii jqa konsep kerohanian untuk lembaga negara dan kekuasaannya. Tesis ini

bertolak dari kenyataan bahwa pajak adalah basis material dan darah kehidupan yang

sangat menentukan keberadaari suatu negara atau pemerintahan Tidak ada negara

otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda

kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Dengan demikian, pajak dibayar negara tegak,

sebaliknya" pajak diboikot negara ambruk. Oteh sebab itu, pandangan Masdar, visi

daa bentuk negara akarl sangat ditentr.rkan oleh bagaimana basis material negam yang

bemama pajak itu diberi makna. Konsep yang diberikan masyarakat terhadap

pajaknya, akan sangat menenhrkan konsep negara yang dibang':nnya. 
la2

Terkait dengan hal ini, zakat itu adalah sebuah konsep perpajakan dalam

Islam yang menjadi urusan atau wewenang negara sedangkan infak atau sedekah

biasa memang dapat diurus oleh lembaga swasta atau perorangan, dan zakat sendiri

hanya dapat kita pahami dengan benar kalau dikaitkan dalam konteks negara. Masdar

menjelaskan bahwa:

"...Muhammad Saw menetapkan bahwa penunaian zakat (pajak) rnestilah

melewati pihak ketiga atau amil, yang secara stn:ktural memiliki kewenangan

politis untuk n,"n"gi.iun kesejahteraan dan cita keadilan bersama. Pihak ketiga

yang dimaksud uOulrt i*urn atau pemerintah yang efektif dan memiliki

i.o,riit."n pada kemaslahatan hidup warganya, tanpa pilih kasih' Apabila

Alquran sebagai pedoman meletakkan lembaga amil ini pada urutan pertama

,".rduh fakir mis-kin, hal itu agaknya dimaksudkan untuk menunjukkan betapa

pentingnya lembaga tersebut dalam sistem perzakatan (perpajakkan)' Tanpa

tt'Masdar F. Mas'udi, Menggagas Ulang Zakal Sebagai Etika Paiak dan Belania Negara

untrk Rakyat,Bandung: Mizan, 2005, h. 70 - I
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melewati lembaga amil yang otoritalif ini, z*at tidaklah dapat disebut zakat

(pajak) melainkan hanya sedekah biasa yang bersifat karitatif."'"

Jika diteorike.n oleh Rousseou bahwa negara merupakan hasil kontrak

sosialra, maka sesungguhnya dalam pajaklah kontrak itu diberi isi- Oleh sebab itu

visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan oleh bagaimana basis material negara

yang bernama pajak itu <iiberi makna. Konsep yang diberikan yang masyarakat

terhadap pajak, akan sangat menentukan konsep negara yang dibang'.rnnya'

Dalam catatan sejarah, ada tiga konsep malroa pajak. Pertama, pajak dengan

makna upeti atau ..persembahan kepada raja". Negara dengan pajak upeti ini, adalah

negara yang sepenuhnya yang tunduk kepada kepentingan elite penguasa (raja)'

Kedua, pajak dengan makna "kontra prestasi" antara rakyat dengan paja[ terutama

yang kuat, dengan pihak penguasa. Merninjam terminologi Alquran disebut pajak-

jizyah. Negara detgan paiak-jizyah in adalah negara yang mengabdi pada

kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya. Ketiga, pajak dengan makna atau

roh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada

negara unhrk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah tanpa memandang

latar belakang agam4 etnis, ras mauprm genderlas, karena menurut Masdar

sebagaimana yang dikutip oleh Mahsun Fuad, bahwa inti ajaran zakat yang mutlak'

universal, dan tidak berubah adalah: pertama. siapa pun yang memiliki kelebihan

harta maka ia harus menginfaqkan sebagian harta yang diterimanya iu. kedua,barta

'n'Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan, h' 145 - 6

feTeori negara sebagai hasil kontrak s osial (social conlract) pertama kali dikemukakan oleh

Jean Jacques Roussiou (711'1776) dalam bukunya yang berjudul.I&e Social Contracl pada tahun

l?62. Teori kontrak sosial ini sangat mendasar sebagai basis kontrol rakyat terhadap negaranya atau

a.rg* dltg- r"Lih tegasnya lag'i bahwa .*ya.akut sebagai warga negam mempunyai hak penuh

unt ri< mengintrot negarnnyu. Lit ut Uatold H. Titus, et al., Pesoolan-persoalan'h' 48

In'Masdar F. Mza'rtdi, Mengagas l-llang Zakat,h Tl
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yang diinfaqkan oleh atau dipungut dari yang mampu itu harus didistribusikan untuk

kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, dengan memprioritaskan mereka yang

lemah.la6

Jika konsep p€rtama berlaku pada zaman feodal raja-raj4 yang kedua di

zaman modern kapitalistik sekarang ini, maka yang terakhir (paja,k dengan roh zakat)

adalah konsep yang pemah diterapkan oleh Rasulullah Sarv., dan beberapa

khalifahya di Madinah 14 abad yang lalq yang sepadan dengan kondisi sosial dan

material saat itu. Namun, tidak lama kemudian roh zakat terpisah dari pajak.

Akibatnya, uang pajak dan kekuasaan negara yang dibiayai dengan uang itu pun

kembali dalam genggaman elite penguasa dan koninya dari golongan kaya'

Bagaimana cara pengembalian roh keadilan-kerakyatan zakat ke datam pajak adalah

dengan kesediaan melakukan tajdid bewr-besaran atas aspek teknis dan

kelembagaannya yang sepadan dengan kondisi material dan sosial modem' Untuk

ini, pada pembahasan berikut akan ditelusuri evolusi atau tahapan-tahapan sejarah

pemaknaan pajak dan bentuk-bentuk kekuasaan negara yang diciptakannya'la7

1. Konsep Perscmbrhen dan Sesaji

Dalamagama-agamaprimitif,dikenalkonsepsesajianataupersembahan.

Dalam agama-agama besar konsep ini dikenal dengan istilah kurban. Namun, antara

sesajian (Jawa: sesajen) berbeda dengan istilah kurban yang dikenal dalam agama-

'e'Zakat dan Pajak: Jawaban Masdar Farid Mas'udi untuk Kiai Kholil Bisri Rembang"'

dalam Mahsun Frnrd, Hikun Islam Indonesia: Dari Nalor PsrsiPatoris Hinggd Emansipatoris,

Yogyakarta: LKiS, 2005, h. 286

raTseperti ditegaskan sejak awal bahwa yang climaksud dengen tajdid Pada_aspek teknis di

ketembagaan ,atat te.,itama odaiah menyangkut lUj.f uru' harta yang harus dizakatkan' tarif zakat'

,*ua* itut yorg aisesuaikan dengan perkembangan sosial dan material masyarakat modem'
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agama lbrahim. Dalam ajaran lbrahim, kurban diartikan sebagai bentuk kecintaan

dan ketaatan kepada Tuhan dengan memberikan sesuatu yang berharga bagi manusia

yang disimbolkan dengan penyenrbelihan hewan kurban seperti unta, sapi. dan

kambing.

Sesajian atau persembahan merupakan sualu konsep yaug berangkat dari

keyakinan bahwa segala sesuatu berpusat pada tuhan atau dewa. Jika segala sesuatu

yang baik maupun buruk berpangkal pada tuhan atau dew4 maka segala sesuatu juga

harus diurus langsung dengan tuhan atau dewa ihl melalui cara-cara tertentu yang

dikenal dengan doa. Pada mulanya tuhan dan doa merupakan dua perkara yang

bersil'at rohani, tetapi karena pertukaran budaya di mana tuhan dan doa

dimaterialisasi dalam wujud benda yang disebut sesaji atau persernbahan'

Dalam agama-agilla primitif persembahan tersebut dapat berupa benCa

bahkan manusia yang dipersembahkan kepada "sesuatu" yang ditakuti atau

diharapkan belas kasihnya. Benda-benda yang dipersembahkan tersebut diberikan

begitu saja tanpa ada manfaat yang bisa diambil oleh manusia lain dari benda

tersebut. Misalnya, sesajian yang dibuang ke laut di beberapa daerah pesisir di

lndonesia bertujuan agar "penguasa" laut bermurah hati dengan memberikan

tangkapan ikan yang banyak bagi para nelayan' Persembahan lain adalah dalam

bentuk membuang bahan-bahan makanan ke dalam kawah sebuah gunung dengan

harapan agar dewa penguasa gunung tersebut tidak murka' Sekali lagi' persembahan

atau sesajian yang mereka persembahkan tersebut tidak memberi manfaat sama

sekalikepadamanusia.Persembahantersebutditujukankepadatuhanataudewa

semata tanpa ada kaitannya sama sekali dengan manusia'
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2. Pajak sebagai Upeti untuk Penguasa

Setelah dimaterialisasikan dan diberi kebaktian dengan sesaji maka

selanjutnya tuhan atau dewa ditransformasikan dalam sosok yang lebih nyata yaitu

manusia yang dianggap sebagai titisan dewa atau pelnegang kekuasaan tuhan yang

mengklaim kekuasaan atas namanya. Bahkan dibeberapa bagian dunia, seperti Mesir

kuno dan di Asia Tengah, ada keyakinan bahwa para raja adalah tuhan itu sendiri. Di

Tibet kayakinan tersebut masih kuat sampai hari ini, sementara di tempat lain, para

pengpasa mengaku sebagai keturunan tuhan atau titisan dewa' Di Persia' raja

mengaku sebagai keturunan dewa api seperti halnya di Jepang kaisar diyakini oleh

rakyahrya sebagai titisan dewa matatrari. Di Indonesia sendiri khususnya di Jawa dan

beberapa wilayah lainnya, pam raja mengaku sebagai orang-orang yang mendapat

wangsit atau wahyu dari yang mahakuasa dengan kewenangan penuh atas bumi dan

rakyat yang hidup di atasnya. Oleh karena itu' sebutan raja-raja Jawa seperti

Hamengku Buwono (Penguasa Burni), Paku Buwono (Pengendali Bumi), Paku Alam

@engendali Jagad), dan Mangku Alam (Pemangku Jagad) adalah benhrk wacana

yang ingin ditujukkan bahwa raja bukanlah manusia biasa, melainkan mahamanusia

yang hadir atas mandat hrhan dan harus ditunduki oleh segenap rakyatnya' 
laE

PadatahapinisesajisebagaiupayaindividualuntukmemengaruhiTuhan

masih terus dipertahankan. Tetapi, dalam konteks kehidupan kolektiftrya sebagai

makhtuk sosial, masyarakat harus membayar sesaji lain yang juga dibayarkan untuk

tuhan yang dipersonifikasikan pada diri raja. Kewajiban disebut sebagai Pajak-upeti.

Keduany4 sesaji dan pajak upeti, dipersembahkan untuk mempengaruhi keputusan

raEMasdar F. Mas'udi,"Zakal: Merebut Uang"' h. 55
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tuhan baik dalam pengertiannya yang positif yai<ni mendorong kepada keputusan

yang menguntungkan dan dalam pengertian yang negatif yakni mencegah keputusan

yang merugikan. Bedany4 sesaji dipersembahkan kepada tuhan sebagai kekuatan

yang bersemayam di balik benda sementara pajak-upeti dipersembahkan kepada

tuhan sebagai kekuatan yang bersemayam di balik kepentingan seorang manusia

penguasa.r4e Maka pajak-upeti yang diambil dari rakyat sepenuhnya adalah milik

raja yang menerimanya. Penggunaan dana pajak-upeti tersebut juga terserah

kemauan dan kepentingan raja. Rakyat tidak berhak mempertanyakan rmtuk apa dana

pajak upeti yang diminta oleh raja dan apa manfaatnya bagi mereka-

Pada era pajak dianggap sebagai upeti ini, apa yang disebut negara adalah

raja itu sendiri, seperti diungkap de.ngan sangat tepat oleh raja Prancis Louis XVI,

"Etate ce Moi" atau negara adalah saya. Karcna negara adalah sang raja, maka

segala sesuatu harus diukur dari sudut kepentingan sang raja. Rakyat belum dianggap

siapa-siapa. Tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat. Pada waktu itu juga belum

dikenal konstitusi sebagai acuan normatif di mana hak-hak rakyat dan kewajiban

negara. oleh sebab iht lembaga-lembaga publik yang menjadi penyuara aspirasi

rakyat seperti parlemeq partai, dan pers belum dikenal. Di samping itu, istilah

korupsi atau penyalahgunaan uang negara juga belum ada karena raja dan koninya

berhak menggunakan dana pajak-upeti menurut kehendak mereka'tso

Seiring dengan kesadaran rakyat terhadap hak-hak mereka dan penindasan

yang mereka alami, muncul perlawanan terhadap penguasa atau raja' Pada

masyarakat Eropa dan Amerika muncul istilah yang sangat populer untuk

"e lbid,h.56 -7

f 5oMasdar F. Mas'udi, Menggagas Ulang Zakat'h.77



menjelaskan kemauan rakyat dari pajak-upeti yang mereka bayar yaitu "no laxalion

wilhout represenlalion" atau tidak ada pajak tanpa ada keterwakilan. Maksudnya,

mereka menginginkan adanya perwakilan mereka yang mengawasi penggunaan dana

pajak yang dihimpun dari rakyat. Hal ini pada gilirannya memicu pada tumbangnya

kek-uasaan raja-raja otoriter di Eropa.lsl

K-etika berbicara tentang kejatuhan kekaisaran Romawi oleh gerakan

pembebasan kaum Muslimin, Robert Briffault sebagaimana yang dikutip oleh

Masdar menulis:I52

"Faktor yang paling menentukan terhadap keruntuhan imperium Ronrawi

bukanlah korupsi dan kerakusan penguasa yang belum lama muncul melainkan

berakar sejak awal bcrdiri ... kita semua tahrr bahwa kekaisaran Romawi hanya

alas segolongan kecil penguasa unfiik memeras dan menghisap rakyat <iemi

kemewahan mereka belaka".

Maka tidak mengherankan apabila citra pernungut pajak di mata rakyat

menjadi sangat bunrk. Perjanjian Baru menyebut para pemungut pajak-upeti sebagai

manusia pendosa yang setara dengan perempuan pelacur, tentu sebutan untuk rqia

yang memerintahkan p€mungutan pajak tersebut dapat lebih buruk lagi. oleh karena

itr, sulit diterima snggapan umum seolah-olah Nabi Isa pemah memberikan rcstu

terhadap praktik pajak-upeti oleh kaisar dengan sabdanya: "Berikanlah kepada Tuhan

apa ymg menjadi ffi-Nyu, dan berikanlah kepada kaisar apa yang telah menjadi

haknya (pajak)." Menurut ivlasdar sabda ini dianggap sebagai peletak dasar paham

t5t "No tuation without representation" adalah sebuah seruan dalam Perang Kemerdekaan

Amerika. Selama revolusi berlangsung, pendukung kemerdekaan Amerika serikat memprotes

kenyataan bahwa ke-13 koloni harirs ,ne.buyur pajak ke London, namtm mereka tidak memiliki

perwakilan dalam Parlemen. Mereka menuntut hak semua orang Inggris, bahwa perwakilan yang

bipitit ol"t mereka dapat menarik pajak. Lihat http://id.wikipedia.ors/ wiki/ No-taxation

withoulrepresentation

r52Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Mercbut Uang", h. 58

72
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sekularisme yang memisahkan .rntara kekuasaan Tuhan (agama) dengan raja

(negara).153

Mengenai persoalan ini Masdar berpendapat, apa yang hendak ditegaskan

oleh Nabi Isa sesungguhnya adalah apa yang ditegaskan kemudian oleh Muhammad

Saw., bahwa yang berhak memuirgut pajak atas manusia di muka bumi ini hanya

Allah, bukan raja atau kaisar. Tetapi Nabi Isa tidak begitu saja mengingkari klaim

kaisar untuk memungut pajak. NamurL yang terpenting bahwa hak Allah untuk

memungut pajak telah ditegaskanny4 yakni sebuah kebenaran yang ketika itu sama

sekali belum dikenal. Kenyataan bahwa kaisar masih terus memungut pajak untuk

kepentingannya tidak marr^pu ditolak oleh Nabi Isa Meskipun demikian, misi

pembebasan terhadap manusia dari Nabi lsa dipersambungkan dalam garis

kesinambungan progresif dengan misi Rasulullah Saw'rsa

3, Pajak sebagei Imbal Jasa dengrn Penglrasa

Setelah berabad-abad rakyat ditindas oleh penguasa melalui pemungutan

pajak-upeti, kemudian muncul kesadaran di sebagian anggota masyarakat akan

ketidakadilan yang mereka terima Mereka mulai mempertanyakan penggunaan dana

pajak bagi kesejahteraan mereka. Hal ini antara lain dipicu oleh sikap hidup mewah

yang dipertontonkan oleh para raja dan kalangan bangSawan, mereka hidup enak

dari pajak yang dibayar dari keringat dan penderitaan rakyat.

Munculnya kesadaran ini menyulut munculnya sikap perlawanan terhadap

penguasa. Perlawanan ini pada awalnya dimulai dengan sikap pembangkangan

's'Masdar F. Mas'udi, Mengagas Ulang Zakat,h.'19

rsMasdar F. Mas'udi, "zakat: Merebut Uang:', h' 59
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terhadap pembayaran pajak-upeti seperti yang dilakukan oleh kaum Samintss di Jawa

yang berani menolak sama sekali pembayaran pajak kepada pemerintah kolonial

Belanda. Gerakan pembangkangan ini kemudian menjadi aksi kekerasan dan

peperangan meminta korban jiwa. s€bagai contoh adalah perlawanan rakyat di Su-

matera Barat awal abad ke-20 yang menolak membayar pajak dan hampir semua

bentuk perlawanan rakyat terhadap reja-raja serta Belanda di nusantala ini dipicu

oleh persoalan pajak, rakyat terus diperas pajaknyq tetapi mereka tidak mendapat

apa-apa dari pajak yang mereka bayarkan tersebut. Rakyat menuntut adanya kontra

prestasi atau dalam bahasa agama disebut /4ya&, yang sepadan dari penguasa yang

Capat dinikmati oleh raliyat.156

Kesadaran jizyah sebagw kontra prestasi pada pajak inilah yang menjadi

energi yang telah mendorong munculnya gerakan demokrasi di bumi ini, dimulai dari

dokumen Magna Charta di Inggris (1252), Revolusi Amerixa (1775-1781) dan

Revolusi Prancis (l?87). Magna Charta adalah dokumen yang memberikan jaminan

kepada para baron atau tuan-tuan tanah selaku pembayar pajak utama ikut didengar

suaranya datam proses penentuan arah dan kebijakan kerajaan.lsT Selain itu' Revolusi

rriKomunitas Samin ialab sekelompok orang yang mengikuti dan mempertahankan ajaran

Samin Surosentiko yang muncul pada masikolonial Belanda, yal'mi sekitar tahun 1890' Pada masa

t.is"Uut" m*ya.akui..-.*uk- t"'k*--tek nan dari pihak penjajah sebagai suatu siksaan kehidupan.

fe.uaiarr, liereka mencari cara untuk membebasian di.i dari tekanan tersebut. Ajaran Samin

;;;il6 angin baru bagi masyarakat untuk keluar dari siksaan dan tekanan penjajah. Pada

mulrnya, komtinitas Sami; hanialah merupakan perkumpulan orang yang- merasa senasib-

.ap"t:ru"g serta sama rata dan sama rasa. Kemudian, perkumpulan ini berkembang luas' di mana

il;tkilF iersebar di sekitar Blor4 Pati, Kudus, Rembang dan perbatasan wilayah 
-barat

;;6;;;";" Lihat Nur Syam, "saminisme di Tengah Perubahan: Perspektif Perubahan Budaya"'

daLm httn://www.eeocities.com/HotSorines/6774lj-l 2.htrnl

'56Masdar F. Mas'tdi, Mengagas Ulahg Zakat,h' 81

r5TMagna Charta (Latin unfilk "Piagam Besar") adalah piagam Inggris -tahun 
l?15 

^yang
membatasi kek"uasaan Monarki Inggris, terutima Raja John, dari kekuasaan absolut. Magna charta

adalah hasil dari ketidaksetujuan anira'eaus dan Raji lohn dan baronnya atas hak raja. Magna Charta

,"n!t u-.t un raja untuk mlembatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan
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Prancis, seperti tercatat dalam sejarah, kelahirannya <iipicu oleh kesa<iaran rakyat

pembayar pajak yang melihat perilaku para penguasa yang hanya memikirkan

kekuasaan dan kemewahan hidup belaka-ls8 Dengan latar belakang kesadaran serup4

seperti yang telah digambarkan, rakyat Amerika pun melakukan revolusi dengan

jargon yang sangat jelas: no tualion without representation' Afiiny1 tiCak ada

beban pajak tanpa keterwakilan pembayar pajak dalam menenhtkan penggunaan

uang pajak itu dan tentu saja semua kebijakan strategis negara yang keseluruhannya

juga dibiayai dengan uang pajak.

Perubahan makna pajak dari upeti ke iizyah (kontra prcstasi) pajak tidak lagi

dipandang sebagai pemberian cr-rma-cuma dari rakyat kepada penguasa' Secara

tersirat, ada perjanj ian antara rakyat dan penguasa bahwa penguasa harus rnembayar

balik kepada rakyat berupa perlindungan dan pelayanan umum Qrublic service) yaxl€

diperlukan. Dengan demikian, clana pajak tidak lagi menjadi mriik mutlak para

pengunsa dan harus dipertanggungiawabkan penggunaamya dengan membentuk

lembaga-lembaga formal yang menyuarakan aspirasi rakyat pembayar pajak dalam

menuntut hak-hak pengimbang dari penguasa atau pemerintah'

Sebagai turunannya" munculnya perangkat-perangkat kenegaraan baru yang

kemudian merf adi ciri khas pemerintahan rnodem, seperti pallemen sebagai

penyuara kepentingan rakyat pembayar pajak yang anggotanya dipilih oleh rakyat

untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magla charta adalah langkah

p".ta.u Outarn proses sejarahlang p-jang yarg menuju ke pembuatan hukum konstitusional' Lihat

irno J/id.wikipedia.orS/wikVKateeori:Seiarah-Britania Rava

r5sBanyak fallor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di antaranya adalah karena sikap

orde yang lama terlalu kak-u dilam menghadapi dunia yang berubah .Penyebab 
lainnya adalah karena

u,ntlri ying b"*.tnbang dan dipenganihi oteh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani' para

6oJ, a--inOi"iau daii semui ke-las yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan

L.tuus* beralih dari monarki ke barlan lJgislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari

f.iornpot-t .torpok yang semula bersekutulni kemudian menjadi sumber konflik dan pertumPahan

darah. Lihat http://id.wikipedia.orpy'wiki/Revolusi Perancis
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melalui pemilihan umun. Parlemen bersama pemerintah setiap tahunnya menetapkan

undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

sumber utamanya adalah pajak rakyat. Juga bersama pemerintah membuat ketentuan

hukum atau undang-undang yang meqiadi acuan kerja seluruh unit kekuasaan negara.

Scbagai pengawas penggunaan keuangan negara dibentuk lembaga audit (seperti

Badan Pengawas Keuangan di Indonesia) yang berfirngsi melakukan pemantauan

apakah penggunaan keuangan negara sesuai dengan yang disepakati bersama dalam

APBN.

Namun, dengan nalar kontra prestasi, negara modem mendefinisikan dirinya

lebih sebagai penjual jasa kepada para pembayar pajaknya. Sepintas posisi ini terasa

wajar dan rasional. Akan tetapi, negara dengan nalar ini tanpa sadar

menggarisbawahi sebuah prinsip yang secara struktural melanggengkan ketimpangan

sosial. Kalangan kaya yang membayar pajak bcsar merasa berhak mendapatkan

imbal jasa kenegaraan yang besar, kalangan lain yang membayar pajak kecil atau

tidak mampu membayar pajak harus puas dengan jasa kenegaraan yang kecil.

Apalagi rakyat miskin yang tidak mampu membayar pajak karena kemiskinannya

harus menerima nasib untuk tidak dipedulikan oleh negara kecuali sekadar tetesan

kedermawanan semata yang bersifat konsumtif-karitatif.

Dengan menganut prinsip kontra-prestasi ini, kolusi antara F€nguasa dan

pengusaha merupakan fenomena yang jamak dan lumrah di hanipir semua tingkatan'

mulai dari pusat sampai ke desades4 seolah-olah negara (terutama uang dan fasilitas

lainnya) merupakan milik penguasa dan pengusaha saja' Di negara maju, kolusi

antara pengusaha dan penguasa berjalan secara rapi dan halus, bahkan acapkali

dibungkus oleh ketentuan legal. Sementara di negara berkembang, seperti Indonesia,



77

kolusi penguasa-pengusaha berjalan secara kasar dan telanjang. Di negara-negara

maju, dengan konsep kesejahteraan bagi rakyatnya (welfare stalc), masyarakat

miskin dan terbelakang dapat terjamin hidupnya melalui program jaminan sosial

(social security). Namun, prioritas utama pelayanan negara tetap berpihak kepada

golongan pembayar pajak besar. Bantuan (charity) kepada rakyat miskin,

sebagaimana tetcermin dari namanya social securtty, hanya agar mereka tidak

melakukan tindakantindakan kriminal karena keterbatasan ekonomi atau dalam

istilah ilmuan sosial hanya digunakan untuk men ekan, efek deprivation'tse

Tidak heran kemudian, di negara-negara yang tergolong negara kaya dengan

tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, seperi Amerika Serikat, Jepang, Jerman'

jumlah penduduk miskin tetap sigrifikan. Perlu diingat pula, sebagai negara

kapitalis, kekayaan yang mereka peroleh antara lain adalah melalui proses

pemiskinan di negara-negara dunia ketiga melalui dominasi ekonomi yang drsebut

globalisasi ekonomi. Lagi pula program jaminan sosial (social security) di negara-

negara tersebut hanya bisa dijalankan setelah pendapatan per kapita mereka tinggi

sekali (rata-rata per kapita di atas 25 ribu dolar), yang sulit sekali dicapai oleh

negara-negara terbelakang. Dengan usaha pemberdayaan kaum miskin di muka bumi

ini hanya akan menjadi retorika politik yang mustahil'160

4. Pajak sebagai Zakat untuk Rakyat

Evolusi pemaknaan pajak, dai udhiyah (upeti) ke jizyah $ontra prestasi)

kemudian ke zakat dengan visi dan sistem kekuasaan negara yang sepadan tidak

harus berjalan dalam rentang waktu yang sama panjang' Untuk konteks perpajakan

rteJalatuddin Rahmat, lslan Aktual, h. 233

I@Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang', h. 63
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dan tradisi kenegaraan yang dianut oleh raja-raja di seluruh permukaan bumi,

kehadiran Istam 14 abad silam merupakan suatu lompaun sejarah' Islam mengubah

pemaknaan pajak sebagai upeti kepada raja" bukan saja karena secara hakiki raja

tidak berhak atas persembahan itu, tetapi secara sosial pemaknaan upeti telah

mengabsahkan hegemoni universal yang dijalankan oleh para raja atas segenap

rakyatnya.

Menurutajaranlslam,bumibesertaisinyaadalahciptaandanmilikAuah

swt yang diciptakan bagi kepentingan seluruh manusia Demikian pula rezeki yang

diperoleh manusia adalah pemberian Allah bukan anugerah dari raja atau penguasa'

Oleh karena itu, pajak sebagai ungkapan ketundukan dan rasa syukur manusia

tentunya hanya hak Allah j"ga bukan milik raja sebagaimana ditegaskan dalam

Alquran:

i f,it tii*'"$i L'q -e+ ,r diti!:4i^iLil'#tii
.€

"Tidak sadarkah mereka bahwa yang berhak menerima taubat manwia

hanyalah Atlah (bulcan pendeta) iuga yang berhak memungut paialotya @ulcan

para raia) ".t61

Ayat tersebut di atas menurut Masdar secara tegas menolak dua corak

feodalisme,yaitufeodalismekeagamaandanfeodalismesekular.Feodalisme

keagamaan adalah feodalisme yang dibangun atas hak pengampunan dosa yang

lazimdi}Iaimolehparapemimpinagama.Sementarafeodalismesekularadalah

feodalisme yang dibangun atas hak pengenaan pajak-upeti yang lazim diklaim oleh

para raja atau penguasa. Dalam pandangan Alquran, feodalisme atau pertuhanan

l)iJtpi

'u'At-Taubah [9] : 104
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hanyalah milik Allah dan semua manusia, bahkan para nabi serta rasul pun adalah

hamba Allah.r62

Oleh karena itu, pcmungutan pajak yang dilakukan oleh Muhammad Saw' di

Madinah dilakukan dengan pemaknaan yang secara mendasar berbecia dengan pajak

yang dipungut oleh raja-raj4 dan pada gilirannya berbeda pula teknis pengclolaan

dan bentuk kekuasaan yang menanganinya' Jika para raja menganggap hak pungut

pajak scbagai keistimewaan yang melekat pada dirinya selaku penguasa maka

Rasulullah Saw. memandang hak memungut pajak yang dilakukanya sebagai amanat

dari Aliah.r6l

Akhimya, dana pajak yang dikumpulkannya pun tidak dipandang sebagai

milik sang penguasa, tetapi milik Allah. Namun, sering juga Para p€nguasa

mengklaim bahwa kekuasaan dan harta yang ada di tangan mereka yang sebagai

milik Tuhan. Persoalannya adalah untuk apa dan siapa kekuasaan serta dana tersebut

digunakan. Di sinilah bedanya kalau para raja memperuntukkan u'mg pajak dan

kekuasaannya lebih banyak untuk kepentingan sendiri dan koniny4 maka Nabi

Muhammad Saw. selaku kepala pemerintahan di Madinah justru mengharamkan

dirinya dan keluarganya memakan dana pajak (zakat)'ts

Jadi,bagianyangpalingpentingdarimasalahzakatitubukandarisisisiapa

yang memungut tetapi adalah objek atau sasaran dari penyaluran zakat itu' namun

tatacara penggunaan dana pajak atau zakat itu yang harus adil' Takal memang

tujuannya untuk menyempumakan praktek serupa yang telah menjadi kebiasaan

'u2Mxdar F. Mrs'udi, Menggagas (llang Zakat,h' 88 '9

'u3At-Taubah 191 : 103

lnMasdar F. Ma-s'ud| Agama Keadilan,h. ll2 - 3
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sejak zaman pra islam. Seperti diketahui banyak ritual agama merupakan

penyempuma.{ul dari kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh masyarakat'

contoh lain adalah ibadah hali,yang merupakan penyempumaan dari praktek serupa

yang dilakukan oleh penduduk tvlekkah jauh sebelum Nabi Muhammad. Begitu juga

zakat, fakta memb,rklikan bahwa semua kekuasaan kuno di rflanapun di dunia ini

punya kebiasaan memungut pajak. semua hasil dari pemungutan pajak itu adalah

untuk raja. Inilah yang disebut upeti sehingga tidak ada keadilan. Tuhan kemudian

menyempumakan kebiasaan itu dengan tujuan untuk mencapai keadilan' Yakni

p€mugutan pajak bukan lagi untuk raja atau kaisar tetapi harus harus digunakan

untuk kepentingan kaum miskin. Dirumuskan dalam ketentuan agama mer{adi

delapan golongan.l6s

Ua.ng negara yang hampir seluruhnya bersumber pada pajak rakyat, pada

hakikatnya adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pemerintah/negara untuk

ditasarulkan bagi sebesar-besar kemaslahatan seluruh rakyat, tanpa diskrimiaasi apa

pun. Dengan demikian, setiap rupiah dari uang pajak (uga setiap titik kekuasaan

yang dibiayai dengan uang pajak) dalam Islam harus dipertanggunglawabkan kepada

Allah di akhimt nanti (spiritual atau moral occountability) daII

dipertanggungjawabkan kepada rakyat di dunia ini Qtublic accountability)'t66

Dengan kontrol yang menyeluruh dari segenap lapisan masyarakat, maka

lahirnya pemerintahan yang bersih dan baik akan menjadi mungkin. Dalam doktrin

Islam, sepeninggal Muhammad saw. tidak ada lagi manusia suci yang bebas dari

r65saleh Awal, .,Mencegah Praktek Sekularisasi", dalam htto://salehawal.blosspot.con/

2007/06/menceeah-praktek-sekularisasi.html

rfiMasdar F. Mas'udi, "Syari'at Islam Tentang Status Uang Negara"' dalam htto://

www.islamemansioatoris. com/artikel.oho? id=r 80
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dosa. Semua manusia baik yang memimpin atau dipimpin sama-sama punya talenta

untuk menjadi korup. Seberapa besar bakat itu mengaktualisasikan diri adalah ter-

ganlung dari kesempatan (opporrwity) yang tersedia. Kekuasaan adalah penyedia

kesempatan yang terbaik untuk mengaktualisasikan penyelewengan. Oleh karena itu'

semakin besar kekuasaan yang ada pada seseorang, maka akan semakin besar pula

ruang atau peluang untuk menjadi korup.

Upaya untuk meminimalisasi penyelewengan tersebut dengan adanya kontrol

masyarakat luas, terorganisasi dan terstruktur, satu-satunya kekuatan yang

menangkal tin<iak korupsi yang disediakan oleh kekuasaan. Ajaran zakat yang

menggugah masyarakat untuk melakukar kontrol keras atas kekuasaan, terutama

dalam penggunaan uang rakyat, jelas merupakan energi kerohanian yang mensucikan

masyarakat.

Tentang kewajiban kontrol terhadap pemerintahan ini, Masdar memberikan

penj elasan sebagai berikut:

'Nah, apa hujjah bahwa rakyat punya wewenang mengontrol penguasa? Y4-

paling utama karena kita membayar pajak' Karen4 kalau alasannya amar makruf

nahi mungkar, itu kan bisa pada siapa saja. Itulah alasan pertama Dan argumen

kedua kita berwewenang mengontrol karena kita ikut membentuk pemerintahan

ketika pemilu b€rlangsung. Argumentasi pajak itu yang paling shategis dan

mengena bagi semua rakyat. Dengan membayar pajalq kita yang membenhrk

pemerintah irri, k*"r" kita yang menggaji mereka. Kalau kita membayar pajak

iapi tidak melakukan kontrol pada j alannya pemerintahan, artinya kita melibatkan

diri dalam dosa kesewenang-wenangan kekuasaan. Bila kita tidak mampu

mengontrol pemerintah, karena pemerintah terlalu dominan misalny4 maka

pilihL yang-tepat adalah kita membayar pajak tapi meniatkannya bukan untuk

n.g*q 
' 
melainkan rakyat. Aparat negara hanya tempat menitipkan untuk

sementara."l6T

'5?Masdar F. Mas'udi, "Fiqih Kita Sangat Diwamai Bias Kelelakian"' dalam httD:// www'

ham I ine.ed u/apakabar/basisdata/ I 998/0 I 251003 I .html



Jadi, merupakan kewajiban scluruh rakyat, langsung maupun melalui wakil-

wakilnya, khususnya para ulama untuk melakukan kontrol sosial (amar ma'ruf dan

nahi mungkar) secara terus menerus di semua tingkatan dari desa sampai pusat agar

tidak satu rupiah dari uang pajak yang adalah uang Allah/rakyat (dan kekuasaan yang

dibiayai oleh uang itu) diselewengkan untuk kepentingan pribadi pnguasa atau

disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan melawan tuntutm keadilan.

Timbulnya pemisahan antara zakat dan pajak dalam Islam sangat dipengaruhi

oleh cara berpikir umat Islam yang dikotomis yang memandang agama sebagai

wilayah tersendiri dan negara adalah tersendiri pula. Pada gilirannya, zakat dan pajak

dipanciang sebagai sesuatu yang berbeda secara kelembagaan. Dengan kata lain,

pajak adalah wilayah negara dengan perangkat dan tata cara pengumpulan dan

penggunaan yang tersendiri, sedangkan zakat adalah wilayah agama dengan aturan-

aturan tersendiri pula. Pajak merupakal wewenang pemerintah (umara) sedangkan

zakat adalah wewenang ulama.

Satu-satunya cara untuk menyatukan zakat dan pajak adalah dengan

membongkar dan merubah cara-cara berpikir yang bersifat dikotomis tersebut, yaitu

dengan melihat adanya kemungkinan tmtuk menyatukan kembali zakat-pajak

sebagaimana bersatunya roh dengan badan. Pajak adalah badan sedangkan zakat

adalah rohnya. Seperti dalam Islam sebagai agama yang fitrah, pemikiran d';alisrne

yang dikotomis itu sebenamya tidak dikenal. Sebab kenyataannya memang ada

sesuatu yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi, sebagaimana kenyataan

bahwa di samping ada rohani juga ada jasmani. Akan tetapi, kedua hal tersebut

bukan untuk dipisahkan dan dipertentangkan secara frontal. Keduanya harus

disatukan dalam pola kesatuan yang dialektis, yaitu pola kesatuan di mana kedua

82
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pihak saling mempersyaratkan yang lain demi terjadinya proses transformasi diri

secara tcrus-menerus. 168

Lebih lanjut, Masdar ingin mengemukakan bahwa se'bagai konsep

keagamaan, zakat hams diletakkan kembali pada proporsinya, bukan dipahami

sebagai konsep kelembagaan, telapi sebagai konsep kerohanian.l6e Dalam Alquran,

pemahaman ini tercermin dalam penggunaan kata zakat ketika disandingkan dengan

zikir dan aktivitas kerohanian-spiritual. Semeutara" ketika berbicara secara

kelembagaan, Alquran menggunakan kata-kata shadaqah. Begitu pula ketika

memberikan perintah kepada Muhammad Saw. untuk menerapkan konsep itu kepada

umatnya, istilah yang dipakai juga shadaqah bukan zaliat.l?o

Maka, hubungan arfiara zakal sebagai konsep keagamaan fterohanian), di

satu sisi dan pajak di sisi lain bukanlah dua buah entitas yang harus dipertentangkan

secara dikotomis, melainkan saling berhubunguul secam dialektis. Dengan kata lain,

zakat bukanlah sesuatu yang harus dipisahkan dan diparalelkan dengan pajali

melainlian dua hal yang harus dipersatukan sebagaimana bersatunya roh dengan

badan. Dalam hal ini, zakat menjadi sandaran filosofis bagi pajak. Sebaliknya, pajak

menjadi bentuk pelaksanaan z*at itu sendiri.

Dengan pemahaman seperti ini, maka pesan zakat sebagai konsep kerohanian

terhadap pajak sebagai konsep kelembagaan, yang alasannya menurut Masdar

sebagaimana berikut: I 7 I

r6EMasdar F. Mas'ndi, Agama Keodilan,h. l14

tunlbid,h.ll6

r7016id. Lihatjuga At-Taubah [9] : 60 dan 103

t't Ibid,h. I lB



l. llcrkaitan dengan rakyat sebagai pembayar, seharusnyalah pajak itu dibayar oleh

warga negam bukan semata-mata karena tekanan luar berupa aturan dan sanksi

negar4 melainkan karena adanya kesadaral yang paling tinggi untuk

menegakkan kesucian diri selaku hamba Tuhan. Pesan yang bersifat ke dalam ini

bisa disebut sebagai pesan transendensi.

2. Berkaitan dengan pihak neBara atau pemerintah sebagai pengelol4 seharusnya

dana pajak yang dipungut dari rakyat harus digunakan untuk kepentingan seluruh

rakyat yang dimulai dari kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya secara

ekonorni, politik maupun brrdaya. Pesan yang bersifat keluar ini bisa disebut

pesan transformasi atau liberasi.

Adapun mengenai bagaimana bentuk pelembagaan dari zakat (pajak) dan

juga sistem kcnegaraan/pemcrintahan yang cocok untuk menjadi amil-nya adaleh

diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad masing-masing masyarakat (bangsa) yang

bersangkutan. Kekayaan apa saja yang harus dikenakan pilak (mal mkaw|), berapa

tarifnya (miqdar), kapan harus dibayarkan (haut), batas minimal terkena pajak

(nishab) serta pengalokasian secara persis, dapat ditetapkan melalui musyawarah di

antara mereka.lT2

Akhimya, Masdar menyatakar bahwa bagi seorang muslim yang meniatkan

pembayaran pajak pemeritah (Republik Indonesia) sebagai pembayaran zakat adalah

sah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Masdar sebagai berikut:

"...Keabsahan pemerintah RI untuk mengurus zakat (pajak) sebagai dana

kemaslahatan umum tidaklah ada masalah. Secara formal RI bukan pemerintahan
yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan satu golongan (agama, suku, ataupun
ras) tertentu. Pemerintah RI adalah pemerintah yang kehadirannya mengatasi
batas-batas kelompok atau golongan, dan dengan tujuan untuk melindungi serta

r?2Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan,h. 125
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melayani kepentingan segenap warga negara secara salna' Dengan Pancasila

sebagai landasan filosoll dan kerangka acu.rnnya, keabsahan yang dimaksudkan
tadi tampak lebih .ielas lagi. Di sana kita melihat adanya landasan spiritual dan

moral yang pas, yaitu "kctuhanan dan kemanusiaan". Ada tujuan yang mencakup
kepentingan semua pihak. yakni "keadilan sosial tagi segenap warga". Untuk
mencapai tujuan ;rang ada "persatuan dan permusyawaratan" berfungsi sebagai

acuan etikanya... Ditihat dari sudut kenyataannya, tentu banyak warga negara
yang masih harus dibenahi. Tapi ini bukan penghalang, melainkan tantangan
yang kita tidak boleh lari dari padanya- Menyatakan keabsahan pemerintah RI
untuk menjadi "amrl" yang bcrhak mcnerirn4 mengelola dan mentasarulkan
zakat (pajak), secara moral dan politis justru merupakan komitment untuk
mempercepat proses penyempum:un kekurangan-kekurangan tadi. Dengan
membayar pajak (dengan niat zakat - bagi yang beriman) bukan saja berarti
seoftrng warga negara telah membayar kewaj iban sosialnya terhadap (lewat)
negara. Akan tetapi, dengan zakat (pajak) itu pula seoftrng warga negara
sekaligus menegakkan hak sosio-religiusnya untuk mengontrol uegara sebagai
sarana penegak kemaslahatan dan keadilan sosial bersama. Dengan kata lain,
dengan membayar zitkal (pajak) kepada pemerintalq kesadaran politik (hak-
kewajiban) warga negara benar-benar ditegakkan. Bahkan kesadaran spir:tual
yang paiing dalam selaku hamba Allah."l73

"tlbid,h. 169 - t'to
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BAB IV

ANALISs KRITIS TERIIADAP KONSEPSI ZAKAT DAI\ PAJAK

N{ENURUT MASDAR F. MAS'UDI

Pemikiran Masdar tentang zakat dan pajak lahir sebagai salah satu ieaksi

terhadap perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, yang bertentangan dengan

nilai-nilai kemanusiaan sebagai akibat dari pola irubungan yang tidak seimbang

antara masyarakat dengan struktur kekuasaan negara berikut institusi-institusiny4

tcrmasuk adanya berbagai bentuk kebijakan-kebijakan publik yang dianggap tidak

berpihak atau tidak menguntungkan masyarakat. Oleh karena ltu, pada akhirnya

terjadi kecenderungan pada diri Masdar untuk berpartisipasi secara aktif dalam

proses politik tanpa dibatasi oleh wadah-wadah formal dari struktur kekuasaan dan

ide-ide Masdar ini lebih merupakan perlawanan terhadap bentuk-bentuk

kelembagaan politik.

Pemikiran yang dimunculkan oleh Masdar lebih mengarah kepada komitrnen

moral untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan pilihan intelektual ketika

melihat realitas kebangkrutan umat Islam yang melanda di berbagai belahan dunia

Islam muslim. Kebangkrutan yang menimpa umat Islam itu selain disebabkan oleh

politik global yang dikendalikan Barat, juga karena merosotnya tradisi intelektual

kritis umat Islam, dan jika dilihat lebih jauh, merosotnya tradisi kritis umat lslam itu

disebabkan karena umat Islam sudah merasa puas dengan menampilkan Islam yang

tekstualis.
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Masdar juga melalui pemikirannya menginginkan sebuah trasntbrmasi

masyarqkat muslim dari budaya tradisional mistis menjadi masyarakat rasional

ilmiah dengan meletakkan tradisi masa lalu bukan sebagai sesuatu yang sakral.

Tradisi harus didekati secara historis dan dilihat dalam konteks hubungan dialektika

antara masalah sosic-ekonomi dengai kondisi politik sebuah masyarakat. Karenanya.

untuk membebaskan tradisi dari penafsiran-penafsiran subjektif, Masdar

meletakkannya dalam kerangka historis, karena memang sebenarnya tradisi itu

sendiri adalah produk sejarah.

Pemikiran Masdar bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang

utama adalah kemanusiaan. Islera harus menjadi kekuatan yang dapat rnemotivasi

secara terus-menerus dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala besar baik

yang bersifat praksis maupiin teoritis. Pada transformasi yang bersifat praksis,

perhatian utama Masdar pada doktrinal teologi Islam saja akan tetapi lebih pada

aspek pemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial-ekonomi,

pengenbangan masyarakat, orientasi keadilan sosial, dan sebagainya. Lebih jauh

lagi, pada pemikiran Masdar ini terdapat kecenderungan yang kuat untuk

membumikan ajaran-ajaran agama agar dapat menjadi kekuatan yang membebaskan

manusia dari belenggu ketidakadilan, kebodohan, dan keterbelakangan dengan

memandang teologi bukan hanya sekedar ajaran yang netral, tetapi sebagai ajaran

yang memihak dan membebaskan mayoritas umat Islam dari berbagai kelemahan.

Mahsur Fuad menggambarkan bahwa pemikiran hukum yang digagas oleh

Masdar mengarah pada pola rekonstul{si-interpretatif responsi-lcitis emansiPaloris

dengan berdasarkan kepada fakta-fakta; pertama, dalam upaya penemuan dan

pengembangaa hukum baru, Masdar memilih metode altematif yang
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dikembangkannya scndiri, yaitu rekonstruksi penafsiran yang ditampilkan melalui

rekonstruksi konsep qalh'i-zhanni. Kedua, hasil pemikiran Masdar cenderung

menampilkan sisi kritis terhadap pola kebij alian dan pembangunan negara. Ketiga,

strategi implementasi dari pemikiran Masdar lebih mengarah kepada pola

emansipatoris, yakm menjadikan lslam sebagai sesuatu yang hidup di tengah

masyarakat dengan mengambil fungsi sebagai kontrol sosial'174

Berbeda dengan pola yang diajukan di atas, Mujamil Qomar menggolongkan

pemikiran Masdar sebagai pemikiran yang bersifat eklektik, yakni suatu pemikiran

yang berusaha memilih semua yang Cianggap terbaik tidak peduli dari aliran mana

pun, filsafat mana pun, dan teori mana pun, asal lebih baik daripada yang la.in, maka

itulah yang dipilih. Lebih lanjut Mujamil menjclaskan bahwa hal ini didasarkan fakta

bahwa validitas paham keagamaan menurut Masdar bukan dari sudut penalaran

mumi akal maupun teks ajaran, melainkan seharusnya adalah kenyataan sejauh mana

paham itu mampu menjamin tercapainya kebahagiaan bagi manusi4 dunia dan

akhirat.l T5

Setelah melihat pemikiran Masdar di atas, satu hal yang menjadi catatan

penting bagi penulis, bahwa pemikiran yang coba dibangun oleh Masdar merupakan

produk campuran dari tradisi pesantren yang sarat dengan tradisi Islarn klasik dengan

ilmu-ilmu sosial modem, serta ditambah lagi dengan begitu tingginya aktivitas

Masdar di NGO (Non Governmental Organization) atau LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat), yang memungkinkan dirinya untuk ikut terlibat dalam pembuatan pola

ITaMahsun Fuad, I/u kum lslqm Indonesiq,h-286

rTsMujamil 
Qomar, NLI " Liberal",h.251
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kebijakan bagi pengembangan civil socicly sehingga menyebabkan Masdar

cenderung merespon dengan kritis terhadap sesuatu yang terjadi disekitamya-

Kembali kepermasalahan zakat dan pajak, Masdar mengatakan bahwa seperti

halnya nrh dan badan, pajak dan zakat memang berbeda tetapi bukan untuk

dipisahkan, karena zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badarury'a. Membayar pajak

perlu diniatkan sebagai zakat, karena dengan niat itu pajak yang kita bayarkan secara

ukhrawi tidak sia-si4 dan dengan demikian kita tidak perlu membayar pajak dan

zakat, karena pajaknya itu yaitu z*at yang sudah diniatkan untuk pajak dan zakat

sekaligus. Dengan konsep pajak sebagai zakat menurut Masdar maka pemerintah di

tempatkan pada posisi sebagai andil yang wajib dikonhol setiap tindakannya. Dan

dengan konsep ini menurut Masdar, zakat (pajak) yang telah dipungut oleh

pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk rremungutnya dari masyarakat,

haruslah dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan segenap rakyat dengan

prioritas pada lapisan masyarakat paling bawah, yaitu fuqara dan masakin.ri6

Ide Masdar tentang zakat dan pajak tersebut bukan tanpa alasan. Secara

historis, Masdar melihat bahwa kemunculan zakat sebagai ide dan praktik

keagamaan, sebetulnya merupakan kritik Islam atas bagaimana cara penguasa pada

zaman Nabi memungut iuran dari rakyatnya. Pada zannan Nabi, praktik pemerasan

rakyat oleh penguasa yang despot dan tiran merupakan kenyataan lumrah dan ada di

mana-mana. Para raja memungut pajak secara semena-mena, seolah-olah rakyat tidak

rT5Angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi meskipun data tentang kemiskinan
2007 masih simpang siur, akan tetapi sebagai gambaran, menurut BPS angka kemiskinan berkisar
37,17 juta jiwa, sementara menurut Tim Indonesia Bangkit mencapai hampir 40 juta jiwa. Banyak
faktor yang menyebabkan kemiskinan, antara lain karena ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah
dan juga korupsi yang semakin merajalela. Lihat Mutohharun Jinan, "Kemiskinan dan Filantrofi
Agama" dalam httD /www-masdarmasudi.com,/ oemikiran/ I 27lkemiski nan-dan-fi lantrooi-asama
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bangSawan yang mempunyai hak atas harta mereka.lT?

Pajak banyak dipakai untuk kepentingan penguasa atau raja-raja, terutama

untuk kemewahan diri dan keluarga besamya serta kekuasaannya. Karena pada saat

itu raja dan rakyatnya sendiri mendefinisikan pajak sebagai upeti atau persembahan

kepada raja. Maka pengggunaannya juga terserah raja. Upeti tersebut menandai

seberapa besar loyalitas rakyat kepada rajanya. Imbalan atas upeti yang telah

diberikan rakyat adalah adanya hak hidup tadi.

Ketika Islam datang, ide tentang kepenilikan itu dijungkirbalikkan secara

radikal oleh Allah dalam Alquran dengan rneroperkenalkan konsep tentang zakat.

Gagasan tentang zakat, secara eksplisit, mengandung suatu asumsi, kepemilikan

harta sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Raja-raja tidak mempunyai hak apa pun atas

harta manusia dan rakyat jelata. Iuran yang dipungut dari harta rakyat, dengan

demikian, tidak boleh seenaknya ditentukan para penguasa untuk memuaskan nafsu

despotik mereka. Scbalikny4 hanya Tuhan yang paling berhak atas ketentuan-

ketentuan mengenai harta kekayaan itu.

Takat adalah suatu aturan yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang secara

radikal berlawanan dengan konsep pajak yang dipungut para penguasa itu. Kalau

fTTBentuk-bentuk pungutan seperti kharaj (.pendapatat yang diperoleh dari biaya sewa atas

tatah), jizyah (pendapat yang diperoleh dari perlidungan atas non-muslim sebagai ganti wajib militer)
ata:u 'usyr (bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang sebenamya sudah ada pada masa

kekaisaran Romawi, sasanides dan Persia serta di Mekkah sebelum lslam datang. Lihat Adiwarman A
Kaim, Seiarqh Pemikiran, h. 44 - 45. Bahkan menurut Merza Gamal (Pengkaji Sosial Ekonomi

Islam) mengatakan bahwa zakat sebenamya bukan monopoli ajaran lslam karena instrumen sejenis

juga ditemui dalam ajaran lain. Dalam ajaran Hindu disebul "Darrr'a Datrium"' ajaran Budha

m-nyebut "Sutta Nipaia", sedangkan ajaran Kristiani mengenal "Tithe" ya.,' didefinisikan sebagai

bagian dari pendapitan seseonrng yang ditentukan oleh hukum untuk dibayar kepada gereja bagi

pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk pendcta, promosi kegiatannya, dan membantu orang

miskin. Lihat Merza Gamal, .,Memahami zakat sebagai Sarana Distribusi Kesejahteraan", dalam

nancc ml

sepenuhnya merniliki harta kekayaan sendiri, sebaliknya para raja dan kaum
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pajak yang ada diberlakukan sebagai suatu pungutan yang hanya menguntungkan

kelas penguasa dan bangsawan dan alat kaum elite untuk memeras kaum lemah.

Sementara zaliat adalah pungutan yang dimaksudkan sebagai pembelaan atas kaum

lemah. Jika kita lihat tujuh kelompok orang yang berhak menerima zakat, jelas zakat

ditujukan untuk pembelaan kaum lema}. Tujuh kelompok itu adalair: orang fakir,

miskin, orang yang terlilit hutang, pengelola zakat, muallaf, orang yang berperang di

jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan.

Namun, semangat zakat sebagai pembelaan kaum lemah ini ternyata tidak

terwujud dalam dunia nyata. Perkembangan sejarah menunjukkan, zakat

mengalami ritualisasi berlebihan, sehingga kedudukannya hanyalah sebagai

ritual biasa tanpa dilandasi ruhnya untuk memberdayakan orang-orang yang

tertindas.

Menurut Masdar, masyarakat modem sebetulnya telah melakukan

pengembangan lebih maju terhadap konsep pajak tradisional yang sernula hanya

merupakan alat pemerasan para p€nguasa terhadap rakyat. Suatu titik perkernbangan

yang penting dalam konsep pajak itu adalah suatu prinsip yang dikembangkan dalam

negara-negara demokrasi liberal dengan konsepnya no tdxdtion without

representation, pembayaran pajak harus diikuti dengan representasi dalam di arena

publik. Artinya, pajak buhan suatu iuran gratis yang diberikan oleh rakyat kepada

penguasa, tetapi salah satu bentuk delegasi kekuasaan dari rakyat kepada penguasa,

di mana pengelolaannya harus mempertimbangkan pendapat rakyat itu. Dengan

demikian, pajak tidak lagi merupakan aksi politik sepihak dari penguasa tanpa ada

daya dari rakyat untuk mengontrolny4 sebaliknya merupakan suatu aksi dua arah'

Artinya rakyat dipungut pajak, tapi penguasa dan negara harus membalas jasa berupa
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layanan umum dan jaminan keamanan. Ini membawa perubahan besar karena dengan

cara ini rakyat berhak menuntut kepada negara agar membalas setimpal atas pajak

yang telah dibayarkan.

Akan tetapi pajak dalam konsepsi modem mempunyai kelemahan mendasar,

yaitu bahwa dengan prinsip no taxatiari \lrithout representation itu, maka otang-

orang kaya yang mampu membayar zakat paling banyak mempunyai kesempatan

untuk mengendalikan kekuasaan, sementara kaum miskin yang tidak mampu

membayar pajak hanya menjadi obyek pasif kekuasaan. Sebab, representasi politik

berbanding lurus dengan jumlah pajak yang dibayar. Semakin banyak pajak dibayar

oleh seseorang, semakin besar pula kesempatan dia mernperoleh keuntungan dari

negara.

Dengan demikian, kelemahan dasar dalam pajak sebagai suatu instrumen

yang hanya menguntungkan pihak yang kuat tidak sepenuhnya diatasi dengan prinsip

taxalion.representationiil.olehkarenaitu,Masdarmengusulkanagarkelemahan

konsep pajak modem disemp'.rmakan dengan konsep Islam tentang zakat' Pajak

sebagai suatu instrumen modem telah membawa kemajuan dalam pengertian

mengenai kekuasaan, yaitu sebagai alat kontrol publik atas pengelolaan kekuasaan

oleh pemerintah. Tetapi, pajak lemah dari sisi pembelaan kaum lemah' Di sinilah

semangat zakat bisa dimasukkan dalam tubuh yang namanya pajak' Dengan

menggabungkan antara pajak dan zakat, maka dua tujuan bisa dicapai sekaligus'

yaknidarisisinegaraadalahkontrolataskekuasaan,darisisimasyarakatsendiri

adalah pembelaan terhadap kaum lemah.

Dengan menggabungkan antara pajak dan zakat perilaku pejabat pemerintah

diharapkan lebih dingin dalam memegang dan mengalokasikan uang negam yang
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bersitat panas dan menggoda. Di sisi lain, sanksi moral dan sosial, serta kontroi

berbagai elemen masyarakat akan mcningkat terhadap pemerintah sebagai pemegang

dana publik tersebut. Hal ini terkait dengan memerangi aksi korupsi yang begitu

merajalela di tanah air.l78

Kita tahu, negcri ini bangkrut dan terancam runtuh bukan terutama karena

penyakit masyarakat yang diidap warganya. Penyebab utan a kebangkrutan negeri ini

adalah karena tumor ganas korupsi pada penguasanya. Oleh sebab itq siapa pun

yang serius lrendak membenahi negeri ini, haruslah memulainya dari membongkar

penyakit yang melekat pada kekuasaan itu sendiri, yakni korupsi. Tentu saia

kenyataan yang demikian itu sangat memalukan icita semua sebagai umat beragana,

umat yang seharusnya selalu menjunjung tinggi kebaikan dan menjauhka'n

kemungkaran. Lebih-lebih umat Islam sebagai mayoritas di republik ini, yang sejak

kecil diajari mana yang haram dan rnana yang halal, bukan sekedar untuk dihafal

melainkan untuk dijadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan'

Selama ini pajak yang dibayarkan oleh rakyat seakan-akan sebagai harta yang

tak bertuan sehingga diperlakukan seenaknya oleh para pejabat negara lewat

kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. oleh karena itu, pola

pembayaran pajak harus diubah secara paradigmatik. Harus dipahami oleh semua

pihak baik oleh pembayar pajak maupun pejabat pemerintah sebagai pengelola

menyadari bahwa setiap rupiah yang kita bayarkan sebagai pajak adalah uang Allah

r?sHasil survei Transparancy International menyebutkan bahwa Indonesia menemPati urutan

ke-34 dalam daftar negara terkorup dari 179 rcgara lainnya di dun ia. Selanjutny4 Ketua Dewan

Pengurus TransparancY lnternational lndonesia (TII) Todung Mu lya Lubis dalam pemaParan lndeks

Persepsi Korupsi (lPK) 2007 mengungkapkan bahwa Indonesia tidak lebih baik dari MalaYsia,

Thailand dan lndia. Tingkat korupsi di Indonesia pun hanya lebih baik dari negara-neraga tetangga

seperti Bangladesh, Laos dan Myanmar Lihat "Soal Korupsi, lndonesia Tak Lebih baik dari MalaYsia

dan Thailand", dalam hno://investrqasl- i.com/ x talTII-Soal-Komosi-lndone sla-

Tak-Lebih-baik-dari-Malavsia-dan-Thailand. html
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dan secara sosial adalah ufiig rakyat. Karenany4 pemerintah dan DPR, DPD maupun

DPRD harus betr-rl-betul memper-hatikan perihal anggaran' APBN/APBD harus

betul-betul dialokasikan untuk kebutuhan dan kepentingan walga" terutama yang

lemah.

Akhimya, dengan roh zakal yang dimasukkan ke dalam pajak' problem

keterasingan (alienasi) rakyat dengan penguasa yang merupakan problem paling

ironik dalam hidup manusia akan dapat diatasi. Dengan roh zakat ini, negara tidak

lagi dibiarkan tumbuh sebagai leviathanlTe yang memangsa rakyat-manusia yang

jusau melahirkan dan membesarkan negara dengan pajak' Scbaliknya' dengan spirit

itu negara tumbuh sebagai representasi paling memadai dari nurani kolektif

masyarakat untuk tegaknya keadilan dan rahmat bagi sesama dengan prioritas

terhadap mereka yang paling tidak berdaya.

Setelah berintegasinya kembali z*at dan pajak' maka negara dapat

menlusun kebijakan dalam perekonomian untuk mensejahterakan rakyat dengan

menggunakan pajak yang bermakna zal€t sebagai instrumen utamanya' Dengan

demikian, zakat bukan hanya sebagai santunan kepada masyarakat yang tidak

berday4 tetapi juga untuk membiayai pengeluaran negara lairurya dan sebagai alat

unhrkmerekayasaperekonomiansuatunegaramelaluikebijakan.kebijakannya.

Selain ihrr penulis melihat bahwa gagasan Masdar tentang zakat dan pajak

sebagai satu instrument yang harus dikelola oleh pemerintah sebagai lembaga yang

berwenang untuk kesejahteraan rakyat memang cukup beralasan karena

kesejahteraan umat manusia tidak mungkin tercapai kecuali berada dalam sebuah

t'oleviqlhandiambildiambildariPerjajianLamadandigambarkansebagaiseekorbuaya

,t.*u yong ."."tint"tt t"ral*n Uinrtung yanllk dapat Oigutingkan Lihat Harold H' Titus' (eds) 
'

P esoalan-persoal an Filsafat' h. 46
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sistem sosial dan dengan kerjasama. Alctivitas untuk kcsejahteraan rakyat perlu

dijamin melalui suatu sistem pemerintahan yang mengemban batasan-batasan moral

agar diberlakukan, dan ia bertanggung jawab atas semua peran yang diamanahkan

tersebut. Peran negara ini tidak lain dalam rangka untuk menciptakan tatanan

ekonomi masyarakat yang berkeadilan.

Gagasan Masdar tentang zakat dan pajak ini temyata mendapat tanggapan

yang bervariasi. Tidak semua kalangan dapat menerima pemikiran Masdar tanpa

kritik. Pertarungan wacana respons pro-kontra dari berbagai kalangan atas gagasan

Masdar yang dibingkai dengan kekhawatiran bahkan muatan politilq menjadi

pclemik yang menarik untuk dicermati, yang berarti menunjukkan adanya dinamika

dalam ranah pemikiran Islam. Respon pro-kontra atas pemikiran Masdar tersebut

secara garis besar terbagi ke datam dua kategori, yaitu yang menolak dan yang

mencnrla

Ketegori pertama adalah kalangan yang menolak pemikiran Masdar'

Penolakan ini misalnya datang Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Seminar

Nasional yang pemah diselenggarakan pada tahun 1990 yang memperlihatkan

pembayaran zakat maupun pembayaran pajak adalah dua hal yang berbeda' namun

keduanya wajib diamalkan oleh umat Islam kedua-duanya secam terpisah' MUI

mengatakan:

"Pendapat MUI yang tetap mempertahankan disparitas zakat dan pajak

mengandaii<an umat 
'Islin 

di- samping berkewajiban membayar zakat' juga

berkiwaj iban membayar pajak. Alasanny 4 z*at adalah kewajiban yang harus

ditunaikan atas dasar nr.i etq,r.r" dan Sunah, sedangkan pajak 
- 

adalah

kewaj iban yang harus ditunaikan atas dasar ketetapan pemerintah lang
dibenarkan Lt"t uj** Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan umum' Zakat

merupakan kewajiban agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai

**gu n.g*u. laai, 
"mai 

tslam diwajibkan menunaikan zakat sebagai realisasi
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perintah ag:Im4 sementara pajak 
Yujib 

pl]$,,r"reka lunasi sebagai realisasi

ketaatan warganegara kepada negara bangsa."'"

PKPU online rnenjelaskan bahwa Zakat dengan dalih apapun tidak dapat

disamakan dengan pajak. Berikut pemaparannya:

*Zakat tidak identik dengan pajak. Banyak hal yang membedakan antara

keduany4 diantaranya; Pertama, zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat

terhadap perintah Atlah swt dan Rasulullah saw sedangkan pajak mcrupakan

ketaatan seofiug warganegara kepada ulil amrinya (pemimpinnya)' Kedua' zakat

telah ditentukan kadamya di dalam Alquran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk

oleh hukum negara. ke ga, zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin

sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa

ugu,,,u'd* i."yutin-"yu. Keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah

m'encapai nishab tanpa memandung di negara mana ia tinggal, sedangkan qajaf
hanya berlaku dalambatas garis teritorial suatu negara saja. Kelima, zakat adalah

,uutu ibuduh yang vrajib didahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai
. . -l8lnla:.

Pendapat yang sama juga datang dari forum bahtsul masail Pesantren

Lirboyo di bawah asuhan Kiai Ahmad Idris Marzuki yang tetap pada pendiriannya

bahwa zakat berbeda dengan pajak dan memiliki wilayahnya sendiri-sendiri sehingga

keduanya tidak dapat disatukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

..Ketenfuan.ketentuanyangberlakudalamzakatdanpajaksangatberbeda.

Dalam zakat dikenal istilah nishab (batas-batas minimal ukuran wajib zakat)

dank haul (batas minimal waktu mengeluarkan zakat)' Keduanya dalam urusan

zakat hams dilaksanakan bersama-sama. Jika suatu barang sudah sampai pada

ukuran satu nishab sementara belum memenuhi waktu satu haul, maka hal itu

belum menjadi kewajiban untuk diketuarkan zakatnya, begitu juga sebaliknya.

Dalam urusan pajak tonsep ini sama sekali tidak dikenal. Selain konsep nishab

dan khaul, dalam'zakat jugi ait.t a dengan konsep mustahiq (orang yang berhak

in"naupu*un zatat), istiiatr ini sering juga disebut al-ashnaf ats'tsamaniyah

(delapan golongan;. Crang yang hendak membay ar zakal, maka dia harus

mem^Uerikl kelada delapan-goiong* yang ada dengan prioritas fakir dan

miskin. Jika orang Islam membayar zakatnya kepada selain delapan golongan

yang ditentukan, ilutu diu belum dihukumi orang yang telah membayar zakat'
'S"ri"nt,.u 

itu dalam menyalurkan dana pajak, pemerintah tidak terpaku oleh

variah-b

rEo*Problematika Zakat Dan Pajak Serta Penyelesaiannya", dalam hnpf I
007 02 0l archivevayans

18r"Zakat = Pajak ?", dalam httD:/

.html

.or.idlz. ho?t=a&id= I I
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delapan golongan sebagaimana dalam urusan zakat. Pemerintah berhak

menentukan skala prioritas dalam menyalurka!^ dana pajak sesuai dengan

program-program yang telah mereka canangkan." 
I E2

Tak dapat dipungkiri, bahwa pendapat yang menolak gagasan Masdar tentang

zakat dan pajak adalah peadapat mayoritas katena memang pemahaman dan praktek

zakat yang umumnya bertaku di lndonesia masih didasarkan pada ajaran yang

disampaikan para kiai, terutama di kalangan ulama NU sendiri dengan menempati

posisi yang cukgp sentral. Sebagian besar kiai mendasarkan ajarannya atas pendapat

para ulama terdahulu yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih yang dianggap baik

(mu'tabar). Model berpikir yang demikian dikenal dengan metode istinbath kalangan

tladisionalis di Indonesia, termasuk mayoritas kalangan NU di mana Masdar menjadi

bagian di dalamnya. 
rs3

Selaqiutnya kategori kedua yaitu mereka yang menerima dan ba,\kan

menyambut baik gagasan Masdar tentang zakat dan paiak. Mereka menganggap

bahwa gagasan yang terlontar dari kalangan seperti Masdar merupakan bagian dari

ijtihad berpikir yang menandakan adanya kebebasan berpikir dan berekspresi untuk

mengungkap fakta kebenaran dalam Islam. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun

rt2luqman Hakim (eds), Kajian Fiqih Sosial dalam Bqhtsul Masail: Studi Kasus Pondok

Pesantren (PP) Lirboyo Kediri, l.tp.,: Dirjen Ketembagaan Agama Islam Depatemen Agama dan

NCIS, 2002, h. 130

rErDalam oraganisasi NU dikenal adanya sebuah forum yangbemama Lajnah Bahtsul Masail

yang bertujuan untui membahas suatu masalah secara mendalam. Unhrk memecahkan sebuah

periasalahan, Lajnah Bahtsul Masai! dalarr prakteknya sangat memperjuangkan pola-po1a fiqih

fermazhab di lingkup ahl al-Sunah wal Jamaah ya1rlti madzhab Hanafi, Maliki, Syaf i, dan Hambali.

Bahkan dalam M-utramar t diputuskan bahwa wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat

madzhab. Bahkan begitu yakinnya terhadap keberagamaan dengan pola bermadzltab, Lajnah Bahtsul

Masail pada Mutamar ke'xl di Banjarmasin, memutuskan bahwa berhukum langsung pada Alquran

dan Haiis ranpa memperhatikan kitiU fiqitr yang ada, itu tidak boleh dan tidak benar, juga sesat dan

menyesatkan. Lih,lt 
-Ahkanut 

Fuqaha: Solusi Proble atika Akrual Hukum lslam, Kepulusan

Muktamar, Munas dan Konbes Naidlatul tllana (1926 - 1999 M), TerJemah M. Djamaluddin Miri,

Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Naslr (LTN) NU, 2005, h. 2 dan 184 - 5
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yang boleh melarang seseorang untuk bebas berpikir dan bereksprcsi dalam

memahami agamanya.

Salah satu kiai yang mendukung dan masuk dalam kelompok ini adalah

Abdurrahman Wahid. Dukungan yang diberikan oteh Abdunahman Wahid begitu

jelas ketika ia menuliskan kata pengantar daiam buku Agama Keadilan karya

Masdar. Berikut pendapat Abdr.rnahman Wahid:

"Apa yang ditawarkan oleh 'uuku ini, juga pemikiran balik yang mungkin
menolaknya, bagaimanapun adalah sah. Kesemuanya, asal dilakukan dengan
jujur dan ketulusan, patut diberi penghargaan sebagai proses mencari

'kebenaran'. Tidak perlu satu sama lain saling menistakan apalagi mengkafirkan.
Dalam konteks pemikiran Islam, satu-satunya garis yang membedakan keabsahan

dan kebatalan suatu pendirian adalah Alquran dan sunah Rasul. Bukan dengar,

cara memperhadapkannya secara formal pada makna harfiyah dari satu dua ayat

atau hadis Nabi tertentu. melainkan dengan menghad.pkannya pada kandturgan

subtansial dan utuh dari kedua patokan tadi, yakni: kemaslahatan hidup umat

manusia secara ruhaniyah maupun jasmaniyah, personal maupun sosial."l8o

Didik J. Rachbini, seorang pengamat ekonomi dai Institute Developmenl for

Economic and Financial (I\InF.n- memherikan komentar terhadan nemikiran

Masdar tentang zakat dan pajak sebagai berikut:

"Zakat ifi pada dasarny4 adalah satu instrument untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial yang diambil dari per-individu. Jadi harta akan berubah

fungsinya dari milik individu menjadi milik sosiaV umat. Hal yang sama juga ada

pada pajak. Pajak itu adalah dari milik individu kemudian ditransfer dari
kewajiban kolektif menjadi milik masyarakat yang dikumpulkan di dalam
pemerintalr, dan kemudian diinvestasikan untuk kepentingan semuzl orang yang

dipastikan memakainya. Karena itu, zakat dan pajak menjadi paralel. Dalam buku

ini, pak lviasdar mentransformasikan pengertian zakal pada pengertian pajak

menjadi holistik. Hal ini merupakan salah satu kreativitas luar biasa, agar pajak

itu tidak hanya merupakan proses-proses kebijakan publik, kebijakan sosial, dan

kebijakan ekonomi, tapi juga punya nilai-nilai ilahiyah. Yang sakral punya nilai
pahal4 yaitu ada nilai; ada religius; dan ada kesakralan yang bagus, sehingga

pajak juga mempunyai makna dan pertanggungjawabannya ke publik yang sebaik

mungkin. Sama halnya dengan pajak, bahwa pertanggungiawabannya juga

'"Abdur.uhman Wahid, "Kasus Penafsiran yang Tuntas", h. xx



99

kepada Tuhan. Perbuatan baik itu adalah yang punya dampak pada masyarakat

dan Tuhan Yang Maha Esa."rts

Pendapat-pendapat yang rnendukung gagasan Masdar tersebut,

mencerminkan penghargaan berbagai terhadap sikap keterbukaan dan sikap kritis,

serta penghargaan terhadap terciptanya suasana yang membawa kepada kebebasan

berpikir dan iklim yang memungkinkan perbedaan pendapat di kalarrgan internal

umat Islam. Selain itu, pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa umat Islam harus

bersedia mengembangkan kebiasaan untuk menghargai pendapat yang saling berbeda

antara satu dengan yang lainnYa.

Sampai di sini, penulis menyadari bahwa memberikan kritik kepada Masdar

tentang zakat dan pajak bukanlah sesuatu yang mudah. Walaupun penulis secara

pribadi tidak meragukan lagi tingkat keilmuan Masdar pada bidang-bidang agam4

namun Masdar sebagai manusia biasa tentu tidah luput dari kritikan-kitikan, bahkan

pada titik inilah pembahasannya akan semakin menarik. oleh karena itu, penulis

akan melakukan kritik terhadap pemikiran Masdar yang terdiri dari beberapa aspek.

Pada apek pertama, kritik yang bersifat normatil kitik kedua pada aspek teologis,

kritik ketiga adalah pada aspek historis, dan kritik keempat adalah pada aspek

praktis, dan yang kelima kritik pada aspek sosiologis.

A. Kritik pada Aspek Normatif

Terkait dengan gagaszul Masdar yang mengatakan bahwa seperti halnya ruh

dan badan, pajak dan zakat memang berbeda tetapi bukan untuk dipisahkan, karena

z*at adalah ruhnya dan pajak adalah badannya sehingga membayar pajak perlu

rE'Didik J. Rachbini, "Perlu Menggabungkan Ekonomi Normatif dan Positif" dalam

s id=4 t3



diniatkan sebagai zakat secara normatif masih mengandung kelemahan' Sebab,

sebagian besar ulama setelah mengkaji berbagai aspek dari zakat dan pajak, mereka

tetap berkesimpulan bahwa z*al dm pajak a<ialah sesuatu yang berbeda sehingga

tak dapat disatukan.

Selain itu para ulama tidak akan pemah mau dan rela aspek ritual dalam

Islam tunduk pada logika Masdar. Karena apabila pendapat yang semata-mata

rasional itu diikuti maka dapat mercmbet ke banyak ritual Islam lainny4 seperti

dalam pelaksanaan zakat fitrah tidak perlu repot-repot cari beras, cukup memberi

uang atau pemberian materi yang lain, yang penting menolong kaum fakir miskin'

Zakat nnl tidak harus dua setengah persen. yang penting mengikuti perkembangan

situasi dan kondisi masyarakat. Kalau kita hanya berpegang pada pertimbangan

rasional dan substansial, tanpa mengindahkan dalil yang qath'i, maka pada akhimya

tidak perlu lagi kita membeda-bedakan antara hewan kurbar; zakat fitrah, zakat mal,

infaq, sedekah, dan lainJain, yang penting setiap pribadi muslim yang mampu

hendaknya membantu kavr- dfuofa. Nah, jika pola pikir yang demikian itu diikuti,

maka ajaran-ajaran ritual Islam akan sima

Dari gagasan yang diutarakan oleh Masdar, penulis telah memperoleh

gambaran bahwa sebagian besar dari gagasannya tentang zakat dan pajak, Masdar

tidak lagi menjadikan pemikiran fuqaha masa lalu sebagai pedmbangan $ma

mempertajam pemahaman terhadap kandungan Alquran dan hadis' Dengan metode

berpikir umum yang demikiaq Masdar secara jelas telah menembus batas-batas yang

secara tradisional dipegang teguh oleh organisasi yang ia ikuti, yakni NU' Secara

tepat Abdurrahman wahid mengatakan, jika model pendekatan yang digunakan oleh

Masdar tersebut dapat diterima, maka resiko yang akan ditanggung adalah

100
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banyaknya pemahaman dan praktek keagamaan yang telah mengakar di tengah-

tengan masyarakat yang perlu digugat, direevaluasi bahkan lebih jauh lagi perlu

adanya dekonstruksi.l86 Cara berpikir yang yang digunakan oleh Masdar terebut

sejalan dengan cara berpikjmya kalangan perrbaharu atau modemis yang menjadi

sasaran kemarahan kalangan tradisionalis. 
187

Bahkan Sumanto al-Qurtuby menggolongkan pemikiran-pemikiran yang

berkembang di lingkungan intelektual NU seperti Masdar sudah melampaui

terminologi modem dan liberal. I*bih lanjut ia mengatakan bahwa model pemikiran

yang sedang dikembangkan oleh intelektual seperti Masdar disebut dengan ultra-

liberal. Bila pernikiran liberal Islam menitik beratkan pada supremasi akal dalam

upaya penafsiran teks Alquran dan tadisi keislaman klasik, maka dalam bingkai

pemikirar ultraJiberal Islarn, teks-teks Alquran tidak saja ditafsirkan dengan

menggunakan optimalisasi akal, melainkan sudah beranjak pada penegasan

eksistensial terhadap Alquran dan klaim-klaim teologis lainnya.tss Pada titik ini

Masdar seakan-akan tidak menyadari atau mungkin tidak mau tahu bahwa sebuah

pemikiran yang berusaha unhrk keluar dari pemahaman doktin secara umum dapat

dinilai sebagai sesuatu yang membalByakan (meresah) sehingga menimbulkan

konflik di dalam masyarakat Islam sendiri.

Di sinilah bedanya antar-a orang-orang seperti Masdar dengan ulama terdahulu

yang lebih bijak dan sabar untuk menahan diri dalam melakukan pembaharuan rmhrk

rrAbdurrahman Wahid,'Kasus Penafsiran yang Tuntas", h' xvii

'r7Akh- Minhaji, .zakat dan pajak dalam Polemik", kata pengantar dalam Gazi Inayah, Z"aorl

Komprehensip,h. xvii

tssumanto al4urtuby , Anak Muda NU dan Trodisi Pemi*iran lJltra-Liberal, dalam Zfiiairi

Misrawi (ed\, Menggtgat Tradis i, h. 264
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menghindari konflik di intemal umat lstam sendiri. Gaya pembaruannya Masdar

tergolong kepada hard and clear modernism, modemisme yang jelas dan keras.

Artiny4 gaya pembaruannya sangat jelas dengan memakai media cetak/elektronik,

atau dengan statemen kontrovecial di forum-forum ilmiah sehingga menyebabkan

iklim intelektualitas terutama dikalangan NU menjadi keras dan panas dibuatnya.

Sebenamya, sudah banyak para ula::na yang mempunyai pemikiran progresif, semisal

KH. Husein Muhammad dari Arjawinangun, Cirebon, dan KlI. Muhammad Ishom

Hadizq dari Tebuireng Jombang. Mereka sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran

Muhammad Arkoun dan Fazlw Rahman hanya saja pembaharuan yang dilakukan

oleh ulama terdahulu dapat disebut sebagai 'pembahanxm tanpa dentuman besar'

atzru silent modernism, modemisme yang diam-diam, tak gegap gempita' Ini juga

sejalan dengan filosofi pesantren, al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih v'a al-

akhdzu bi al-jadid al-ashlah,tse mempertahankan yang lama yang masih baik dan

mengambil yang baru yang lebih baik.leo

B. Kritik pada Aspek Teologis

Pada aspek ini, kita belum melihat bahwa kepentingan umat telah menjadi

bagian terdalam dari pe ghayatan keimanan masyarakat Islam. Apa yang disebut

sebagai.leologi dengan wawasan kerakyatan/keumatan" atau "teologi pembebasan"

yang ingin diperjuangkan oleh Masdar sebetulnya belum tumbuh dan berkembang

kuat di kalangan umat Islam sendiri secara umum, dan pada level elitenya secara

khusus.

'"p trr ;ir, L !', CI.r r,+,, P irlle5,

rsJamal Ma'mur Asmani, ..Telaah Kritis Pemikiran Masdar", dalam htto:// islamlib.com/

id/index.oho?paee=article&id=5 I 4
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Kritik ini bukan sekadar dugaan semata, tetapi didasarkan kepada penelitian

yang dilakukan oleh Ulil Abshar Abdalla ketika mengamati retorika-retorika elite

umat Islam dalam sejumlah kesempatan bersama dengan LSAF (Lembaga Studi

Agama dan Filsafat) mengenai kemungkinan membangun koalisi antara partai-partai

berasaskan Islam. Sungguh mengagetkan bahwa elite-elite partai yang ada lebih

banyak membawa wacana mengenai perjuangan untuk kepentingan Islam, tetapi

aspek umat dan masalah-masalahnya justru tidak disinggung. Atau' jika disinggung,

sama sekali tidak menunjukkan suatu kesurgguhan menghadapi umat sebagai

problematik yang tidak main-main. Kata umat hanya disinggung secara sambil lalu,

dan tidak mengesankan suatu sensitivitas akan detail dari masalah yang dihadapi oleh

umat tersebut.lel

C. Kritik pada Aspek Historis

Secara historis, pengalaman negara yang cenderung bersifat sentralistis

menunjukkan, pemerintah yang diberi wewenang terlalu banyak untuk mengelola

kemakmuran masyarakat bisa berbuat jahat dengan mengkorupsi wewenang yang

telah diberikan tersebut. Pengalaman yang ada juga menunjukkan, bahwa negara

merupakan arena yang tidak sepenuhnya netral, sebab di sana ada kelompok-

kelompok yang saling bersaing untuk memperebutkan posisi dan pengaruh untuk

menentukan berbagai macam kebijakan.

Bahkan kelompok-kelompok dari agama yang sama (Islam, misalnya) tidak

merupakan kekuatan yang satu dalam persaingan ini. Ketika zakat dikelola secara

sentralistis oleh pemerintah, maka kemungkinan menjadi ajang rebutan antara

rerulil Abshar Abdalla, "Emoh" Negara: Menuju Paradigrna "Gerakan Sosial",

-tn ikel ir&
dalam
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kelompok-kclompok itu pasti tak terhindarkan. Jika zakat dikelola secara sentralistis

oleh pemerintah, maka tujuan kemakmuran buat semua golongan umat Islam pasti

sulit terwu; ud karena fragmentasi dalam tubuh umat Islam sendiri ke dalam

golongan-golongan yang saling bersaing'

Penulis tetap berkeyakinan bahwa dalam konteks Indonesia' zakat harus tetap

dikelola masyarakat dan dengan dipertalmnkanny a zakal dalam pengelolaan

masyarakat, maka sumber kekuatan masyarakat yang paling utarna' yaittr sumber

daya ekonomi, akan tetap ada di pihak mereka' Dengan demikian mereka akan tetap

mempunyai kesempatan memberdayakan diri' Maka menegarakan zakat' sangatlah

berbahaya.

Namun, anehnya, banyak sekali kalangan Islam termasuk Masdar yang

tergoda dengan impiarL jika zakat dikelola secara se,ntralistis oleh suahi kekuatan

potitik besar seperti negara', maka kesejahteraan umat Islam akan terwujud' Jarang

sekali yang melihat masalah ini dari sudut yang berbed4 yaitu efek pelemahan

masyarakat karena sumber-sumber kekuatannya diambil alih oleh pemerintah'

Dengan cara ini, penulis melihat kaitan yang erat antzra zakat' pemberdayaan kaum

lemah, dan penguatan institusi masyarakat di tingkat akar rumput'

D. Kritik Pada AsPek Politik

Dalam kenyataanny4 kita melihat bahwa elite-elite Islam adalah semacam

gabus yang mengapung begitu saja di atas lautan umat' Artinya' tidak ada kaitan

organis antara umat dengan elite-elite yang selama ini mengaku sebagai wakil

mereka.Darisekianribuelite.elitelslamyangtersebardiseluruhlndonesia,amat

sulit didapat satu dua contoh yang bisa kita golongkan ke dalam kategori intelektual

organik. Maksudnya, seorang pemimpin umat yang diciptakan oleh problem'



I05

keresahan dan harapan umat itu sendiri dari dalanu dan bukan semacam calon

pemimpin yang rliutus dari daerah ya.ng jauh dari problem dan ditanam di daerah

yang penuh <iengan problem. Elite yang semacam ini, jika berkuasa, sudah pasti akan

berjuang demi kepentingan-kepentingannya senditi. umat akan menduduki nomor

seratus dalam daftar prioritas perjuangannya. Ikitik ini harus dikemukakan secara

terus terang dan gamblang, karena memang demikianlah keadaan yang kita saksikan

sekarang ini yakni negara tidak pemah benar-benar melindungi masyarakatnya'

Jadi, hampir mustahil membayangkan benamya suatu pengandaian bahwa

jika umat Islam berkuasa dan menguasai negara' maka kepentingan umat akan

terlindungi. Sebab, umat biasanya dapat menguasai negara melalui elite-elitenya.

Sementara, kita.tahu, elite-elite mereka lahir bukan secara organis dari dalam mereka

sendiri, sehingga arnat sulit mengharapkan mereka akan benar-benar

memperjuangkan kepentingan mereka. Paling-paling umat hanya menjadi semacaln

alibi sementara buat kepentingan pribadi mereka sendiri yang selalu diselundupkan

di bawah label kepentingan umat Islam.

Penulis lebih setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad Fuad Fanani

(aktivis Jaringan Inteleknral Muda Muhammadiyah [JIMM], Peneliti Al-Maun

Institute for Islamic Transformation [MIIT], serta Analis pada center for Moderate

Moslem [CMM]), bahwa:

"Goda-godaan politik praktis yang biasanya menjebak gerakan kultural

haruslah di=eliminasi seminimal mungkin dari gerakan ini sebab pengalaman

sejarahtelahmembulrikanbahwatarikanpolitikpraktisbiasanyajustrumalah
*lnv"uabt* stagnasi pemikiran dan terlalaikannya pencerahan terhadap

masyarakat bawahl Bila fslam masih ingin tetap menjadi agama idola manusia

danvisinyayangrahmatanlil,alaminbukansekadarmenjadiwiridapologetik,
pembacaan i.n -p"mutnaa" 

baru terhadap ajaran memang harus terus dilakukan'
,Teologilslamtidakharusmenjaditeologiyangmengurusisurgadannegarasaja,



tetapi teologi yang betul bisa mencerahkan umat dan membebaskan mereka dari

tungtungai hegeironi para penindas dan kapitalisme global'"1e2

E. Kritik pada AsPek Sosiologis

Praktik di lapangan menunjukkan, zakat merupakan sumber kekuatan tokoh-

rokot agama serta perkumpulan yang mereka pimpin' Sebagian besar kiai-kiai di

desa, biasany4 mengumpulkan zakat unhrk membangun pesantren' masjid'

madrasah, atau fasilitas keagamaan lain. Bahkan para kiai secara pribadi biasa

meuerima zakat dari para pengikutnya' Oleh sejumlah orang' hal ini dikitik sebagai

monopoli tokoh{okoh agarna atas sumber daya ekonomi yang mestinya bisa

digunakan untuk kemaslahatan umat lebih ba.nyali. Satu hal yang sering dilupakan

adalah, kiai-kiai pengelola pesantren ti'Jak pernah mendapat gaji dari pemerintah dan

jarang disokong secara finansial oleh pemerintah ' 7'akal dn sedekah dari masyarakat

adalah sumber kehidupan sekaligus kekuatan politik para tokoh agama itu' Dengan

sokongan itu, para tokoh agama tidak tergabung dalam pemerintahan' dan dapat

menjaga independensi terhadap kekuasaan sebagai pihak oposisi yang kuat'

Menurut Azyumardi Azra' dengan adanya oposisi maka membuat check and

balance terhadap kekuasaan absolut dapat terjadi' Kalau tidak ada check and

balance,maka akan terjadi kekuasaan seperti masa Umayyah dan Abbasiyah yang

takterkontrolsehinggacenderungmenekandandapatberbuatkejahatanterhadap

rakyatnya.le3

I ()6

''2Ahmad Fuad Fanani, "Arah Pemikiran Islam"'

h.54

prAzyumardi Azr4 Islan Subslantif Agar lJmat Tidak Jadi Bri'' Bandung: Mizan' 2000'
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Secara teoretis, saya ingin mengatakan, bahwa zakat berfungsi sebagai salah

satu sumber kekuatan politik bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan di level

barvah. Bila pengelolaan zakat ini direbut oleh negara, seperti diusulkan Masdar,

maka tanpa disadari kta sudah merclakan negara untuk mcrampas sumber-sumber

kekuatan masyarakat yang akan menyebabkan terjadi pelcmahan masyarakat itu

sendiri.

Gagasan Masdar saya anggap ingin memperkuat posisi negara atas

masyarakat atau rakyatnya. Masdar dalam satu titik bertemu dengan orang-orang

yang menghendaki agar pengetolaan zaliat dimonopoli pemerintah. Bedanya, Masdar

melandasi gagasannya dengan argume t no tmation 'r!thou! 
representation. ladi,

zakat dianggap sebagai instrumen untuk mengontrol pemerintah'

Sementara orang-orang di pemerintahan kemungkinan besar mempunyai

pemikiran yang berbeda dengan }lasdar. Dengan sentralisasi pengeiolaan zakat oleh

pemerintah, jumlah yang terkumpul akan makin besar, distribusinya makin efektif

dan mengenai sasaran, dan tujuan zakat sebagai alat untuk mernakmurkan umat

Islam lebih mungkin dicapai. Dalam pikiran ini terkandung asumsi, pemerintah bisa

dipercaya untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan penciptaan good life bagi

umat Islam. Kebaikan bagi umat Islam bisa disubkontrakkan pada negara. Ide ini

tidak seluruhnya salah, meski dalam kenyataannya tidak semudah itu'

Jadi intinya, penulis ingin menegaskan kembali dan tetap pada keyakinan

bahwa dalam konteks Indonesia" zakat harus tetap dikelola masyarakat karena

gagasan Masdar untuk menyerahkan zakat kepada negara jauh dari nilai maslahat'

selain itu jug4 secara konsep pun sekarang ini umat Islam hidup di negara Indonesia

yang sama sekali tidak punya hak unhrk melakukan itu, karena pemerintalrrya
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bukanlah dan sudah tidak lagi selalan dengan nilai-nilai yang Islami. Memang efek

yan.r ditimbulkan acialah masing-masing kelompok dalam masyarakat akan berebut

untuk mengelola lahan zakalnya masing-masing. Menurut saya itu tidak iadi

masalah, sebab kompetisi yang teriadi di rnasyarakat adalah sesuatu yang waiar'

Sebeium menutup uraia-n ini, penulis ingin menekankan satu hal penting dan

perlu diperhatikan sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman wahid bahwa

ujian yang paling menentrrkan dari setiap gagasan, bukanlah dari sudut argumen

formal yang semata-mata bersifat teoritik, melainkan ujian dari sudut materialnya

yang bersifat empirik. Suatu pemikiran atau ide boleh sempurna tanpa cacat dari

sudut teoritik, tapi jika kandas dalam pembuktian empirik, dalam arti tidak jelas

manfaat dan kemaslahatannya bagi kehidupan urnat manusia maka tidaklah banl'ak

makrranya.l9a

Dengan berdasarkan kepada pendapat Abdurrairman Wahid yang membuat

penulis selalu mempertanyakan gagasan Masdar. Kalau Masdar mengatakan

pemikiran ini sudah dilontarkannya mulai tahun 1980-an tapi mengapa sampai

sekarang belum menampakkan pengaruh signifrkan, baik dalam gelanggang

intelektualitas apalagi dalam realitas faktual, apakah karena masyarakat ini terlalu

kolot, para kiai dan tokoh agama terlalu konservatif, eksklusif dan ekstrim dalam

memahami persoalan hukum, atau karena Masdar sendiri yang pondasi dalilnya

rapuh hanya sekedar Alquran, qaidah ushul fiqih dengan mengabaikan ratusan

bahkan ribuan karya ulama masa lalu yang begitu kayanya'

r"aAbdurrahman Wahid, "Kasus Penafsiran yang Tuntas", h. xx
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BAB V

P[,NUTUP

A. Kesimpulan

I . Pemikiraa Masdar yang bertemakan "Agama Keadilan" khususnya tentang zakat

dan pajak lahir sebagai salah satu reaksi terhadap perkembangan yang terjadi di

dalam masyarakat, yang bertentangan dengan niiai-nilai kemanusiaan sebagai

akibat dari pola hubungan yang tidak seimbang antara rnasyarakat dengan

struktur keklasaan negafa berikut institusi-institusiny4 termasuk adanya

berbagai bentuk kebijakan-kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak atau

tidak menguntungkan masyarakat. Pemikiran yang dimunculkan oleh Mas<ial

lebih mengarah kepatla komitmen moral untuk meningkatkan kualitas hidup

manusia dan pilihan intelektual ketika melihat realitas kebangkrutan umat Islam

yang melanda di berbagai belahan dunia Islam pada umumny4 dan di Indonesia

pada khususnya dengan bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang

utama adalah kemanusiaan, dan Islam harus menjadi kekuatan yang dapat

memotivasi secara terus-menerus dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala

besar baik yang bersifat praksis maupun teoritis. Selain itu, pemikiran Masdar

sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pesantren, IAIN, dan aktif

diberbagaiorganisasikemasyarakatansertadikenalmemilikipemikiran

substantif dan memiliki komitrnen yang kuat untuk melakukan pembaruan

hukum Islam serta hidup di lndonesia

o
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?. Aplikasi dari konsep dasar pemikiran tersebut adalah melalui pengtntegrasian

zakat dan pajak. Masdar mengatakan bahwa seperti halnya nrh dan badan, pajak

dan zakat memang berbeda tetapi bukan untuk dipisahkan, karena zakat adalah

ruhnya dan pajak adatah badannya. Dan membal'ar pajak p€rlu diniatkan sebagai

zakat. Karena deugan niat itu pajak yang kita bayarkan secara ukhrawi tiCak sia-

sia, dan dengan demikian kita tidak perlu membayar pajak dan zakat, karena

pajaknya itu yaitu zakat yang sudah diniatkan untuk pajak dan z*at sekaligus.

Dan dengan konsep pajak sebagai zakat menurut Masdar maka pemerintah kita

tempatkan pada posisi sebagai andil yang waj ib kita kontrol setiap tindakannya.

Dan dengan konsep ini menurut lr{asdar, zakat (pajak) yang telah dipungut oleh

pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk memungutnya dari

masyarakat, haruslah dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan segenap

rakyat dengan prioritas pada lapisan rnasyarakat paling lemah. Unhrli

mengintegmsikan kembali antara zakat dan pajalq maka perlu dilakukan

rekonsturksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat pada masa awal Islam serta

memahami evolusi pemaknaan pajak, di mana pertama kali pajak dimaknai

sebagai upeti, kemudian sebagai kontra prestasi, dan akhimya sebagai zakat

untuk rakyat. Namun, pengintegrasian zakat dar. pajak ini dapat terjadi apabila

dilakukan dengan keberanian merumuskan kembali konsep zakat dalam Islam-

3. Pemikiran Masdar tentang zakat dan pajak ini bukanlah bersifat final yang

menutup semua pertanyaan dan kritik. Karena ternyata ada beberapa kelemahan

dan kritik yang dapat ditujukan pada gagasan Masdar tersebut. Pertama, k'ritik

pada aspek normatif; kedua, kitik pada aspek teologis; kctiga, k;itlk pada aspek

historis; keempat,kritik pada aspek politik; kelima; kJitik pada aspek sosiologis'
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Berdasarkan analisis ini pul4 penulis secara pribadi masih sulit menerima

gagasan Masdar tentang zakat dan pajak tersebut.

B. Saran - saran

Pada saat mengkaji sebuah pemikiran seseorang, hendaknya kita dapat

memahami bahvva sebuah pemikiran apa pun bentukny4 ia tetap berbeda dengan

perbuatan karena sebuah pemikiran tidak dapat dihukum dan ia hanya dapat

dikritisi, sehingga ide-ide yang merupakan produk dari pergulatan intelektualnya

tidak semestinya diposisikan seperti seorang "anak haram" yang harus diasingkan

dari wacana keislaman dan harus tetap kita perlakukan sebagai seorang "anak

kandung yang sah" dalam khazanah peradaban Islam yang mendukung

bersemainya kemajuan dalarn pemikiran.

Bagi para generasi mendatang, khususnya yang menekuni mata kuliah zakat dan

pajak, diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan wacana tentang zakat

dan pajak. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi

penelitian selanjutnya.

Bagi pemerintah diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan

masukan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pajak

dan zakat.

Wallahu'alam bishshawab.

2

3
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DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAMNEGERI (STAIN)

PALANGKA RAYA
UNIT PERPUSTAKAAN

Alamar.ll. G. Obos Komplekt lslanic Centre Polangka Raya. Kalimantan T engah 731 I I
T-t- to\16t ?oJl7 26356.21438 I;ar 22105 Enail: stoin orv@tahoo-com

SURAT KETERANGAN
No. Sti.15/15/HM.00/q6 t2oo\

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan STAIN Palangka Raya,

menerangkan dengan sebenamya bahwa :

Nama
NIM

Jurusan / Prodi

Jenjang

Judul Skripsi

TAHRIAN ADRIANNOOR

020 ztt 0177

SYARIAIVAHS

srrata I (Sl)
*ANALISN KRITIS TERHADAP KONSEPSI ZAKAT
DAN PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS,UDT'

s

NIP 1s0 299 837

Ray4 20 Agustus 2008

Teiah melakukan penelitian di Perpustakaan STAIN Palangla Raya selama 2 bulan terhitung

dari tanggal 17 September Vd 17 Nopember 2007.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Biodata

Nama lengkap
Tempat dan tanggal lahir
Jenis kelamin
Agama
Status perkawinan
Kewarganegaraan
Umur
Alamat
Nomor Telepon
E-mail
Hoby

Riwayat Pendidikan

l- Tahun 1999-2002
2. Tahun 1996-1999
3. Tahun 1990-1996

Pengalaman Organisasi

1. Tahun2004-2006
2. Tahun 20O3-20O6
3. Tahun2000-2001

Prestasi

l. Tahun 2004

2. Tahun 1997

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Fahrian Adriannoor
Palangka Raya, 26 Januari 1984

Laki-Laki
Islam
Belum kawin
Indonesia
24 tahun
Jl. Mahakam No. 0l C. Palangka RaYa

0812 50 73449
Fahrian_Adriannoor@yahoo.co. id
Membaca, Menulis, Komputer

SMAN 2 Palangka Raya
MTsN I Palangka Raya
SDN Palangka 6 Palangka Raya

Pegurus HMJ Syariah STAIN Palangka Raya
Pengurus PMII Komisariat STAIN Palangka Raya
Ketua PHBI SMAN 2 Palangka Raya

Juara II Lomba Mengarang Tingkat Mahasiswa Kota
Palangka Raya dalam rangl.a memperingati Hari
Lingkungan Hidup
Juara II Lomba Mengarang Tingkat Sekolah
Palangka Raya dalam rangka memperingati Hari
Kesaktian Pancasila


